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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 3& TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang tepat sasaran diperlukan
perencanaan prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja,
sasaran kerja dan prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan, program
Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah dan pendanaan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat IT Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentgkan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuakan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tampahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan  Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Pera_turan_ Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan

If:z'z;?gan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata
Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah
Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah
Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi
pembangunan daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.




BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, sasaran kerja dan
prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan Lintas
Perangkat Daerah dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang dalam
menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022;

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten
Bengkayang berpedoman kepada RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 yang telah disusun
kedalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas
anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang
tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan
Ketua DPRD.

(3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat
terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau
perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

(4) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
disesuaikan dan/atau ditampung dalam RKPD Perubahan

(5) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten
Bengkayang Tahun 2022 untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD,

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2022,
memuat :
Pendahuluan;

Gambaran umum kondisi Daerah;

Kerangka ekonomi dan keuangan Darah;
Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,
Rencana kerja dan pendanaan Daerah;

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
Penutup.

@m0 oD

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, sebagaimana
dlmlaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebagaimana

(1)
dalam Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun.

(2) Peninjauan kembali RKPD schbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. :
Bupati ini dengan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 |ouu

2021.

Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal 7 [cu 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
I SO\

V//

s
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan
dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan
keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui
optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan
serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya
mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat
mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya
manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih baik bagi
masyarakat. Sedangkan kesinambungan dan kualitas lingkungan
yang baik tidak hanya mengenai lingkungan alam namun juga
lingkungan sosial, budaya dan politik. Pencapaian tujuan
pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan

yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan.

Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan

rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan
tugas sehingga pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah
daerah tahun 2022 juga bertepatan dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yang memuat Visi dan
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam
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rangka efektivitas penyusunan RKPD tahun 2022, maka dalam

penyusunan berpedoman pada dokumen RPJD Kabupaten
Bengkayang tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta
memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan

RKP tahun 2022.

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan
perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik,
partisipatif, politis, serta atas-bawah (top down) dan bawah-atas
(bottom up). Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan
menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-
bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan
mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga

nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang
berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-
tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik
dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,
hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu
dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan
menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu
dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan

pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial
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dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan
dalam perencanaan.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2021, hampir
seluruh wilayah di Kabupaten/kota termasuk Kabupaten
Bengkayang, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel
Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah
menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan
terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh wilayah yang ada di
Indonesia dan berakibat terjadinya resesi. Dampak yang dirasakan
Kabupaten Bengkayang juga cukup besar dengan terputusnya
mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas
masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada
sektor perkebunan, perdagangan dan pariwisata yang berdampak
pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan
serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan
ekonomi. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi
keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi

baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022.

Dengan demikian RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
juga disusun dengan memperhatikan dan mengevaluasi
permasalahan serta tantangan yang selama ini dihadapi oleh
pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang pasca pandemi
Covid-19, dengan berbagai penyesuaian pencapaian target, seperti
pemulihan kehidupan masyarakat, permasalahan ekonomi,
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman
dan ketertiban umum serta pelayanan publik yang terus maju
dengan ditopang oleh implementasi teknologi informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan (e-gov).

Dokumen RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan daerah, permasalahan pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran
dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan

daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
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Sedangkan tata cara penyusunan RKPD sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi : a). penyusunan

rancangan awal RKPD; kemudian dilakukan b). sosialisasi dan

konsultasi publik; c). forum PD untuk dilakukan penyempurnaan

penyusunan rancangan RKPD; d).

pelaksanaan Musrenbang

RKPD; e). fasilitasi oleh Provinsi yang akan digunakan untuk

penyempurnaan rancangan akhir RKPD dan; f). penetapan RKPD.

Adapun proses penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun
2021 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

—1 Rancangan
Awal RKPD

=

Rancangan
RKPD

Musrenbang
RKPD kab/kota

Persiapan
Penyusunan
RKPD
- Telaahan
Pengolahan Review kebijakan nasional
data dan RPJMD (RKP)/program Pokok-pokok
informasi strategis nasional pikiran DPRD
|
1
Analisis Perumusan
Gambaran Permasalahan
Umum —>| Pembangunan
Kondisi Daerah
Daerah
S Analisis
K Ranc \|{ ,I,
Kerangka
i Per 1 Per 1
Ekﬁno:!nl & ;i;‘;:’:z:'; Kerangka program
S prioritas —> Ekog_?mki & = d priﬁ;itas
Evaluasi pembangunan | | MGl || O et
Kinerja RKPD
L Tahun Lalu i T JI T
Penyelarasan
Dok RKPD Forum Rencana program
kaLkOFaltihuﬂ Konsultasi prioritas daerah
erjalan Publik beserta pafgu
indikati
Gambar 1.1

Rancangan
Akhir RKPD

Fasilitasi Menteri/
Gubernur

SE
Penyusunan
Renja-SKPD

Berita Acara
Musrenbang
kecamatan

Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
kab/kota

VERIFIKASI
Bappeda

Penetapan
PERBUP/PERWAL
ttg RKPD

>

PENYUSUNAN
KUA & PPAS

Proses Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bengkayang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Tahun 2022

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 meliputi :
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a.

b.

Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;
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dd. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun

2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025.

ee. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

ff. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten
Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2020 Nomor 54);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah merupakan payung hukum bagi perencanaan ditingkat
Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang tersebut, rencana
pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam konteks hubungan antar
dokumen dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 ini beberapa dokumen
perencanaan yang berhubungan satu sama lain yaitu: RPJPD
Kabupaten Bengkayang, RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun
2014 - 2034, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, RKPD Kabupaten
Bengkayang, RKPD Provinsi Kalimantan Barat, RKP Nasional,

| Pendahuluan 8



Renstra OPD Kabupaten Bengkayang dan Renja OPD Kabupaten

Bengkayang.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 merupakan
dokumen pembangunan tahunan yang disusun, dalam rangka
menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD,
yang terdiri dari RKPD, kebijakan umum APBD (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran
Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD). Oleh karena itu
penyusunan RKPD merupakan prasyarat APBD berbasis kinerja.

Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah, dan OPD

RPJP PEDOMAN RPJM RKP FEDOMAR -
Nasional Nasional | | ~ RAPBMN

H
P H
PEDOMAN
Aacfian MEMPERHATIKAN
RENSTRA
SKPD

RPJPD RPIJMD | DuABamean
K Froowen | Kabupaten

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun
2022 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah Tahun 2022. Sedangkan tujuannya

adalah:

a. Menjabarkan RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-
2025 serta visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-
2026.
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b.

Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan antar
wilayah, kewenangan urusan pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif
dan spasial.

Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2022 dengan memperhatikan prioritas
pembangunan provinsi dan pembangunan nasional; dan
Menjadi acuan bagi seluruh OPD Kabupaten Bengkayang dalam
menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun
2022;

Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD
Tahun Anggaran 2022;

Menciptakan kepastian dan mensinergiskan perencanaan
program pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar
tingkat Pemerintahan;

Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan
alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;

Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan

pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Bengkayang Tahun 2022 merupakan dokumen pembangunan

tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang; dasar hukum penyusunan;

hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan serta

sistematika RKPD.

BABII. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah; hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
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BAB III.

BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

BAB VII.

lalu dan  realisasi pelaksanaan RPJMD, dan

permasalahan pembangunan daerah.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta

Arah kebijakan keuangan daerah.
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan
analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian

kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu,
identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka
menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun
2022.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.
PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD

Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten
yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 merupakan salah satu
Kabupaten yang terletak di sebelah Utara Provinsi Kalimantan
Barat secara geografis. Kabupaten Bengkayang terletak di 0° 33’ 00”
Lintang Utara sampai 1° 30’ 00” Lintang Utara dan 108° 39’ 00”

Bujur Timur sampai 110° 10’ 00” Bujur Timur.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bengkayang

adalah sebagai berikut:

e Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur)
dan Kabupaten Sambas.

e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mempawah.

e Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Kota
Singkawang.

e Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan

Kabupaten Landak.

Kabupaten Bengkayang merupakan bagian Utara dari
Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 5.396,30 km? atau
sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Jagoi Babang Merupakan Kecamatan yang paling luas di
Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km?2
atau sekitar 12,14% dari luas wilayah Kabupaten Bengkayang.
Sedangkan kecamatan dengan cakupan wilayah terkecil adalah
Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km? atau

hanya sekitar 0,86% dari total wilayah Kabupaten Bengkayang.
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Terbentuk dan pemekaran kecamatan yang terdapat di

Kabupaten Bengkayang berdasarkan:

1.

10.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kecamatan Suti Semarang.

. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kecamatan Capkala.

. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kecamatan Siding.

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Kecamatan Lumar.

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Kecamatan Sunagi Betung.

. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan

Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalo.

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemekaran

Kecamatan Sungai Raya dimekarkan menjadi Kecamatan

Sungai Raya Kepulauan.

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemekaran

Kecamatan Sanggau Ledo dimekarkan menjadi Kecamatan

Tujuh Belas.

. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemekaran

Kecamatan Samalantan dimekarkan menjadi Kecamatan
Lembah Bawang.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan
Siding.

Rincian 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten

Bengkayang disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 2.1

Jumlah Desa, Dusun, dan Luas Wilayah Untuk Setiap Kecamatan

di Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

Jumlah Luas
No. Kecamatan Kelurahan | Desa | Dusun W(ili::zgh
1 | Sungai Raya S 19 75,85
2 | Capkala 6 11 46,35
3 | Samalantan 7 28 420,50
4 | Monterado 11 28 291,00
S | Bengkayang 2 4 9 167,04
6 | Teriak 18 28 231,51
7 | Sungai Betung 4 12 205,95
8 | Ledo 12 32 481,75
9 | Suti Semarang 8 13 280,84
10 | Lumar 5 14 275,21
11 | Sanggau Ledo 5 17 392,50
12 | Seluas 6 24 506,50
13 | Jagoi Babang 6 14 655,00
14 | Siding 8 21 563,30
15 | Tujuh Belas 4 12 221,00
16 i‘;;glf;uiiy a 5 18 394,00
17 | Lembah Bawang 8 16 188,00
JUMLAH 2 122 316 5.396,30

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka, 2021

Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki

dua kondisi bentang alam, yaitu:

1.

Pesisir pantai yang termasuk dalam wilayah administrasi
Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan,
dengan panjang garis pantai 68,5 km. Dengan luas wilayah
laut sejauh 4 mil sebesar kurang lebih 184 km?2.

Daratan dan Perbukitan yang terdiri dari Kecamatan

Capkala, Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak,
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Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo,
Seluas, Jagoi babang, dan Siding. Dengan luas luas wilayah

daratan sebesar kurang lebih 5.212,30 km?.

Kabupaten Bengkayang di sebelah Tenggara yang berbatasan
dengan pantai, yaitu Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan
Capkala berada pada ketinggian < 100 m di atas permukaan laut
(dpl) memiliki dan memiliki bentuk wilayah yang relatif datar
dengan kemiringan 0-2%, sedangkan di wilayah kecamatan lainnya
merupakan daerah berombak sampai bergelombang yang terdapat
di wilayah tengah dengan kemiringan 2-14%. Sebagian besar
wilayah Kabupaten Bengkayang terletak di atas ketinggian 100 m
dpl, dilihat dari sebaran lerengnya sebagian besar wilayah ini
masuk pada kelas lereng 15-40% yang bertopografi agak curam
hingga curam dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas
lereng lebih dari 40% yang bertopografi sangat curam. Kelas lereng
Kabupaten Bengkayang cukup beragam. Lebih jelasnya mengenai

kondisi topografi Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.1.1

Luas Kabupaten Bengkayang menurut Kecamatan dan Kelas
Lereng Tahun 2021

Luas per Kelas Lereng
No Kecamatan Jumlah
0-2%|2-14% |15-40 % >40 % | Total (Ha)
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1 |Sungai Raya 6.689 165 639 92 7.585
2 |Capkala 4.087 101 391 56 4.635
3 |Sei Raya 34.744 859 3.320 477 39.400
Kepulauan

4 |Samalantan 4.387 11.979 18.964 6.720 42.050
S |Monterado 3.036 8.290 13.123 4.651 29.100
6 |Lembah Bawang 1.962 5.356 8.478 3.004 18.800
7 |Bengkayang 0 0 14.457 2.247 16.704
8 |Teriak 0 0 20.037 3.114 23.151
9 |Sungai Betung 0 0 17.825 2.770 20.595
10 |Ledo 0 4.285 32.492 11.398 48.175
11 | Suti Semarang 0 2.498 18.942 6.644 28.084
12 |Lumar 0 2.448 18.561 6.512 27.521
13 | Sanggau Ledo 14.811 | 22.824 838 777 39.250
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14 | Tujuh Belas 8.339 12.851 472 438 22.100
15 | Seluas 23.150 | 20.000 0 7.500 50.650
16 |Jagoi Babang 27.941 26.133 672 10.753 65.500
17 | Siding 24.029 | 22.476 578 9.247 56.330

Jumlah/Total 153.175| 140.265 | 169.789 | 76.400 539.630

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2021
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Untuk sistem jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten

Bengkayang terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

1. Sistem jaringan sumber daya air provinsi yang terkait dengan

wilayah kabupaten, sistem jaringan ini meliputi :

a. Wilayah sungai (DS) lintas kabupaten meliputi WS

Sambas (DAS Sambas, DAS Sebangkau, dan DAS
Selakau) WS Mempawah (DAS Lemukutan, DAS Raya,
DAS Duri, DAS Karimunting, DAS Mempawah);

Daerah irigasi permukaan (DI) meliputi DI Sinar Tebudak
terletak di Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas
dengan luas kurang lebih 1.552 Ha dan DI Madi terletak
di Kecamatan Lumar dengan luas kurang lebih 1.120 Ha;

dan

Daerah irigasi rawa (DIR) yaitu DIR Sungai Keran terletak
di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dengan luas

kurang lebih 2.890 Ha.

2. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten, sistem jaringan

sumber daya air ini meliputi :

a. Jaringan sungai yang mendukung WS dan DAS meliputi

Sungai Kumba, Sungai Sambas Kecil, Sungai Tanggi,
Sungai Ledo, Sungai Sebalo, Sungai Teriak, Sungai
Barabas, Sungai Bengkayang Kecil, Sungai Selakau,

Sungai Bantana;

Daerah irigasi permukaan, dengan jumlah 72 (Tujuh
Puluh Dua) irigasi permukaan yang tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten Bengkayang dengan luas total

mencapai 11.042 Ha.

Terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama yang

melintasi wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu DAS Sambas

dengan luas 722.500 Ha, das Sungai Raya dengan luas 50.00 Ha,
dan DAS Sungai Duri dengan Luas 24.375 Ha.
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Dilihat dari jenis tanah di Kabupaten Bengkayang sendiri

terdiri dari Jenis Tanah Alluvial, Litosol dan Podsolik, Podsolik, dan
Tanah Gambut. Adapun 53,97% atau berkisar 297.459,99 Ha
wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki Jenis Tanah Podzolik,
29,48% atau 162.470,22 Ha merupakan Jenis Tanah Litosol dan
Podzolik, 15,78% atau 86.992,98 Ha merupakan Jenis Tanah
Alluvial, dan hanya 0,77% merupakan Jenis Tanah Gambut. Lebih
jelas dapat dilihat pada diagram berikut

Tabel 2.1.2

Diagram Luas Jenis Tanah di Kabupaten Bengkayang

0,77%

= Alluvial = Litosol dan Podsolik = Podsolik Tanah Gambut

Sumber: Hasil Analisis Dokumen Kajian Penyusunan Materi Teknis dan
Revisi Perda Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

Adapun jenis tanah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

e Jenis Tanah Podolik sendiri adalah jenis tanah yang terbentuk
karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Tanah ini
juga termasuk dalam kelompok tanah mineral tua dengan
karakteristik warna kemerahan atau kekuningan. Tanah podsolik
sendiri merupakan jenis tanah yang kurang subur.

e Tanah aluvial sendiri merupakan tanah endapan. Tanah jenis ini

umumnya merupakan tanah muda yang belum berkembang,
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berasal dari induk aluvium. Tanah ini memiliki sifat fisika dan
kimia dari sedang sampai baik.

e Tanah Litosol merupakan tanah berbatu dengan lapisan tanah
yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan
keras yang belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Oleh
karena itu, tanah jenis ini sulit untuk ditanami tumbuhan.

e Tanah gambut atau organosol adalah tanah yang terbentuk dari
pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa.
Tanah gambut biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim
basah dan bercurah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri-ciri
berwarna hitam, memiliki kandungan air dan kandungan organik
yang tinggi, memiliki tingkat keasaman yang tinggi, nilai PH-nya
hanya 0.4, miskin akan unsur hara, drainasenya jelek, dan pada

umumnya kurang subur.

Jika dilihat dari jenis tanah yang ada di Kabupaten
Bengkayang, serta tabel dan pengertiannya. Maka dapat
disimpulkan jika Kabupaten Bengkayang memiliki risiko kepekaan
yang cukup tinggi terhadap erosi. Hal ini juga menjadi perhatian
dalam perencanaan, agar tidak merusak ataupun melampaui batas

kemampuan lahan di Kabupaten Bengkayang.
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Tabel 2.1.3

Nama-Nama Pulau dan Luas Menurut Desa di Kecamatan Sungai
Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang

No. Lokasi Nama Pulau | Luas | Jarak Keterangan
1. |Desa Sungai |Penatah Besar | 259 | 28,00 |Berpenghuni
Raya Penatah Kecil 81 22,00 |Berpenghuni
Seluas 38 | 33,00 |Tidak Berpenghuni
Semesak 58 0,80 |Tidak Berpenghuni
Kera 22 0,80 |Tidak Berpenghuni
Baru 48 | 42,00 |Berpenghuni
Batu Rakit 13 | 31,00 |Tidak Berpenghuni
Tempurung 30 0,80 |Tidak Berpenghuni
2. |Pulau Batu Batu Payung 21 1,00 |Tidak Berpenghuni
Payung
3. |Pulau Kabung |Kabung 341 | 20,00 |Berpenghuni
4. |Desa P. Randayan 27 | 38,00 |Berpenghuni
Lemukutan Lemukutan 1.235 | 38,00 |Berpenghuni

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2021

Berdasarkan deskripsi kondisi geografis Kabupaten
Bengkayang di atas, maka potensi yang dimiliki Kabupaten
Bengkayang sangat besar terutama yang berkaitan pada
pengembangan sektor agroforestry (pertanian, kehutanan,

perikanan, dan peternakan) dan sektor pariwisata.

2.1.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data jumlah penduduk pada Tahun 2020
adalah 289.587 Jiwa (Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bengkayang) yang tersebar pada 17 Kecamatan.
Adapun secara lengkap informasi mengenai jumlah penduduk

Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel 2.5.
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Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan

SDM UNGGUL
BENGKAYANG

Tabel 2.1.4

Tahun 2016-2020

MANTA

8335

Ve T

NO KECARATAN 2016 2017 2018 2019 2020
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
1 | SUNGAI RAYA 23288 23192 24091 24136 23795
2 | SAMALANTAN 20896 21442 22646 23373 23691
3 LEDO 13547 13812 14480 14873 15084
4 BENGKAYANG 32347 32314 32995 32875 33305
5 | SELUAS 20308 20283 20370 20489 20661
6 | SANGGAU LEDO 15586 15501 15509 15592 15648
7 | JAGOI BABANG 8699 9030 9036 9053 9185
8 MONTERADO 34374 34653 34056 34106 34205
9 | TERIAK 17530 17549 17469 1754 17655
10 | SUTI SEMARANG 6030 6081 6127 6128 6178
11 | CAPKALA 9959 9925 9907 9888 9864
12 | SIDING 8187 8344 8287 8367 8441
13 | LUMAR 7725 7938 8073 8100 8180
14 | SUNGAI BETUNG 12274 12462 12298 12362 12567
15 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN 29946 29843 29690 29495 29044
16 | LEMBAH BAWANG 6727 6763 6654 6651 6583
17 | TUJUH BELAS 15503 15703 15433 15561 15501
KAB. BENGKAYANG 282926 284835 287121 288589 289587

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang 2021

Berdasarkan data yang tersedia, Kecamatan Monterado

merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi,

namun Kecamatan Ledo dan Kecamatan Lumar merupakan daerah

yang memiliki

laju pertumbuhan penduduk paling tinggi.

Sedangkan daerah yang memiliki penduduk paling sedikit adalah

Kecamatan Suti Semarang yaitu hanya sebanyak 6.178 jiwa di

Tahun 2020. Meskipun Kecamatan Monterado memiliki jumlah
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penduduk terbanyak tetapi yang memiliki tingkat kepadatan

tertinggi adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu mencapai 310 jiwa

per km2. Hal ini menjelaskan bahwa Kecamatan Sungai Raya

memiliki luasan yang relatif kecil,

sehingga dengan jumlah

penduduk yang tidak begitu besar juga telah membawa pengaruh

signifikan pada kepadatan penduduk.

Tabel 2.1.5

Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan

Kecamatan di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2020

NO KECAMATAN Péll\jlrlleDl:lK LUAS(I‘(’::I;)AYAH PENll)(lElll:;AU?(I:(III\\NI: per
(Jiwa) km?)
1 2 3 4 5
1 SUNGAI RAYA 23795 75.85 314
2 SAMALANTAN 23691 420.50 56
3 LEDO 15084 481.75 31
4 BENGKAYANG 33305 167.04 199
5 SELUAS 20661 506.50 41
6 SANGGAU LEDO 15648 392.50 40
7 JAGOI BABANG 9185 655.00 14
8 MONTERADO 34205 291.00 118
9 TERIAK 17655 231.51 76
10 | SUTI SEMARANG 6178 280.84 22
11 | CAPKALA 9864 46.35 213
12 | SIDING 8441 563.30 15
13 | LUMAR 818 275.21 3
14 | SUNGAI BETUNG 12567 205.95 61
15 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN 29044 394.00 74
16 | LEMBAH BAWANG 6583 188.00 35
17 | TUJUH BELAS 15501 221.00 70
KAB. BENGKAYANG 289587 5,396.30 1382

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang 2021

Jika mengacu pada data, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten

Bengkayang dinilai masih sangat ideal jika dinilai dari luas wilayah

secara administrasi.

Hal

ini

dihitung berdasarkan

indeks

kepadatan penduduk (IKP) yang merupakan suatu indeks yang

menyatakan kualitas suatu lingkungan berdasarkan kepadatan
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penduduknya. Kabupaten Bengkayang secara perhitungan IKP
masih berada diatas nilai indeks 100. Menurut perhitungan IKP jika
suatu daerah secara penilaian masih berada pada nilai indeks 100
keatas atau jumlah penduduk masih pada besaran kurang dari 96
jiwa/Ha, maka hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat

kepadatan penduduk masih sangat rendah dan ideal.
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu
prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang
tingkat kesejahteraan dan kemajuan pada perekonomian
masyarakat. Pembangunan di Kabupaten Bengkayang pada Tahap
Kedua RPJPD menuntut perhatian dan akselerasi yang optimal
untuk menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dan
merancang kesiapan daerah dalam mengantisipasi perubahan-
perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Pada
umumnya penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
menungkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan

daya saing daerah.
a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Secara umum kondisi makro ekonomi Kabupaten
Bengkayang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
hal ini merupakan efek dari kondisi fundamental makro yang
mendukung, antara lain stabilitas politik dan demokrasi, dukungan
dari dunia usaha, dan keyakinan pada kinerja perekonomian
nasional yang terus membaik sampai pada saat ini. Perkembangan
sektor ekonomi berdampak langsung pada peningkatan PDRB dan
perkapita yang pada hakikatnya menunjukkan kemampuan daya
beli masyarakat. Salah satu indikator kemajuan ekonomi adalah
perekonomian yang ouputnya sebagian besar merupakan
komoditas olahan. Lebih jelasnya untuk melihat Makro Ekonomi

Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2
Makro Perekonomian Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2020

No Parameter Satuan 2017 2018 2019 2020
1. PDRB ADHB Juta 7.389.965,4 7.999.796,4 8.646.352,9 8.674.234,0
Rupiah
2. PDRB ADHK Juta 5.163.899,2 5.434.858,4 5.714.396,5 5.600.474,1
Rupiah
3. Pertumbuhan % 5,62 5,25 5,14 -1,99
Ekonomi

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2021

Semakin besar produk olahan dari suatu daerah maka
semakin besar nilai tambah yang diperoleh masyarakat lokal.
Namun trend perekonomian seperti ini belum terjadi pada
Kabupaten Bengkayang, meskipun terjadi trend yang positif pada
PDRB secara keseluruhan pada setiap tahunnya namun perubahan
proporsional pada setiap sektor pembangunan masih terjadi
peningkatan pada sektor skunder dan tersier yang belum
signifikan. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten
Bengkayang masih belum pada kondisi yang optimal dan efisien
karena belum terjadi perkembangan pada pemanfaatan produksi
komoditas yang memiliki nilai tambah lebih besar dan masih
mengandalkan produksi bahan baku yang memiliki nilai tambah
kecil.

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bengkayang sampai
kurun waktu 2019, hal ini menjelaskan bahwa fundamental
perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup Baik namun
demikian  persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bengkayang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Dengan demikian perlu ada perbaikan ke depan untuk
meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Bengkayang yang
berasal dari komoditas olahan yang merupakan hasil dari sektor

olahan sekunder dan tersier. Perekonomian masyarakat
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Bengkayang akan berkembang pesat jika sektor sekunder dan

tersier lebih dominan dibandingkan sektor primer.

Tabel 2.2.1

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang

Sektor Ekonomi 2016 2017 2018 2019 2020
(%) (%) (%) (%) (%)
Sektor Primer 34,91 35,04 35,44 35,87 36,66
1. Pertanian, Kehutanan & 31,71 31,87 32,35 32,86 33,63
Perikanan
2. Pertambangan & Penggalian 3,20 3,17 3,09 3,01 3,03
Sektor Sekunder 21,06 21,39 21,17 20,92 20,22
3. Industri Pengolahan 9,90 9,98 10,04 10,12 9,85
4. Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah & Daur Ulang 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
6. Bangunan/Konstruksi 11,09 11,34 11,06 10,73 10,29
Sektor Tersier 44,64 43,58 43,38 43,19 43,13
7. Perdagangan Besar dan Eceran 16,20 15,98 15,72 15,52 15,08
8. Transportasi dan Pergudangan 2,08 2,03 2,00 2,02 1,94
9. Penyediaan Akomodasi & Makan 2,15 2,12 2,15 2,18 1,90
Minum
10. Informasi & Komunikasi 4,42 4,65 4,71 4,71 5,17
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,80 2,76 2,77 2,61 2,53
12. Real Estate 3,60 3,48 3,45 3,41 3,43
13. Jasa Perusahaan 0,37 0,36 0,36 0,36 0,33
14. Administrasi Pemerintahan, 7,06 7,09 7,24 7,41 7,81
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15. Jasa Pendidikan 2,80 2,67 2,59 2,53 2,35
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 1,76 1,67 1,62 1,67 2,01
Sosial
17. Jasa Lainnya 0,80 0,77 0,77 0,77 0,58

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

b. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi yang berkaitan dengan
mekanisme pasar dimana terjadi peningkatan pada harga-harga
barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi
yang fluktuatif dan berubah sangat signifikan tentunya akan
berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena akan

berefek pada kemampuan daya beli masyarakat.
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Berdasarkan kondisi tersebut perekonomian Kabupaten
Bengkayang cukup baik dan kemampuan daya beli masyarakat
tidak begitu berpengaruh oleh mekanisme yang terjadi pada pasar
tingkat nasional. Fenomena ini diduga terjadi akibat kekuatan
ekonomi rumah tangga sebagian besar masyarakat Kabupaten
Bengkayang tergantung pada agroforestry yang memang memiliki
potensi sumberdaya alamnya masih mampu mengimbangi
perubahan-perubahan harga barang dan jasa non makanan yang

terus meningkat.

Tabel 2.2.2
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bengkayang
Tahun 2014-2020

Bulan 2014 | 2015 2016 | 2017 2018 2019 | 2020
Januari 7,13 8,79 3,21 4,25 4,77 3,06 0,63
Februari 7,97 7,12 3,28 4,18 4,66 3,47 1,23
Maret 7,65 7,67 3,13 4,02 4,99 2,65 1,47
April 6,42 8,25 2,86 4,46 4,83 2,80 1,27
Mei 6,10 8,87 3,25 4,38 4,73 3,48 0,42
Juni 6,86 7,82 3,85 4,79 4,67 2,56 0,93
Juli 6,29 7,92 3,33 4,13 5,40 1,83 0,44
Agustus 6,88 6,39 4,14 3,51 5,25 1,52 0,21
September | 6,92 6,17 2,95 5,03 4,49 1,41 0,45
Oktober 6,13 6,21 3,00 5,63 3,61 1,61 1,10
November 7,42 5,04 3,08 5,20 3,62 1,53 2,09
Desember 9,66 4,00 2,58 5,23 3,18 1,08 2,72

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun diolah

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan
dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan,
sekaligus mengakomodir salah satu sasaran yang tercatum dalam
komitmen SDGs. Nilai IPM menjadi indikator penting mengingingat
di dalamnya mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang
dianggap paling mendasar, yaitu angka harapan hidup,

pengetahuan dan hidup layak. Angka ini mendeskripsikan
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pembangunan manusia Kabupaten Bengkayang dari kondisi fisik
manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik
(kemampuan intelektual). Peningkatan pada IPM pada prinsipnya
merupakan perubahan pola pikir manusia untuk berprilaku hidup
bersih dan sehat (bidang kesehatan); mengutamakan kemampuan
intelektual (bidang pendidikan); dan mengarah pada kemampuan
bersaing dalam hal ekonomi (bidang ekonomi). Berikut adalah
Sosial yang mencakup Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk,
angka harapan hidup, IPM dan lainnya di Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020.

Tabel 2.2.3
Gambaran Kondisi Sosial Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

Rincian/Description Satuan/Unit 2020
(1) (2) 3)

SOSIAL

Penduduk ribu 289.587

Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020 % 33,02

Angka Harapan Hidup tahun 73,83

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 75,81

Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,91

Penduduk Miskin ribu 17,11

Persentase Penduduk Miskin % 6,62

Indeks Pembangunan Manusia - 67,87
EKONOMI

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juta rupiah | 8.674.234,0

Harga Berlaku

Laju Pertumbuhan Ekonomi % -1,99

PDRB Per Kapita Harga Berlaku juta rupiah 33,57

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Sejak Tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru.
Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat
lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan
pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new

method. New HDI component are life expectancy at birth, expected

| Gambaran Umum Kondisi Daerah 30



RXXX

‘ EK’P@ Ku‘ 50'»;/&47,“”9 202{_

years of schooling, means years of schooling, and expenditure per
capita.

Untuk Tahun 2020 angka IPM Kabupaten Bengkayang
adalah 67,87. Jika dilihat dari perbandingan dari 14
Kabupaten/Kota, IPM Kabupaten Bengkayang berada peringkat ke
4 dari 14 Kabupaten/Kota, hanya berada di bawah Kota Pontianak,

Kota Singkawang, kemudian Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan data, empat komponen pembentuk IPM
Kabupaten Bengkayang, setiap komponen dari tahun ke tahun
memberikan kontribusi yang positif terhadap kenaikan angka IPM
Kabupaten Bengkayang. Hal ini memberikan gambaran bahwa
disetiap tahun terdapat perbaikan Kualitas di bidang kesehatan,
Pendidikan dan ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkayang, serta
secara angka IPM Kabupaten Bengkayang relatif lebih tinggi
dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang
memiliki angka 67,66.

Tentunya dengan melihat kondisi yang ada, dari empat
komponen pembentuk IPM rata-rata lama sekolah, harapan lama
sekolah dan pengeluaran perkapita merupakan komponen yang
berpeluang dapat dioptimalkan mengingat angka tersebut masih
relatif rendah dan peluang untuk ditingkatkan masih sangat besar
terutama pada komponen Pengeluaran Perkapita. Oleh karena itu,
dengan gambaran yang ada Pemerintah Daerah juga harus tetap
fokus untuk terus meningkatkan kualitas dari sisi pelayanan dasar
sebagai upaya mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia yang
merupakan investasi jangka panjang dengan harapan nantinya
dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten

Bengkayang ke depannya.

2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
a. Pendidikan
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Dalam Pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan
berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan hal itu hanya bisa dicapai melalui pembangunan
bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan
perioritas pembangunan nasional yang secara otomatis hal
tersebut juga merupakan prioritas pembangunan daerah.
Dengan demikian pendidikan merupakan hak dasar setiap
penduduk dan hal ini menjadi kewajiban Pemerintah mengingat
pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan
bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan
pendidikan, konsekuensi dari komitmen tersebut, maka setiap
warga negara berhak atas pendidikan tanpa mengenal latar
belakang untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu
setidak-tidaknya 9 Tahun. Untuk itu pembangunan pendidikan
diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik melalui
kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya

di masa yang akan datang.
b. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah
terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental.
Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih
relatif rendah terutama bagi keluarga-keluarga miskin.
Terjadinya kematian yang disebabkan oleh penyakit menular,
faktor sanitasi, dan faktor ketidaktahuan masyarakat dalam
menyikapi kesehatan harusnya menjadi perhatian utama

semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten
Bengkayang ditunjukkan oleh beberapa indikator diantaranya
adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBA)

sebagaimana tercantum dalam SDGs. Jika disederhanakan
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maka faktor-faktor yang cukup besar peranannya dalam
mempengaruhi AKB adalah status gizi, perawatan, kesehatan
ketika dalam kandungan maupu ketika baru lahir, kelengkapan

imunisasi yang diberikan, dan pertolongan persalinan pertama.

Tabel 2.3
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita
Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2019

NO URAIAN 2017 2018 2019 2020
1. | Angka Kematian Bayi 7.68 8.57 8.88 9.23
2. | Angka Kematian Balita 10.24 18.21 10.22 11.59

Sumber Data : SIPD Dinas Kesehatan dan KB

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan Keluarga
Berencana Tahun 2020, Angka Kematian Bayi pada Tahun
2020 mencapai rasio 9,23% per 1000 kelahiran hidup,
sedangkan angka kematian Balita 0-4 tahun mencapai 11.59%
per 1000 kelahiran hidup Orang. Jika disederhanakan, maka
faktor-faktor yang cukup Dbesar peranannya dalam
mempengaruhi AKB adalah status gizi, perawatan, kesehatan
ketika dalam kandungan maupu ketika baru lahir, kelengkapan
imunisasi yang diberikan, dan pertolongan persalina pertama.
Pada Tahun 2020 tidak terdapat kasus bayi bergizi buruk,

untuk pelayanan Imunisasi mencakup 85,1%.

Meskipun pelayanan kesehatan masih terbatas, namun
secara konsisten Pemerintah Kabupaten Bengkayang selalu
mengadakan program pembangunan untuk meningkatkan
bidang kesehatan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk
menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung
oleh sumberdaya yang memadai seperti rumah sakit,

puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan dokter.

Tabel 2.3.1

| Gambaran Umum Kondisi Daerah 33




Gambaran Sarana Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No.

Jenis Sarana Kesehatan Jumlah

1

Rumah Sakit
- Rumah Sakit
- Rumah Sakit Bersalin 0

Puskesmas / Poliklinik / Posyandu / Klinik
Pratama / Apotek

- Puskesmas Non Rawat Inap 13
- Puskesmas Rawat Inap 4
- Puskesmas Pembantu 49
- Poliklinik 3
- Posyandu 353
- Klinik Pratama 10
- Apotek 5

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.3.2
Gambaran SDM Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No. Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah
1 Dokter 96

2 Dokter Gigi 0

3 Perawat 623

4 Bidan 422

5] Tenaga Kefarmasian 42

6 Tenaga Kesehatan Masyarakat

7 Tenaga Kesehatan Lingkungan

8 Tenaga Gizi 43

9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

c. Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah
dan gratis untuk rakyat diwujudkan dalam pengurusan kartu

tanda penduduk, akte, pengurusan pajak, dan izin-izin usaha.
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Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan
prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan
melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi

berbasis elektronik serta perizinan terpadu.

Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi
sebagai daya dukung kinerja pemerintahan, beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) meskipun masih dalam tahap penyempurnaan,
dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah
satunya melalui pengembangan sekaligus pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional yang dalam
melaksanakan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung
dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga

kependidikan, dan jabatan fungsional lainnya.

Standar pelayanan yang telah diterapkan serta dukungan
sistem kerja berbasis elektronik telah memperlancar
pelaksanaan pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-
KTP) yang sampai pada Tahun 2015 tetap berjalan. Pada tahun
2020 dalam peningkatan pelayanan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang telah meningkatkan
pelayanan dalam pembuatan KK, KTP, Akta Lahir dan nikah
serta dokumen lainnya secara online sehingga masyarakat lebih
mudah dalam pengurusan administrasi kependudukan. Juga
sudah menggunakan tandatangan elektronik didalam dokumen
kependudukan yang telah jadi. Diharapkan pada Tahun 2021
dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dan
diharapkan sebagian besar Keluarga di Kabupaten Bengkayang
telah memiliki e-KTP dan KK mengingat proses pembuatan hal
yang berkaitan dengan identitas kependudukan telah di

gratiskan oleh Pemerintah.

d. Investasi
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Iklim investasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan
dan ketertiban disamping potensi daerah dan informasi yang
dipublikasi dengan baik. Kasus kejahan dan kriminalitas yang
terjadi di Kabupaten Bengkayang terus meningkat dari tahun
ke tahun namun demikian tidak pada tahap yang berpengaruh
pada peluang iklim investasi karena kasus yang terjadi
sebagian besar hanya kasus kecil. Berdasarkan data dari
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang
sepanjang Tahun 2020 terjadi 93 Kasus Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). Dari gambaran data
tersebut dapat dikatakan tidak berpengaruh pada
perekonomian daerah, namun di tahun-tahun mendatang
jumlah kasus-kasus tersebut harus terus ditekan seminimal

mungkin.

Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah
Kabupaten Bengkayang adalah dengan ketersedian sarana dan
prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum. Lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.3.3

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No. Jenis Keamanan dan Ketertiban Umum Jumlah
1 Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban 1.420
Umum
Pamong Praja 29
Linmas 615
Patroli Satpol PP 151
- Perlindungan Masyarakat 620

2 Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan

Pos Keamanan

Pos Kamling

ol o & &

3 | Jumlah Kendaraan Operasional
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Kendaraan Roda 4 2

Kendaraan Roda 2 6

Sumber : SIPD, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2020

Selain itu kemitraan, peran aktif dan dukungan dari

banyak institusi dalam menjaga keamanan dan keteriban

termasuk kemananan berinvestasi, di antaranya keterlibatan

dan dukungan dari TNI AD, TNI AU, dan Kepolisian.

Sampai Tahun 2020 investasi di Kabupaten Bengkayang

masih didominasi oleh sektor primer, yaitu perkebunan skala

besar dan pertambangan. Kedua jenis investasi tersebut terus

berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini

wajar mengingat potensi Kabupaten Bengkayang sangat besar

untuk jenis investasi tersebut. Secara garis besar Investasi di

Kabupaten Bengkayang meliputi Target dan Realisasi Proye

Penanaman Modal Dalam Negeri dan Realisasi Proye

k
k

Penanaman Modal Asing, lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel.
Tabel 2.3.4
Target dan Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri

dan Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2020 (dalam milyar)

PMDN PMA PMDN/PMA
TAHUN TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2016 72.00 192.00 59.00 157.00 131.00 349.00
2017 210.12 252.52 521.20 435.31 731.32 687.83
2018 215.00 156.03 359.03 270.32 574.03 426.35
2019 842.00 942.51 766.02 | 1,363.13 1,608.02 | 2,305.64
2020 483.30 698.23 1,025.29 | 1,763.16 1,508.59 | 2,461.39
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Bengkayang 2021

Namun demikian perlu adanya kajian dan kebijakan yang

tepat untuk meningkatkan jenis investasi yang masuk ke

Kabupaten Bengkayang mengingat kedua investasi tersebut

sangat rawan dengan permasalahan lingkungan hidup dan
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memiliki nilai tambah yang kecil jika dibandingkan investasi
pada sektor sekunder atau tersier. Untuk itu fasilitasi dari
pemerintah daerah dalam bentuk penelitian, pengolahan data
dan informasi, dan publikasi yang berkualitas sangat
diperlukan agar mampu mengundang investor dengan
memberikan peluang dan potensi investasi pada sektor
sekunder dan tersier. Pada akhirnya pembangunan
infrastruktur dan peluang lapangan kerja serta peluang
peningkatan taraf hidup masyarakat Bengkayang akan terbuka

lebar.

Investasi erat kaitannnya dengan pemasaran produk
hasil produksi, baik skala regional, nasional, maupun
internasional. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki
wilayah perbatasan darat dengan negara lain (Malaysia),
Kabupaten Bengkayang tentunya memiliki peluang investasi
bagi banyak investor jika dan hanya jika ada kebijakan yang
tepat dalam pengelolaan perdagangan di wilayah perbatasan.
Namun perlu menjadi perhatian juga, bahwa keberadaan
wilayah perbatasan tidak hanya sebagai keunggulan komparatif
tetapi sekaligus sebagai ancaman yang cukup potensi bagi
perekonomian Kabupaten Bengkayang jika tidak dikelola
dengan baik dan penegakan hukum (law enforcement) yang

kurang tegas.

2.3.2.Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan
a. Potensi Pertanian

Potensi pertanian Kabupaten Bengkayang sangat
bervariasi dan tersebar pada seluruh kecamatan. Sektor
pertanian tidak saja merupakan memiliki potensi yang paling
besar tetapi juga merupakan sektor yang menjadi andalan bagi
sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai
mata pencarian utama. Dengan demikian pengembangan sektor
pertanian merupakan hal yang sangat esensi dalam

peningkatan perekonomian daerah secara keseluruhan.
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Adapun hal yang sangat berperan adalah ketersediaan lahan
yang cukup besar dalam mengembangkan sektor pertanian,
terutama pada beberapa kecamatan yang memiliki jenis tanah
yang tergolong sangat subur, diantaranya adalah yang tersebar
pada Kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, dan Kecamatan
Tujuh Belas.

Komoditas unggulan Kabupaten Bengkayang didominasi
oleh beberapa tanaman semusim jenis seperti Jagung, Padi, Ubi
Kayu, dan beberapa jenis tanaman hortikultura (sayur-
sayuran) yang tersebar pada hampir semua kecamatan. Sebagai
gambaran kuantitatif komoditas pertanian, berdasarkan data
dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten
Bengkayang Tahun 2020 untuk komoditas padi angka luas
panen mencapai 54.013 Ha dengan Produksi 34.442 Ton
dengan produktivitas 29,5 Kw/Ha, Jagung Luas Panen 30.820
Ha, Produksi 128.071 Ton dengan produktivitas 41,55 Kw/Ha.

Berkaitan dengan pemasaran produk sektor pertanian,
meskipun masih pada tahap pasar tradisional namun
permintaan pada pasar yang terdapat di wilayah perbatasan
(Negara Malaysia) sangat tinggi dan hal ini merupakan peluang
besar dalam pengelolaan pemasaran produk pertanian di masa
yang akan datang. Khusus untuk komoditas Jagung,
Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Ledo dan Kecamatan
Tujuh Belas merupakan dua daerah yang memproduksi paling
besar komoditas tersebut, bahkan untuk Regional Kalimantan
Kabupaten  Bengkayang merupakan daerah  terbesar
menghasilkan komoditas jagung, yang arahnya menjadi bahan
baku dalam memproduksi pakan ternak.

b. Potensi Peternakan

Potensi pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten
Bengkayang sangat besar mengingat lokasi yang tersedia cukup
besar. Ketersediaan dan penyediaan habitat untuk penanaman

pakan ternak juga memiliki potensi yang cukup besar serta
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kesesuaian iklim yang tidak bermasalah untuk syarat hidup
dari beberapa jenis ternak yang akan dikembangkan.
Komoditas pertenakan yang dikembangkan di Kabupaten
Bengkayang diantaranya ternak sapi, kambing, babi, itik, dan
ayam. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 jumlah populasi ternak
mencapai 6.291.681 ekor, jumlah produksi daging unggas
1.099.584 Kg, dan produksi telur unggas mencapai 532.847 Kg.
Hal-hal negatif berkaitan dengan serangan penyakit ternak
yang berpengaruh pada produksi dan pemasaran juga belum
terjadi di wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi ini tentu saja
merupakan keunggulan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten
Bengkayang untuk berpeluang dalam mengembangkan sektor
peternakan baik pada bentuk usahatani maupun dalam bentuk
investasi. Secara garis besar produktivitas peternakan di

Kabupaten Bengkayang tahun 2020, lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel.

URAIAN

SEWED]

Tabel 2.3.5
Target dan realisasi peternakan di Kabupaten

Bengkayang Tahun 2017-2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

REEURES

Target

REEURES]

Target

REEURES

Target

RCEUCES

Populasi

- Populasi Sapi Potong Ekor | 12,553 | 14,290 | 13,181 | 14,872 15,169 14,061 | 15,473 14,282
- Populasi Kambing Ekor 13,034 17,908 13,685 18,123 18,485 15,508 18,855 20,717
- Populasi Babi Ekor | 23,506 | 33,628 | 24,682 | 34,149 34,832 38,181 | 35,529 45,800
- Populasi Ayam Buras Ekor | 198,291 | 142,023 | 208,206 | 143,712 | 146,586 156,561 | 149,518 | 168,993
- Populasi Ayam Ras Petelur Ekor | 21,479 | 44,340 | 22,553 | 50,319 51,325 56,548 | 52,352 71,819
- Populasi Ayam Ras Pedaging Ekor 35,987 | 112,173 37,786 | 122,268 124,713 | 3,150,720 | 127,208 | 2,837,757
- Populasi Itik Ekor | 10,764 | 23,251 | 11,302 23,495 23,965 24,590 | 24,444 26,872
Produksi Daging

- Produksi Daging Sapi Kg 67,473 | 67,407 | 70,847 | 96,452 72,122 106,563 | 73,564 68,002
- Produksi Daging Kambing Kg 8,012 29,056 8,412 13,621 8,564 13,227 8,735 9,232
- Produksi Daging Babi Kg | 466,688 | 391,901 | 490,023 | 463,412 | 471,753 | 437,892 | 481,188 | 563,262
- Produksi Daging Ayam Buras Kg 21,725 | 18,650 | 22,811 | 26,404 23,222 23,992 | 23,686 23,632
- Produksi Daging Ayam Ras Petelur | Kg 24,596 | 54,564 | 25,826 | 30,329 26,291 29,847 | 26,816 21,461
- Produksi Daging Ayam Ras Ped. Kg 323,870 | 207,702 | 340,064 | 195,145 198,658 191,141 | 202,631 181,764
- Produksi Daging Itik Kg 2,193 1,894 2,303 2,837 2,888 2,571 2,946 2,687
Produksi Felur e .

- ProduksPreiiHAYEM Buras? IS TR 1B 14 002 | 86,492 14,702 9,950 10,129 10,840 [LY 96 882 11,701
- Produksi Telur ayam Ras2 (02 1 Kg | 138,882 | 355,962 | 145,826 | 326,067 | 331,936 | 366,431 | 338,575 | 465,387
- Produksi Telur Itik Kg 22,232 | 122,626 | 23,344 | 48,752 49,630 51,024 | 50,622 55,759

c. Potensi Perkebunan

Sebagian besar dari PDRB bidang pertanian secara

umum di Kabupaten Bengkayang adalah berasal

dari
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perkebunan. Dengan ketersediaan lahan yang cukup luas yang
belum dimanfaatkan peluang pengembangan untuk sektor
perkebunan masih sangat terbuka lebar. Sampai saat ini
perkebunan yang menjadi primadona di Kabupaten
Bengkayang adalah komoditas Kelapa Sawit baik dalam bentuk
usaha rakyat maupun perkebunan sekala besar yang dikelola
oleh investor melalui Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan data
BPS dalam Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2021 pada
Tahun 2020 luas tanaman sawit mencapai 44.756 Ha dengan
produksi mencapai 84.482 Ton.

Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan yang
berpeluang besar dalam pengembangan melalui ekstensifikasi
maupun pembudidayaan yang intensif adalah lada, kakao,
karet dan kelapa. Keempat komoditas tersebut merupakan
komoditas unggulan yang mampu berperan dalam
mempertahankan sekaligus meningkatkan perekonomian
masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan kondisi
tersebut peranan kelembagaan baik Pemerintah maupun non
Pemerintah sangat penting dalam usaha pendampingan untuk
mengoptimalkan dalam pengelolaan usahatani yang mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Bengkayang melalui sektor perkebunan.

d. Potensi Kehutanan

Potensi kehutanan Kabupaten Bengkayang masih sangat
besar mengingat sebagian Dbesar wilayah Kabupaten
Bengkayang masih tertutupi oleh kawasan hutan, baik yang
masih primer maupun yang sekunder. Namun demikian potensi
tersebut tentunya tidak mengarah pada pemanfaatan hasil
hutan kayu mengingat adanya pertimbangan kelestarian hutan
dan alam. Potensi hutan tidak hanya dilihat dari hasil yang
berasal dari kayu saja tetapi banyak hasil hutan nonkayu dan

atau hasil yang secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi
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masyarakat Kabupaten Bengkayang pada khususnya dan
Kalimantan Barat pada umumnya.

Fungsi hutan sebagai kawasan penyangga tentunya perlu
dilestarikan yang manfaanya tidak saja menjaga kondisi alam
tetapi juga memberikan manfaat secara tidak langsung yang
sangat besar, yaitu menciptakan sumber air bersih yang
berlimpah dan terciptanya potensi wisata alam yang sangat
menjanjikan jika dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara
optimal. Manfaat lain yang diperloleh dari potensi hutan yang
besar adalah tersedianya beberapa hasil hutan non kayu yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan dikelola untuk
diproduksi pada skala besar dan industri, antara lain hasil
rotan, kulit kayu, tanaman obat-obatan, dan spesies lain yang
cukup banyak kegunaannya. Tentunya hal ini akan tercipta jika
pengelolaan yang baik selalu diimbangi dengan kegiatan kajian
dan penelitian yang fokus agar terciptanya pemanfaatan potensi
hutan yang lestari dan berkelanjutan. Lebih jelasnya mengenai
status Kawasan Hutan dan sebarannya dapat dilihat pada Tabel
2.3.6.

Tabel 2.3.6

Status Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkayang

No Kawasan Meliputi Kecamatan Luas
1 Hutan lindung (HL) 34.828
- Hutan Lindung Gunung| Kecamatan Lembah Bawang, Sungai
10.247
Bawang Betung, Bengkayang, Lumar
- Hutan Lindung Padan| Kecamatan Bengkayang, Sungai Betung,
. 6.589
Puloh Teriak
- Hutan Lindung Penrinssen Kecamatan Seluas, Siding
. 17.098
Sinjang
. . Kecamatan Lumar, Suti Semarang,
- Hutan Lindung Lainnya Samalantan 228
2 Cagar alam (CA) 41.543
- Cagar Alam Gunung Nyiut Kecamatan Ledo, Tujuh Belas 111
Kecamatan Monterado 514
Kecamatan Monetarado 8
3 Taman Nasional 39.440
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- Taman Nasional Gunung| Kecamatan Ledo, Seluas, Tujuh Belas, Suti
Nyiut Semarang, Siding
Hutan Produksi 125.947
- Hutan produksi terbatas| Kecamatan Sungai Betung, Bengkayang, 46.724
(HPT) Lumar, Seluas, Jagoi Babang dan Siding ’
Kecamatan Monterado, Lembah Bawang,
- Hutan produksi (HP) Sungai Betung, Bengkayang, Teriak, Lumar, | 63.554
Ledo, Suti Semarang dan Siding
- Hutan Produksi Yang | Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Sanggau
Dapat di Konfersi Ledo, Seluas dan Jagoi Babang 15.669
JUMLAH 241.578

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2024
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e. Potensi Perikanan

Sektor Perikanan yang dikembangkan di Kabupaten
Bengkayang meliputi Perikanan Laut, Perikanan Perairan Umum,
Ikan Awetan, Budidaya Kolam, Keramba, Tambak Udang atau
Bandeng dan Rumput Laut. Potensi cukup besar terutama di
Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
yang merupakan wilayah pesisir Kabupaten Bengkayang, namun
demikian di kecamatan lainnya juga memiliki potensi perikanan
darat yang cukup menjanjikan mengingat semua wilayah
kecamatan di Kabupaten Bengkayang dilewati oleh (Daerah Aliran
Sungai) DAS besar dan kecil yang merupakan indikasi peluang
pengembangan sektor perikanan darat (ikan air tawar) dengan cara
tambak ikan. Potensi perikanan tangkap berdasarkan data terakhir
dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang Tahun
2020 mencapai 7.558,91 ton sedangkan Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya 1.148.59 ton.

f. Potensi Perindustrian

Secara garis besar idustri yang berkembang di Kabupaten
Bengkayang meliputi Sektor Industri Formal dan Non Formal.
Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 jumlah Unit Usaha sebesar
429 Unit dengan serapan tenaga kerja mencapai 2.061 orang.
Sedangkan untuk industri non formal jumlah Unit Usaha sebesar
330 unit dengan serapan tenaga kerja mencapai 802 orang.

Selain itu potensi agroforestry juga sangat menjanjikan
tentunya memberikan peluang juga pada pengembangan sektor
industri. Hal ini wajar mengingat ketersediaan bahan baku yang
memiliki potensi dalam pengembangannya dan biaya produksi yang
reltif kecil sebagai akibat dari efisiensi pembiayaan dari faktor
transportasi tentunya menjadi pertimbangan yang positif untuk
pengembangan pada sektor industri, terutama yang menggunakan

bahan baku dari komoditas pertanian secara umum. Fasilitasi dan
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pengembangan sumberdaya manusia sebagai aktor utama dari
pelaku sektor industri tentunya menjadi faktor utama yang perlu
dipersiapakan, karena lambannya kegiatan industri di Kabupaten
Bengkayang disebabkan oleh faktor industri yang berasal dari
tenaga kerja, yaitu pengetahuan manajemen dan tingkat keahlian
pada suatu produk industri. Secara ekonomi makro menjelaskan
bahwa perekembangan sektor industri akan mempercepat
perkembangan ekonomi suatu daerah jika dibandingkan
eksploitasi sumberdaya alam, karena nilai tambah yang diperoleh
dari industri yang merupakan kegiatan off farm relatif lebih tinggi
dibandingkan kegiatan produksi lapangan dari segala sektor yang

merupakan kegiatan on farm.

g. Potensi Pertambangan

Kegiatan sektor pertambangan di Kabupaten Bengkayang
sebagian besar masih dilakukan secara tradisional oleh
masyarakat. Namun demikian hal ini menjadi indikator bahwa
pertambangan merupakan sektor yang cukup berpotensi di
Kabupaten Bengkayang. Hampir seluruh Kabupaten Bengkayang
memiliki potensi bahan tambang emas yang sterebar di berbagai
daerah, namun hanya sedikit perusahaan dan investor yang aktif
dalam usaha pertambangan tersebut. Bahan tambang lainnya yang
memiliki potensi besar di Kabupaten Bengkayang antara lain
adalah kaolin dan mangan, disamping beberapa jenis bahan
tambang lainnya yang tidak terlalu berpotensi sesuai data geologi

dan BPS Kabupaten Bengkayang.

h. Potensi Pariwisata

Sebagai wilayah yang cukup besar memiliki kawasan hutan
dan garis pantai yang cukup panjang, Kabupaten Bengkayang
memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan
terutama untuk wisata alam (Ecotourism). Kawasan gunung, air

terjun, pantai, dan hutan primer yang menjadi pusat untuk wisata
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dan penelitian merupakan aset besar yang dimiliki oleh Kabupaten
Bengkayang. Namun demikian investasi yang diperlukan akan
sangat besar untuk menjadikan potensi tersebut berguna bagi
kesejahteraan masyarakat dan bersifat ekonomis bagi daerah.
Untuk itu diperlukan perencanaan yang terpadu, manajemen
pengelolaan yang optimal, penyediaan fasilitas (terutama sarana
transportasi) serta investasi yang cukup besar untuk menjadikan
potensi tersebut dapat termanfaatkan dengan baik dengan tetap
memperhatikan asas kelestarian dan sustainability.
Tabel 2.3.7

Jumlah dan Jenis Objek Wisata
Di Kabupaten Bengkayang

No. Jenis Objek Wisata Jumlah
1 | Wisata Budaya 19
2. | Wisata Kuliner 20
3 | Wisata Belanja 3
4 | Wisata Cagar Alam 98
S5 | Wisata Pertanian 8
6 | Wisata Buru 11
7 | Wisata Sejarah S
8 | Wisata Religi
9 | Wisata Pendidikan

Sumber : SIPD 2020, diolah

Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tercatat di Tahun
2020 meliputi wisatawan dalam negeri mencapai 451.641 orang
dan wisatawan mancanegara mencapai 1.797 orang, dengan rata-

rata lama kunjungan baru selama 3 (tiga) hari.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan dalam memadukan
faktor kondisi lingkungan ekonomi daerah, kualitas kelembagaan

publik, sumberdaya aparatur, serta masyarakat yang secara
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keseluruhan membangun kemampuan daerah dalam
memperkokoh posisi daerah. Aspek penting dalam membangun
daya saing daerah adalah memperhatikan sumber daya yang ada
baik yang berasal dari potensi daerah maupun yang berasal dari
ketersediaan yang merupakan produk pembangunan yang
sebelumnya.

Aspek daya saing Kabupaten Bengkayang yang menjadi

modal dasar untuk pembangunan meliputi beberapa hal, yaitu:

2.4.1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita merupakan salah satu parameter
standar hidup layak sekaligus salah satu komponen pembentuk
indeks pembangunan manusia (IPM) yang ditinjau dari besar

kecilnya pengeluran masyarakat.
Tabel 2.4

Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan di Kabupaten
Bengkayang pada Tahun 2017-2020

Kelompok
Barang 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp)
Rp Rp Rp Rp
Makanan 485.644 488.492 502.928 534.211
Non 321.505 399.455 451.219 430.651
Makanan
TOTAL 807.149 887.947 954.146 964.863

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Dengan melihat data yang ada, dapat tergambar terjadinya
penurunan pada pengeluaran perkapita Kabupaten Bengkayang
baik pada kelompok barang makanan dan non makanan.
menurunnya tingkat pengeluaran masyarakat tentunya erat
hubungannya dengan tingkat pendapatan masyarakat didalam

suatu kurun waktu tertentu. Oleh karenanya berdasarkan data
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tersebut dapat mengindikasikan juga bahwa telah terjadi
penurunan tingkat pendapatan masyarakat secara umum sehingga
berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Tentunya kondisi ini perlu
mendapat perhatian, salah satunya kondisi riil yang terjadi hingga
saat ini, bagaimana pemerintah mengambil langkah untuk
menyikapi ketidakstabilan/rendahnya harga komoditas pertanian
dan perkebunan yang selama ini menjadi unggulan masyarakat
dan mengambil langkah sebagai upaya mendongkrak pendapatan

masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

2.4.2.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketersediaan Infrastruktur Jalan

Infratruktur jalan merupakan sarana yang sangat esensi
dalam mendukung pembangunan suatu daerah, bahkan dalam
beberapa kondisi infrastruktur justru sebagai penentu dari
keberhasilan suatu  program  pembangunan. Kabupaten
Bengkayang secara konsisten dan kontinyu meningkatkan
infrastruktur jalan ke seluruh kecamatan dengan tujuan
memperlancar akses bagi semua wilayah meski dengan
keterbatasan sumberdaya (anggaran). Beberapa daerah atau
kecamatan yang selama ini terisolasi sudah mulai terbuka dan

memiliki akses jalan meskipun secara bertahap.

Berdasarkan status jalan, ruas jalan yang terdapat di
Kabupaten Bengakyang meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi,
Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, lebih jelasnya mengenai status

dan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel
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Tabel 2.4.2

Gambaran Status dan Kondisi Jalan
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No. Kodisi Panjang
(km)
1 - Baik 56.823
2 -  Sedang 656.074
3 - Rusak Ringan 308.931
3 - Rusak Berat 257.542

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Selain jaringan jalan sektor transportasi yang sangat vital
dalam menjamin  baiknya aksesbilitas antar wilayah yang
menunjang pola pergerakan, distribusi orang dan barang adalah
jembatan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang terdapat 859 jembatan Kabupaten dengan

beragam kondisi. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.4.3
Gambaran Status dan Kondisi Jembatan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020
No. Jembatan dan Kodisi Unit
1 Baik Sekali 134
2 Rusak Ringan 415
3 Rusak Sedang 73
4 Rusak Berat 60
S Kritis (penanganan segera) 151
6 Runtuh /roboh 26

Sumber : SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Fungsi pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat
berupa pendidikan, kesehatan, dan perekonomian secara perlahan
mulai menggeliat dengan terbukanya akses dari beberapa
kecamatan yang dulunya masih sulit ditempuh melalui jalan darat.
Beberapa program pemerintah dapat memberikan output dan

outcome yang optimal karena dukungan dari infrastruktur jalan.
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Kegiatan perekonomian masyarakat yang berkaitan dengan
perolehan input produksi dan proses pemasaran hasil produksi
sudah mulai berjalan lancar dan lebih efisien karena ada

penghematan waktu dan biaya yang berpengaruh sangat signifikan.
b. Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang
sangat penting dalam penyampaian dan perolehan informasi yang
diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah, swasta, dan
kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan
akses informasi yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal
sarana informasi sangat berpengaruh pada fungsi efisiensi pada

suatu organisasi.

Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar tentunya
berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan
sarana komunikasi dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi
menjadi permasalahan. Hampir semua kecamatan di Kabupaten
Bengkayang dapat dilakukan komunikasi melalui jaringan seluler
bahkan jaringan internet. Jaringan 4G untuk dapat mengakses
internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Bengkayang
sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses
pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan.
Kondisi ini tentunya sangat mendukung kegiatan perekonomian
dan pelaku bisnis di Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya

perekonomian regional akan berjalan dengan lancar.

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah
Kabupaten Bengkayang telah memanfaatkan sarana
telekomunikasi dan teknologi informasi. Selain berimplikasi pada
peningkatan sumberdaya aparatur daerah, kondisi ini juga
bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta data,
perencanaan, penganggaran dan penatausahaan berbasis sistem
aplikasi di Kabupaten Bengkayang sehingga mudah dalam

mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim
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investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana
komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam
pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak

investor maupun kelembagaan pemerintahan.
c. Ketersediaan Lembaga Keuangan

Ketersediaan bank dan lembaga keuangan lainnya sangat
penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah di
segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas
uang antar daerah. Untuk kepentingan tersebut, Kabupaten
Bengkayang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank
pemerintah dan swasta (BRI, BNI’ 46, Bank KALBAR, dan Bank
Mandiri) meskipun belum tersedia di semua kecamatan.
Pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang memiliki hubungan
kerjasama dengan Bank Kalbar yang berfungsi dalam

memperlancar lalu lintas keuangan daerah.

Kelembagaan keuangan selain bank yang berpotensi dalam
membantu perekonomian masyarakat dalam hal perkreditan
adalah terdapatnya beberapa Credit Union (CU) yang tersebar di
beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Keberadaan
kelembagaan CU sangat penting dan terbukti telah memberikan
pengaruh yang sangat signifikan pada sektor primer di Kabupaten
Bengkayang, mengingat nasabah kelembagaan tersebut didominasi
oleh masyarakat pelaku sektor agrikultural. Hal ini terlihat dari
kelancaran proses simpan pinjam dan tingginya lalu lintas
keuangan kelembagaan tersebut serta perkembangan jumlah

nasabah yang terdaftar.

Tabel. 2.4.4

Gambaran Koperasi berdasarkan Jenis
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No. Jenis Koperasi Unit
Jumlah Koperasi 196
Jumlah Koperasi Aktif 86
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1 | Koperasi Unit Desa 20
2 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia S
3 | Koperasi Karyawan 6
4 | Lainnya 165

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

d. Ketersediaan Sumber Air

Sumber air bersih yang melimpah di Kabupaten Bengkayang
tersebar merata di seluruh Kecamatan merupakan salah satu
modal dasar dalam memperkokoh perekonomian Kabupaten
Bengkayang. Kondisi geomorfologi dan kawasan hutan yang sangat
luas telah menyediakan sumber air yang cukup besar bagi
Kabupaten Bengkayang. Ketersediaan sumber air ini sangat
penting baik kebutuhan rumah tangga, kegiatan perekonomian
sektor primer, maupun pada sektor industri. Pemanfaatan sumber
air yang tepat tidak hanya memberi peluang dalam mendukung
efisiensi kegiatan perekonomian tetapi juga dapat memberikan nilai

tambah ekonomi yang cukup siginfikan.

Ketersediaan sumber air yang melimpah dan sepanjang
tahun sangat membantu dalam proses produksi pertanian
masyarakat, sehingga peluang untuk terjadinya gagal panen sangat
kecil. Kabupaten Bengkayang yang dulunya menggunakan layanan
air bersih dari Kabupaten Lain (Kabupaten Sambas), sekarang telah
memiliki PDAM sendiri dalam bentuk BUMD. Beberapa usaha kecil
juga telah memanfaatkan potensi sumber air tersebut sebagai
usaha penyediaan air minum. Pada tahun 2012 pemanfaatan
sumber air sudah mengarah pada sumber tenaga listrik portable
yaitu PLMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro) yang merupakan
solusi keterbatasan jaringan listrik pada beberapa daerah terpencil

di Kabupaten Bengkayang.

Potensi ketersediaan air di Kabupaten Bengkayang sangat
besar dan memiliki peranan yang besar dalam kegiatan

perekonomian, dan hal ini merupakan salah satu faktor pendukung
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dalam memperkokoh pembangunan perekonomian Kabupaten di
masa yang akan datang. Dalam konteks menunjang produktivas
sektor pertanian keberadaan sumber daya air dalam hal ini
keberdaan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat vital.
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 panjang saluaran
irigasi 3088,93 km dan panjang saluran drainase 60.331 km. Lebih
jelasnya mengenai panjang dan kondisi jaringan irigasi dan
drainase berdasarkan kondisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.4.5

Gambaran Status dan Kondisi Jaringan Irigasi
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

NO INDIKATOR 2019 2020
Irigasi Semi Teknis 3088.93 3088.93
2 Rawa 544.89 544.89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

Tabel 2.4.6
Gambaran Status dan Kondisi Jaringan Drainase
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No Indikator Capaian Indikator
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Panjang Drainase (km) 59,081 | 59,581 | 59,681 | 59,881 | 60,081 | 60,331
2 | Kondisi Drainase Baik (km) 443 423 448 449 463 483
3 | Kondisi Drainase Rusak 118 113 107 102 96 90
Ringan (km)
4 | Kondisi Drainase Rusak 30 60 42 48 42 30
Berat (km)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

Hal yang perlu diingat bahwa ketersediaan air tersebut perlu
dijaga kelestariannya, mengingat modal dasar tersebut bisa saja
menjadi langka apabila pengelolaan sumberdaya alam yang tidak
memperhatikan alam sebagai penyedia sumberdaya tersebut. Jika
terjadi pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol untuk
pertambangan dan perkebunan skala besar, maka kawasan hutan
yang menjadi penyangga sumber air akan rusak, akibatnya sumber

air akan hilang bahkan dapat berakibat yang lebih buruk yaitu
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terjadinya bencana alam. Potensi bencana alam yang ada berupa
Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor yang titiknya tersebar di
beberapa titik wilayah di Kabupaten Bengkayang yang telah
terpetakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang, selain itu potensi bencana yang lain di

Kabupaten Bengkayang adalah bencana kebakaran.

Melihat banyaknya sebaran kawasan bencana, dan tingginya
kasus kejadian bencana perlu memperhatikan pendekatan
pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek
mitigasi bencana. Berikut ini adalah data bencana banjir dan lonsor
yang terjadi di Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkayang
tahun 2018-2020.

Tabel 2.4.7
Data bencana banjir di Kecamatan yang berada di
Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2020

NO KECAMATAN 2018 2019 2020
1 | Sungai Raya 4 3 1
2 | Capkala 2 2 2
3 | Samalantan 6 3 2
4 | Monterado 1 2 -
S5 | Bengkayang 2 4 6
6 | Teriak 4 3 2
7 | Sungai Betung 4 - 3
8 | Ledo 6 2 3
9 | Suti Semarang - 1 -

10 | Lumar S 2 3
11 | Sanggau Ledo 3 3 1
12 | Seluas - 3 4
13 | Jagoi Babang 3 1 1
14 | Siding 1 1 -
15 | Tujuh Belas 1 - -
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17 | Lembah Bawang 2 2 1
JUMLAH 46 32 29
Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021
Tabel 2.4.7
Data bencana longsor di Kecamatan yang berada di
Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2020
NO KECAMATAN 2018 2019 2020
1 | Sungai Raya - - -
2 | Capkala 1 - -
3 | Samalantan - - -
4 | Monterado - -
S | Bengkayang - S 2
6 | Teriak - - 1
7 | Sungai Betung - - 1
8 | Ledo - - 1
9 | Suti Semarang - - -
10 | Lumar 1 1 -
11 | Sanggau Ledo 1 - -
12 | Seluas - - -
13 | Jagoi Babang 2 1 -
14 | Siding 1 - 1
15 | Tujuh Belas - - -
16 | Sungai Raya Kepulauan - - -
17 | Lembah Bawang - - -
JUMLAH 6 8 6

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021
2.4.3.Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan
ketertiban disamping potensi daerah dan informasi yang
dipublikasi dengan baik. Kasus kejahatan dan kriminalitas yang
terjadi di Kabupaten Bengkayang terus meningkat dari tahun ke

tahun namun demikian tidak pada tahap yang berpengaruh pada
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peluang iklim investasi karena kasus yang terjadi sebagian besar

hanya kasus kecil.

Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah
Kabupaten Bengkayang adalah dengan ketersedian sarana dan

prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum.

Selain itu kemitraan, peran aktif dan dukungan dari banyak
institusi dalam menjaga keamanan dan keteriban termasuk
kemananan berinvestasi, di antaranya keterlibatan dan dukungan

dari TNI AD, TNI AU, dan Kepolisian.

Sampai Tahun 2020 investasi di Kabupaten Bengkayang
masih didominasi oleh sektor primer, yaitu perkebunan skala besar
dan pertambangan. Kedua jenis investasi tersebut terus
berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini wajar
mengingat potensi Kabupaten Bengkayang sangat besar untuk
jenis investasi tersebut. Secara garis besar Investasi di Kabupaten
Bengkayang meliputi Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam

Negeri dan Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing.

Namun demikian perlu adanya kajian dan kebijakan yang
tepat untuk meningkatkan jenis investasi yang masuk ke
Kabupaten Bengkayang mengingat kedua investasi tersebut sangat
rawan dengan permasalahan lingkungan hidup dan memiliki nilai
tambah yang kecil jika dibandingkan investasi pada sektor
sekunder atau tersier. Untuk itu fasilitasi dari pemerintah daerah
dalam bentuk penelitian, pengolahan data dan informasi, dan
publikasi yang berkualitas sangat diperlukan agar mampu
mengundang investor dengan memberikan peluang dan potensi
investasi pada sektor sekunder dan tersier. Pada akhirnya
pembangunan infrastruktur dan peluang lapangan kerja serta
peluang peningkatan taraf hidup masyarakat Bengkayang akan

terbuka lebar.

Investasi erat kaitannnya dengan pemasaran produk hasil

produksi, baik skala regional, nasional, maupun internasional.
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Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan
darat dengan negara lain (Malaysia), Kabupaten Bengkayang
tentunya memiliki peluang investasi bagi banyak investor jika dan
hanya jika ada kebijakan yang tepat dalam pengelolaan
perdagangan di wilayah perbatasan. Namun perlu menjadi
perhatian juga, bahwa keberadaan wilayah perbatasan tidak hanya
sebagai keunggulan komparatif tetapi sekaligus sebagai ancaman
yang cukup potensi bagi perekonomian Kabupaten Bengkayang jika
tidak dikelola dengan baik dan penegakan hukum (law enforcement)

yang kurang tegas.

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2.5.1. Permasalahan Pembangunan

1. Aspek Pendidikan

a. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan pada satuan
pendidikan mulai dari PAUD, SD dan SMP perlu
ditingkatkan.

b. Perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dengan meningkatkan angka harapan dan angka rata-rata
lama sekolah.

c. Masih rendahnya mutu layanan PAUD yang berkualitas.

d. Masih rendahnya mutu lulusan jenjang pendidikan dasar
dan menengah.

e. Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada
satuan pendidikan dasar.

f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja disdikbud.

g. Perlu adanya upaya peningkatan karakter/perilaku positif
pada siswa pendidikan dasar melalui program-program
kreativitas sekolah.

h. Perlu wupaya perbaikan data Dapodik pada satuan
pendidikan.

i. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan
dasar khususnya TK, SD, dan SMP secara proporsional
melalui APBD Kab. Bengkayang baik dari DAU maupun
bersumber dari DAK fisik dan CSR.

j- Perlu dukungan dalam pelaksanaan akreditasi satuan
pendidikan dari APBD.
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k.

1.

Perlu adanya upaya untuk menurunkan angka putus
sekolah (APS).

Pendataan dan pengamanan asset satuan pendidikan belum
maksimal.

Belum optimalnya penyelenggaran, pengelolaan dan
dukungan terhadap pusat kegiatan belajar masyarakat
(PKBM) untuk meningkatkan partisipasi peserta Paket A, B,
dan Paket C.

2. Aspek Kesehatan

a.

Masih perlu upaya peningkatan angka harapan hidup
(AHH), walaupun Kabupaten Bengkayang AHH tertinggi di
Kalimantan Barat yakni 73,67 Tahun lebih tinggi dari AHH
Provinsi Kalbar yang berada pada 70,56 Tahun;

Belum optimalnya unit pelayanan sesuai dengan Standart
Rumah Sakit yang diharapkan (kelas C);

Tingkat antrean operasi sangat tinggi hal ini disebabkan
oleh jumlah tempat tidur pre dan pasca operasi masih
terbatas;

Belum optimalnya pelayanan kesehatan rumah sakit, yang
disebabkan oleh sistem informasi rumah sakit belum
sampai ke pembiayaan;

Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada jenjang
Puskesmas dan Puskesdes.

Perlu upaya peningkatkan Puskesmas rawat inap di
beberapa kluster pembangunan.

Masih kurang maksimalnya promosi kesehatan.
Meningkatkan dukungan untuk akreditasi RSUD dan
Puskesmas di Kabupaten Bengkayang.

Masih minimnya sarana dan prasarana untuk penanganan
pasien pandemi Covid-19, baik untuk isolasi mandiri
maupun perawatan.

Perlunya pembangunan atau peningkatan pelayanan
Puskesmas Rawat Inap di beberapa zona dan pusat
kecamatan.

3. Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a.

Konektivitas antar wilayah, yang disebabkan oleh
kurangnya jalan alternatif, kualitas jalan rentan rusak dan
kualitas SDM jasa kontruksi;

Kesesuaian/ketaatan terhadap regulasi penataan ruang
yang disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan
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informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan
yang lebih rinci);

c. Infrastruktur sumber daya air belum memadai, hal ini
disebabkan karena kondisi saluran irigasi dan tampungan
air yang kurang memadai;

d. Kurangnya kesadaran petani terhadap perawatan saluran
serta daya rusak air yang cukup tinggi.

e. Belum adanya dokumen yang terpadu mengenai RISPAM
(Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten
Bengkayang dan JAKSTRADA SPAM (Kebijakan dan Strategi
Daerah Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten
Bengkayang yang memadai.

f. Belum adanya kegiatan inventarisasi yang terintegrasi dan
terjadwal untuk pemutakhiran dan menyeragamkan data
mengenai jumlah, kondisi perumahan dalam tiap
permukiman yang ada di Kabupaten Bengkayang beserta
kakus/WC dan tangki septik/IPAL/SPAL.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Masih adannya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di
Kabupaten Bengkayang;

b. Masih adanya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Hal ini
disebabkan oleh faktor drainase yang buruk, sanitasi yang
kurang memadai jalan lingkungan yang tidak layak serta
kurang terpenuhinya kebutuhan listrik.

c. Belum tersedianya RTH yang standar di Kabupaten
Bengkayang.

d. Belum adanya suatu kegiatan inventarisasi data yang
terintegrasi antara sektor/instansi untuk pemutakhiran
data mengenai jumlah jembatan, panjang jembatan dan
kondisi jembatan.

e. Belum optimalnya suatu kegiatan inventarisasi data yang
terintegrasi antara sektor/instansi untuk pemutakhiran
data mengenai panjang dan kondisi drainase.

f. Belum adanya suatu kegiatan inventarisasi data yang
terintegrasi antara sektor/instansi untuk pemutakhiran
data mengenai nama daerah irigasi atau daerah rawa
termasuk letaknya, luas fungsional, luas potensial, jumlah
bangunan air beserta kondisinya.

5. Urusan Tantib dan Perlindungan Masyarakat
a. Perlunya rencana terkait dengan pengurangan resiko
bencana;
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b.

Pelanggaran perda yang disebabkan oleh banyaknya
bangunan dan penambangan liar, PMKS dan PKL yang
belum tidak teratur;

Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana
dikarenakan jangkauan terlalu luas, belum adanya pos
pembantu serta kurangnya armada dan fasilitas

pendukung;
Belum maksimalnya angka partisipasi dalam berpolitik, hal
ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik
masyarakat;

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program
pemerintah dan masih rendahnya pemahamaan empat pilar
kebangsaan.

6. Urusan Sosial

a.

Perlu adanya penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS,
hal ini disebabkan karena kurangnya akurasi data PMKS
dan kemiskinan;

Rendahnya pemahaman PSKS dalam menangani PMKS
serta rendahnya daya dukung sarpras;

Tidak semua keluarga miskin (BDT) menerima bantuan
RASTRA,;

Masih banyak anak dari keluarga miskin yang tidak bisa
melanjutkan pendidikan tinggi yang menggunakan fasilitas
KIP.

Kurangnya tenaga kerja social yang terampil di Bengkayang.
Perlu ditingkatkannya pemutahiran data terpadu
kesejahteraan social (DTKS).

7. Aspek Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a.

b.

C.

Tingginya angka pengangguran dan adanya perselisihan
hubungan industrial;

Masih rendahnya daya saing tenaga kerja;

Tenaga kerja di Bengkayang masih di dominasi pekerja
dengan pendidikan rendah dan banyak bekerja di sektor
informal khususnya pertanian;

Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui
pendidikan dan keterampilan belum maksimal;

Belum optimalnya pengembangan semangat wirausaha bagi
penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri
dan menciptakan lapangan kerja baru, khususnya dalam
rangka pembangunan berbasis desa mandiri;
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f.

Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum
maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada;

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk di
Kabupaten Bengkayang setiap tahunnya semakin
meningkat sehingga tantangan penyediaan lapangan
pekerjaan semakin besar;

Dilihat dari trend angka pengangguran, terlihat bahwa
penyerapan tenaga kerja sangat baik, namun terjadi
peningkatan angka penganguran pada pada tahun 2019
sebesar 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya 2,4 %;
Indek Pembangunan Manusia (IPM) semakin baik di Kab
Bengkayang namun masih lebih rendah dibandingkan IPM
Provinsi Kalimantan Barat;

Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkayang
meningkat pada tahun 2019 diatas TPT Provinisi, sementara
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) lebih tinggi
dibandingkan TPAK Provinsi Kalimantan Barat, hal ini
menunjukan persentase pasokan tenaga kerja di
Bengkayang cukup tinggi

Namun jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang
berkerja hampir 70 % pekerja di Bengkayang hanya tamat
SMP atau kebawah, ini menunjukan kebanyakan pekerja di
Kab Bengkayang adalah di sektor informal yang tidak
memelurkan tingkat pendidikan tinggi

Hal ini didukung dengan sektor lapangan pekerjaan
penduduk bekerja di Kabpaten Bengkayang yang sebagian
besar adalah disektor pertanian dan perkebunan. Sektor
pertanian dan perkebunan cederung turun dalam dua
tahun terakhir, beralih ke sektor industri dan jasa seperti
kontruksi dan perdagangan.

8. Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a.

b.

Belum terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-
hak perempuan dan anak;

Belum adanya shalter yang standar untuk rumah singgah
bagi korban;

Terbatasnya tenaga professional dan terampil yang
menangani para korban;

Masih kurangnya program pemberdayaan perempuan;
Intensitas edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan
anak belum maksimal.

9. Aspek Pertanian dan Ketahanan Pangan
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a.

Kurang optimalnya ketersedian dan kualitas konsumsi
terhadap keberagaman pangan yang disebabkan oleh
kurangnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya keberagaman pangan dan gizi bagi keluarga.
Banyaknya alih fungsi lahan dari sector pertanian ke sector
lainnya, sehingga menggurangi potensi lahan pertanian.

10.Aspek Pertanahan

a.

Perlu adanya Peningkatan Sinergitas antara Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dengan BPN dalam hal
menyelesaikan sengketa tanah; Perlu peningkatan layanan
kepada masyarakat dalam pengurusan akta tanah.

Perlu dilakukan intervensi pembuatan sertifikat hak milik
masyarakat miskin melalui berbagai program.

11. Aspek Lingkungan Hidup

a.

b.

Perlu adanya rencana strategis dalam pengelolaan
lingkungan dan persampahan.

Perlunya dokumen Kajian Hidup Lingkungan Strategis
yang memadai.

Masih lemahnya pengawasan lingkungan hidup secara
terpadu.

12. Aspek Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a.

b.

Masih terdapat data kependudukan yang belum maksimal.
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus
dokumen kependudukan, dikarenakan jarak yang relatif
jauh.

Intensitas sosialisasi tentang rekam data penduduk dan
administrasi kependudukan belum optimal.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM
yang ada untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan
adminitrasi keendudukan termasuk penguasaan dan
ketersediaan teknologi informasi.

13. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa

a.

b.

Pembinaan terhadap aparatur desa dalam pelayanan
publik belum maksimal.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan
masih rendah, peran pendampingan desa masih belum
maksimal;

Memberikan kesadaran serta sosialisasi tentang peran dan
fungsi aparatur pemerintahan desa.
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d. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam administrasi
dan keuangan belum maksimal.

e. Program pemberdayaan masyarakat desa masih belum
maksimal.

14. Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Kurangnya kesiapan pengembangan kapasitas dan
kualitas penduduk di era bonus demografi, yang
disebabkan oleh masih rendahnya pendewasaan usia
kawin, belum memiliki mindset dua anak cukup.

b. Masih perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.

c. Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi,
dan daerah terhadap kebijakan pengendalian penduduk.

d. Program kampung KB belum maksimal dilaksanakan.

15. Aspek Perhubungan dan Transportasi

a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam
pemanfaatan pemeliharaan sarpras transportasi.
Rendahnya disiplin pengguna jalan raya.

c. Belum terpenuhinya standarisasi keselamatan
transportasi.

d. Belum adanya suatu kegiatan inventarisasi data yang
terintegrasi antara sektor/instansi untuk pemutakhiran
data mengenai panjang jalan, kondisi jalan, status jalan
dan kelas jalan di Kabupaten Bengkayang.

e. Sarana dan prasana perhubungan dan transportasi belum
memadai.

16. Aspek Komunikasi dan Informatika

a. Belum meratanya akses pelayanan jaringan internet di
Kabupaten Bengkayang dan masih banyak wilayah yang
tidak tersentuh atau tercover sinyal (blank spot seluer).

b. Belum optimalnya pemberdayaan dan peran aktif
masyarakat serta keterbukaan informasi publik yang
berkelanjutan,;

c. Belum terlaksanannya implementasi interopetabilitas
egovernment dan terjangkaunya seluruh wilayah dengan
jaringan teknologi informasi.

d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan inovasi
daerah belum optimal.

e. Tingginya tuntutan pembangunan modern untuk
beradaptasi dengan teknologi informasi
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f.

Pelayanan  publik  berbasis  teknologi, sekaligus
mendukung penerapan protokol kesehatan dimasa
pandemi belum optimal dilakukan.

Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang
Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka
implementasi e-government;

Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan
ketersediaan informasi.

Belum optimalnya peranan walidata dan satu data untuk
perencanaan pembangunan daerah.

17. Aspek Koperasi dan UKM

a.

o po g

=

k.

Perlu adanya penguatan kelembagaan serta
pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, yang
disebabkan oleh kurangnya modal, pemasaran, inovasi
dan kualitas produk.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas usahawan daerah
Daya saing produk UMKM dan koperasi belum optimal.
Perlu peningkatan SDM wirausaha.

Pembinaan dan Pembekalan SDM Wirausaha Koperasi dan
UMKM belum optimal.

Pendampingan manajemen bisnis dan implementasi
teknologi belum optimal;

Perlu perluasan akses Jejaring/Networking dan
Pendanaan;

Masih rendahnya daya saing produk UMKM dan koperasi
SDM wirausaha yang masih sedikit jumlah dan kurang
kualitasnya.

Pembinaan dan Pembekalan SDM Wirausaha Koperasi dan
UMKM belum optimal;

Produk Inovasi Desa belum dikembangkan secara optimal.

18. Aspek Penanaman Modal

a.

Belum optimalnya investasi di Kabupaten Bengkayang, hal
ini disebabkan oleh kurangnya regulasi dan infrastruktur
yang memadai;

Belum adanya data ketersediaan lahan yang sesuai dengan
kebutuhan dan potensi investasi.

Tingkat kepatuhan penanaman modal dalam kewajiban
(pelaporan/CSR) investasi belum optimal.

Belum adanya implementasi CSR dari perusahaan yang
ada di Kab. Bengkayang.
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€.

Regulasi tentang lintas sektor seperti Perda ada Perbup
belum diakomodir dengan baik.

Kualitas pelayanan perizinan perlu dimaksimalkan.
Produk Hukum Daerah untuk penyelenggaraan perijinan
terpadu belum optimal.

Peningkatan kapasitas SDM berbasisi IT belum optimal.
Penyediaan Aplikasi database perizinan dan pemanaman
modal belum optimal.

Peningkatan Pengendalian internal belum dilaksanakan
secara optimal.

Peningkatan koordinasi antar sector dan OPD terkait perlu
dimaksimalkan.

Fungsi dan kompetensi staf terdepan dalam pelayanan
belum maksimal.

Sarana dan prasana pelayanan penanaman modal masih
terbatas baik gedung dan TI.

19. Aspek Kepemudaan dan Olah Raga

a.

b.
C.

d.

Kurang maksimalnya pembinaan pemuda, olah raga dan
kepramukaan.

Terbatasnya fasilitas olah raga yang memadai.

Pelatihan  kewirausahaan pemuda dalam rangka
pembentukan karakter pemuda yang berdaya saing belum
optimal.

Prestasi dan budaya olahraga masih rendah.

20. Aspek Kebudayaan

a.

Pengembangan kebudayaan daerah kurang optimal, yang
disebabkan oleh peran pelaku budaya belum signifikan
dalam melestarikan budaya dan terbatasnya sarana untuk
berapresiasi bagi seniman.

Belum optimal pengelolaan kebudayaan daerah.
Minimnya  literatur dan  dokumentasi  terhadap
kebudayaan lokal.

Rendahnya minat Generasi muda pada Budaya.

Belum adanya konsep baku dalam upaya pelestarian
budaya daerah.

Intensitas sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah
tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah
belum optimal.

21. Aspek Perpustakaan dan Kearsipan
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a.

b.

Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintah dalam
mengelola arsip dengan baik.

Perlu adanya peningkatan bahan bacaan di perpustakaan
hal tersebut.

Perlu adanya akses pojok baca dan perpustakaan desa
yang memadai.

Intensitas sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah
tentang perpustakaan belum optimal.

Implementasi arsip digital belum dilaksanakan secara
optimal.

Kunjungan masyarakat dalam meningkatkan literasi di
perpustakaan belum optimal.

Pembinaan SDM kearsipan belum dilakukan secara
berkesinambungan.

22. Aspek Kelautan, Perikanan dan Peternakan

a.

b.

Belum optimalnya produktivitas perikanan yang
disebabkan oleh tingginya harga pakan.

Belum maksimal program gemar memakan ikan
masyarakat;

Sulitnya ketersediaan benih serta penggunaan alat
tangkap yang berbahaya masih terjadi.

Belum optimalnya pemanfaatan dan pembinaan pada balai
benih ikan yang sudah ada.

Masih kurangnya penangkar bibit ternak yang berbasis
kerakyatan.

Masih sulitnya akses permodalan usaha pelaku ternak
serta akses pemasaran hasil ternak dan turunannya.
Masih rentannya bibit dan ternak terhadap penyakit
menular seperti rabies dan penyakit lainnya.

23. Aspek Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral

a.

b.

Masih lemahnya fungsi koordinasi dan pengawasan dalam
sektor energi dan sumber daya mineral;

Masih rendahnya pengawasan kawasan hutan terutama di
kawasan sumber air bersih.

24. Aspek Industri dan Perdagangan

a.

Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan pelaku
industri kecil menengah di Kabupaten Bengkayang,
disebabkan masih minimnya pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia atau pengrajin pada sector industry.
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b.

Perlu adanya rencana peningkatan IKM yang memenuhi
standar;

Peningkatan daya saing bidang industri yang belum
optimal;

Perlu adanya peningkatan sapras untuk mendukung
perindustrian.

Peningkatan revitalisasi pasar masih perlu dilakukan.
Pembinaan bagi pelaku industry rumah tangga belum
optimal.

Penataan area perdagangan serta PKL belum optimal
sehingga mempengaruhi kebersihan dan keindahan kota
Bengkayang.

25. Aspek Administrasi Pemerintahan

a.

Belum maksimalnya tata kelola administrasi
pemerintahan dilaksanakan diberbagai level
pemerintahan.

. Belum adanya sistem informasi (e-Katalog local) untuk

penyeragaman harga barang dan jasa;

Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana
serta akuntabilitas kinerja;

Perlu adanya komitmen dalam Proses Penyusunan APBD
agar tepat waktu;

Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Kegiatan kehumasan cenderung parsial, monoton dan
terjebak pada rutinitas.

Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk
mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan
pendapatan daera;

Terlambatnya produk hukum disebabkan kurangnya SDM
yang ada.

26. Aspek Pengawasan

a.

b.

c.
d.

Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) di setiap SKPD, dikarenakan kapasitas/
kompetensi SDM masih belum memadai dan dibutuhkan
sarana prasarana pengawasan.

Masih terbatasanya tenaga auditor yang handal dan
berintegritas.

APIP belum dilaksanakan secara maksimal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan
(auditor) yang belum optimal, hal ini disebabkan masih
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kurangnya pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan
seperti Diklat auditor, Diklat manajemen risiko dan Diklat
pengawasan lainnya.

27. Aspek Perencanaan

a.

b.

Konsistensi dan  sinkronisasi  perencanaan dan
penganggaran belum maksimal.

Kepatuhan dan ketaatan OPD untuk jadwal penyusunan
dokumen perencanaan masih belum maksimal serta masih
minimnya dukungan data yang akurat.

Dokumen  perencanaan yang komprehensif dan
implementatif belum optimal.

Peningkatan kualitas data pembangunan melalui
pengembangan dan penyempurnaan informasi
pembangunan dan data kelitbangan.

Penguatan pusat data dan informasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
belum optimal.

Peningkatan integrasi perencanaan dan penganggaran
dalam APBD belum optimal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana
yang belum optimal, disebabkan masih kurangnya
pendidikan dan pelatihan bidang perencana seperti Diklat
penyusunan Renstra, Renja serta indikator keberhasilan
pembangunan bagi organisasi perangkat daerah.

28. Aspek Keuangan

a.

Belum optimalnya pajak daerah dan retribusi daerah yang
disebabkan karena kesadaran wajib pajak masih rendah
dan system yang terbatas.

Isu penting dalam pembiayaan pembangunan adalah
peningkatan pendapatan asli daerah dengan optimalisasi
pajak daerah belum maksimal.

Manajemen dan penggunaan aset-aset daerah belum dapat
memberikan  kontribusi = yang = signifikan  untuk
meningkatkan pendapatan daerah.

Potensi peningkatan untuk anggaran yang memadai tidak
hanya bergantung pada sumber pembiayaan konvensional.
Realisasi penyerapan anggaran yang masih sangat rendah
dan belum maksimal.

Realisasi PAD cenderung menurun disebabkan sumber-
sumber belum dikelola secara maksimal.

| Gambaran Umum Kondisi Daerah 69



£.

h.

Realisasi Belanja daerah masih jauh dari target yang
ditetapkan.

Sisa lebih anggaran yang cukup besar, disebabkan serapan
anggaran yang belum optimal.

Manajemen asset daerah perlu dilakukan penataan dan
pembenahan secara maksimal.

Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia yang memiliki tugas pokok dan fungsi keuangan
daerah.

29. Aspek Kepegawaian

a.

Kurangnya formasi ASN terutama Tenaga Pendidik (Guru)
serta formasi penerimaan CPNS dan PNS Pensiun yang
belum seimbang.

Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur;

Belum optimalnya pembiayaan untuk Diklat yang di
butuhkan.

Belum maksimalnya manajemen ASN dilingkungan
Pemerintah Kab. Bengkayang.

Belum optimalnya validitas data pegawai berbasis aplikasi
(Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian).
Optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan
pendekatan assesment center perlu dilakukan.

Evaluasi Kinerja Pegawai belum sepenuhnya berbasis
online dan terintegrasi dengan BKN.

Belum tersediananya sarana dan prasarana dalam bentuk
gedung Diklat bagi ASN yang memadai.

Masih terbatasnya dukungan untuk kebutuhan Diklat,
tugas belajar dan assesment bagi ASN.

30. Aspek Perindustrian dan Perdagangan

a.
b.

d.

Belum optimalnya PAD sektor Industri

Belum optimalnya pengembangan Industri unggulan
daerah.

Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pasar rakyat
yang telah dibangun pada 17 kecamatan, karena baru 2
bangunan yang digunakan masyarakat.

Belum tertib dan tertatanya pedagang musiman di pasar.

31. Aspek Pariwisata

a.

Pembangunan kawasan wisata belum representative.
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b. Infrastruktur jalan dan jembatan menuju beberapa
destinasi wisata yang potensial belum tersedia secara
memadai.

c. Penertiban dan penetapan retribusi belum optimal bagi
tempat wisata belum optimal.

d. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan
pokdarwis, sehingga masih bersifat konvensional dan
swadaya masyarakat.

e. Promosi potensi wisata baik secara visual dan brosur
masih kurang.

f. Belum optimalnya penggalian dan pengembangan potensi
wisata.

g. Produk PERDA retribusi dari sektor pariwisata perlu
dilakukan.

h. Belum maksimal pembinaan pelaku ekonomi kreatif secara
terstruktur sistemik dan massif.

32. Aspek Inventarisasi data

a. Belum optimalnya inventarisasi data yang terintegrasi
antara sektor/instansi untuk pemutakhiran data

b. Implementasi satu data dan wali data belum sepenuhnya
dilaksaksanakan, sehingga sinkronisasi data antar
instansi perlu dilakukan.

2.5.2. Isu-isu strategis Pembangunan Tahun 2022

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas dirumuskan

menjadi isu strategis Kabupaten Bengkayang :

1.

Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, nilai ipm
yang masih tergolong rendah, tingkat kemiskinan, dan

pengangguran yang masih tinggi.

. Belum optimalnya  tata  kelola  pemerintahan dan

penyelenggaraan pelayanan publik.

Masih belum merata dan timpangnya infrastruktur dasar.

4. Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Kemanfaatan Sumber Daya

Alam dan pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

. Kawasan Perbatasan Yang Masih Tertinggal.
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BAB III KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia
juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan
oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi
masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan
masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak
sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena
turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi.
Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas
perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya
harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga
diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan
meningkatnya Non Performing Loan (NPL) dan volatilitas di pasar
keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran
makro dan pembangunan. Ketidakstabilan ekonomi dunia
berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada
perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan
beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan
pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli
masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Dana
Moneter Internasional (IMF) merevisi ke bawah proyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021. Pada Oktober
lalu, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia bakal tumbuh di
kisaran 6,1 persen. Namun, pada awal tahun ini, IMF
memperkirakan laju perekonomian Indonesia akan tumbh di
kisaran 4,8 persen. Proyeksi IMF tersebut pun lebih rendah dari
target pemerintah di kisaran 5 persen. Sementara tahun 2022

mendatang, perekonomian diperkirakan tumbuh 6 persen.
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Didukung oleh rebound yang terjadi pada paruh kedua tahun 2020,
PDB (Produk Domestik Bruto) diperkirakan akan tumbuh 4,8
persen tahun 2021 dan 6 persen di 2022, didukung oleh kebijakan
yang kuat, salah satunya mulai pemberian vaksin Covid-19 serta
kondisi perekonomian dan keuangan global yang membaik. Namun
demikian, iklim perekonomian dan keuangan tahun ini masih
diliputi ketidakpastian. Sebab, meski proses distribusi vaksin
tahap awal memberikan dampak positif, tetapi bila ditunda, dapat
menyebabkan pandemi lebih berlarut sehingga menjadi risiko yang
memperlambat pemulihan ekonomi.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua
unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan
pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan
konsumsi, investasi dan eskpor dengan dukungan belanja
pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui
inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya
beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan
digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan
rendah. Untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu
adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu,
pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang
ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan,
perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas
moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi,
pelatihan, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan.

Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk
memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan
memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik
domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai
penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif

akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur
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juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha
kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi
digital dan e-commerce. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah
juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan
diseluruh daerah wuntuk semua lapisan ekonomi, terutama
kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi
harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak
pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan,

dan peningkatan kesejahteraan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang Tahun
2021 dan Perkiraan Tahun 2022

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator
makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu
wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai
pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua
lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah
selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bengkayang tergolong pada kategori moderat sejak tahun 2016-
2019, berada pada kisaran antara 5,00-5,66%. Tetapi di tahun
2020 mengalami kontraksi pada angka -1,99%. Tahun 2020
seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami
tantangan berat karena pandemi Covid-19 yang masih terus
berlangsung mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga
mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi. Secara data pada
gambar 3.1 dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bengkayang dengan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2015-
2020.
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Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2020

5.2 5,15

5.66
5.17 c o1 =37 . 523
5 4.81 :
3.96
4
3
2
1
o

-1.82

m KALBAR m BENGKAYANG

Sumber : BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai
dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh
pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang
terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur
keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara
riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas

dasar harga konstan.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang
sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas
pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, hanya pada tahun 2015-
2016 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Selebihnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan
Barat. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Nasional, Kabupaten Bengkayang selalu di atas persentase
pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir.

Pertumbuhan eknomi Kabupaten Bengkayang berada pada posisi
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tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,62%, dan posisi
terendah pada tahun 2015 sebesar 3,96%.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-
2019 bertumbuh sebesar 5%-5,62%, maka dapat dilihat juga
bahwa PDRB Kabupaten Bengkayang atas harga berlaku memiliki
trend yang positif dan hal ini mengindikasikan terjadi penguatan

stabilitas perekonomian regional.

Selama  periode 2015-2020, struktur perekonomian
Kabupaten Bengkayang sebagian besar disumbang oleh sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi pada
tahun 2020 sebesar 33,63 persen. Besarnya kontribusi sektor
pertanian ini didukung dengan oleh sektor pertanian tanaman
pangan dan sub sektor perkebunan yakni perkebunan karet, lada
dan kelapa sawit yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang.
Sektor dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor
Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar
15,08 persen, kemudian sektor Konstruksi/Bangunan dengan
kontribusi rata-rata sebesar 10,29 persen. Sedangkan 41,0 persen
disumbangkan oleh sektor-sektor lainnya dengan nilai kontribusi

dibawah 10 persen.

Selama periode 2015- 2020 PDRB Per Kapita Kabupaten
Bengkayang (ADHB) terus mengalami peningkatan walaupun
ditengah pandemi Covid-19 melanda. Perkembangan PDRB
perkapita Kabupaten Bengkayang secara terinci dapat dilihat pada
Gambar 3.2 di bawah ini.
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Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2020

Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

2020

PDRB ADHB Juta Rp 6.123.475,0 | 6.724.042,4 | 7.389.965,4 | 7.999.796,4 | 8.646.352,9 *) | 8.674.234,0 *¥)

PDRB ADHK Juta Rp 4.649.502,8 | 4.889.159,8 | 5.163.899,2 | 5.434.858,4 | 5.714.396,5 *) | 5.600.474,1 *¥)

Sumber : BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

c. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini digunakan  untuk mengukur  tingkat
ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara
menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara O sampai 1. Apabila
koefisien Gini bernilai O berarti pemerataan sempurna, sedangkan
apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna
terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori
ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam
kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari
0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Perkembangan
Gini Ratio Kabupaten Bengkayang secara terinci dapat dilihat pada
Gambar di bawah ini.

Gambar 3.3 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten
Bengkayang Tahun 2015-2020
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Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa nilai
indeks gini ratio Kabupaten Bengkayang berada pada kisaran 0,27
pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2020 nilai indeks gini
rasio Kabupaten Bengkayang berada pada nilai 0,274. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Indeks Gini masuk dalam kategori

ketimpangan rendah.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2022

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal Tahun 2020 sangat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Bengkayang mengalami kontraksi yang
cukup tajam hingga -1,99%. Akan tetapi proyeksi laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022
diharapkan tumbuh dikisaran 4,96%-5,71% dengan IPM sebesar
68,5%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,62%-2,3% dan
tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-6%, apabila pandemi ini berakhir
hingga akhir tahun 2021 maka diharapkan pertumbuhan ekonomi
akan lebih baik dan penganguran akan berkurang. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bengkayang diperkirakan masih didominasi
oleh peranan lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan, bangunan kontruksi serta perdagangan. Kekuatan
penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang yaitu
dengan peningkatan peran usaha mikro kecil dan menengah dan
masifnya pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak lain
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Bengkayang secara menyeluruh.

Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2022

diperkirakan sebagai berikut:

1. Dengan meningkatnya kasus Covid-19, penyelesaian dan
dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di
tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di

tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya
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sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan

internasional.

Tantangan dari sisi belanja daerah antara lain : (1) belum
optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja
daerah; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas;

dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.

Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih
terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi

pembangunan.

Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik
global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain
: (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan
perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan
tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4)

percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia
usaha yang belum kembali normal pasca pandemi Covid-19.
Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan
membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit

kembali.

Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang
merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran

kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah.

Minimnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan untuk
peningkatan ketrampilan dan keahlian angkatan kerja
merupakan salah satu variabel penghambat dalam
meningkatkan percepatan perekonomian melalui sektor

sekunder dan tersier.

Masih diperlukannya upaya yang komprehensif dan terpadu
lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin

dan pengurangan pengangguran.
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10.

11.

Diperlukannya suatu kegiatan yang terpadu dalam
mengoptimalkan sektor unggulan dan komoditas unggulan
daerah agar menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah

dan daya saing yang tinggi.

Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata yang
masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun

kuantitasnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber
pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi

birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya

yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah,

adalah sebagai berikut:

a.

Upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19 diarahkan untuk
menggerakkan kembali berbagai sektor yang memberikan
kontribusi besar tehadap PDRB seperti sektor pertanian,
perkebunan, perikanan, perdagangan besar dan eceran,
kontruksi, investasi, pariwisata, dan lainnya, melalui berbagai
upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program
perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur,
pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri
dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam
masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat
dapat terselenggara dengan baik.

Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu,
untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan
bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar
dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit

perbankan.
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d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian
agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai
penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin
efisien.

e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan
sistem  pengupahan, peningkatan  keterampilan dan
kewirausahaan dalam masyarakat.

f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama
antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan
pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui
kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial
perusahaan (program CSR) dari dunia wusaha untuk
mengembangkan wusaha kecil dan menengah (UKM) dan
lembaga keuangan mikro (LKM).

g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan,
pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna,

produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun
2022 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk menjadi
penggerak perekonomian Kabupaten Bengkayang. Hal tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.4
Struktur dan Perkembangan PDRB Menurut Lapangan usaha

Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

Struktur PDRB =) Pertumbuhan Ekonomi )

33.63 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.18

15.08 [ Industri Pengolahan -5.71

10.29 Perdagangan Besar dan Eceran,
7 W dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

9.85 Konstruksi -4.09 [l

7.81 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 2
dan Jaminan Sosial Wajib

Pertambangan dan Penggalian

-6.24

8.17

3.43 0.68

Informasi dan Komunikasi

Jasa Pendidikan -2.52

2.53 Jasa Keuangan 2

2.35 Transportasi dan Pergudangan

Real Estate -16.33 [N
1.94 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -10.8
2.01 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15.72
0.58 Jasa lainnya -19.48
0.33 Jasa Perusahaan -5.93
0.07 Pengadaan Listrik. Gas 4.22
0.01 Pengadaan Air 217

Sumber : BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Ibarat sebuah koin suatu mata uang, keuangan daerah dan
pembangunan daerah tak dapat dipisahkan menjadi satu
kesatuan. Keuangan daerah yang besar tidak ada artinya bagi
masyarakat bila tidak dibelanjakan untuk pembangunan.
Demikian sebaliknya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan
tanpa dukungan keuangan daerah yang mampuni. Oleh karena itu,
perumusan arah kebijakan keuangan menjadi faktor kunci dalam
mendukung berlangsungnya eksekusi terhadap program dan

kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Dalama bahasa sederhana, keuangan daerah menjadi
penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah. Hal ini tidak terlepas dalam kaitan keberlangsungan
pergerakan roda pembangunan, sehingga dukungan pendanaan

menjadi komponen penting yang tak terpisahkan guna

| Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 82



implementasi dan realisasi program strategis pembangunan
daerah. Rasionalisasi kondisi tersebut bahwa guna pemenuhan
pendanaan optimal kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah
yang cermat dan akurat perlu agar pelaksanaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terselenggara dengan
baik. Maka, rumusan arah kebijakan keuangan dearah sebagai
operasionalisasi terhadap manajemen keuangan daerah yang baik

merupakan keniscayaan.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan
agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas
anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan
belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan
kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis
dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan
sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana
kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku

usaha melalui Corporate Sosial Resposibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah
bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri
dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3)

Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan
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Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk
belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri
dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan
Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM
Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM
Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja
Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali
investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri
dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan
Penanganan Covid-19. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya
pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak cukup parah pada
sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal
tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah
masih mempertimbangan dampak atas Covid-19. Hasil analisa
terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan
usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang
selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD,
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optimalisasi pelayanan BLUD, OPD penghasil dan pengelolaan aset
Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan
pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan
publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap
pembangunan Kabupaten Bengkayang masih relatif kecil
dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan
tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam usaha
meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan
pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui
upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah;

2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;

oY)

. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan

pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan
pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro
nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah,
terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bengkayang secara
kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan

ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu
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sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor

lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian
Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber PAD
merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan
optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil pajak
dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali

potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan
potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat
mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas
otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat
semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan
sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah
dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah
utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin baik.

Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi

pendapatan daerah melalui :
1. Pemberian Reward dan Punishment, antara lain :
a. Reward

- Penganugerahan Bupati Bengkayang Regional Tax Award
setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak
daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan

pajak daerah dll.

- Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah

melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
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- Pemberian stimulus fiskal berupa

keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
b. Punishment

- Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat

membayar

- Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan
dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel

setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.

Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat
Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dengan membentuk Tim Pelaksana
Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola
Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).

Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa,

media cetak, dan tatap muka.

Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan
penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline

maupun online.

Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih

efisien.

Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan

kontribusi Pendapatan Daerah;

Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi

daerah;

Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait
dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan

kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru,;
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9. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap

menjaga agar tidak terjadi

memberatkan masyarakat.

ekonomi

biaya tinggi yang

10. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan

memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi

Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi

pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang:

Tabel 3.5

Realisasi, Target, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten

Bengkayang tahun 2021 s/d Tahun 2022

NO URAIAN TAHUN 2021 PROYEKSI TAHUN 2022
1.1 Pendapatan Asli Daerah Rp 58,914,983,660 | Rp 64,265,643,016
1.1.1 Pajak Daerah Rp 17,309,650,000 Rp 19,675,499,000
1.1.2 Retribusi Daerah Rp 3,899,633,660 | Rp 4,415,284,016
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 5,272,500,000 Rp 6,120,000,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 32,433,200,000 Rp 34,054,860,000
1.2 Pendapatan Transfer Rp 929,198,210,989 | Rp 964,087,239,989
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Rp 889,994,626,000 | Rp 924,883,655,000
1.2.1.1 Dana Perimbangan Rp 778,206,561,000 | Rp 813,095,590,000
1.2.1.1.1 |Dana Transfer Umum Rp 589,313,634,000 | Rp 589,313,634,000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 28,275,399,000 Rp 28,275,399,000
Dana Alokasi Umum Rp 561,038,235,000 | Rp 561,038,235,000
1.2.1.1.2 |Dana Transfer Khusus Rp 188,892,927,000 | Rp 223,781,956,000
Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 96,721,418,000 | Rp 131,610,447,000
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 92,171,509,000 Rp 92,171,509,000
1.2.1.2 Dana Insentif Daerah Rp - Rp -
1.2.1.3 Dana Otonomi Khusus Rp - Rp -
1.2.1.4 Dana Keistimewaan Rp - Rp -
1.2.1.5 Dana Desa Rp 111,788,065,000 | Rp 111,788,065,000
1.2.2 Transfer Antar Daerah Rp 39,203,584,989 Rp 39,203,584,989
1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Rp 39,203,584,989 Rp 39,203,584,989
1.2.2.2 Bantuan Keuangan Rp - Rp -
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 43,000,000,000 | Rp 56,164,630,000
1.3.1 Hibah Rp 43,000,000,000 | Rp 56,164,630,000
1.3.2 Dana Darurat Rp - | Rp -
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan
1.3. R - | R -
33 Peraturan Perundang-undangan P P
Jumlah Pendapatan Rp 1,031,113,194,649 | Rp 1,084,517,513,005

Sumber : hasil proyeksi kapasitas riil keuangan tahun 2022

| Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 88



Berdasarkan trend yang terjadi pada pendapatan daerah
tahun sebelumnya, maka dapat dianalisis menggunakan beberapa
pendekatan yang sederhana dalam memproyeksi beberapa sumber
pendapatan yang akan diperoleh Kabupaten Bengkayang pada
Tahun 2022. Proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari
PAD Kabupaten Bengkayang diasumsikan akan mengalami
perubahan, hal ini melihat perkembangan ataupun realisasi yang
terjadi dan juga berdasarkan aturan yang menjadi acuan dalam
penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Untuk pendapatan dari
sisi pajak daerah mengalami kenaikan 13,67% dan dari sisi
retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 13,22%, hasil
pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar
16,07%. Sedangkan proyeksi Pendapatan yang berasal dari
pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan meningkat sebesar

5%.

Sumber dana perimbangan yang berasal dari dana DBH dan
Dana DAU diprediksi tetap sama seperti tahun 2021. Untuk DAK
diproyeksikan meningkat sebesar 22,82% pada tahun 2022
mengingat kesiapan dokumen perencanaan dan hasil penilaian
approve pengajuan DAK yahun 2021 secara sistem Krisna cukup
menyakinkan untuk peningkatan sumber dana dari DAK pada

tahun 2022.

Ditahun 2022, untuk pendapatan dari transfer antar daerah
yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok dan dana
bagi hasil pajak provinsi diperkirakan tetap sama pada tahun

sebelumnya.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian
hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan

memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah
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(OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2022 diarahkan pada

hal-hal sebagai berikut:

1.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta
meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi

dan kesempatan berusaha.

. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana

infrastruktur dasar yang memadai.

. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten

Bengkayang melalui berbagai upaya preventif dan promotif,

dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan Covid-19;

. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan

berkelanjutan dalam masa pandemi Covid-19 baik itu sarana
maupun prasarana penunjang pendidikan.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam
perundang-undangan;

Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah
ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,;

. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang

efektivitas pelaksaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi

tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas

perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan

pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur;
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9. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada
sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan,

perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja
daerah yang merupakan perwujudan dari  kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang
berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan
dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten
Bengkayang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan
salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya
peningkatan palayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,
maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan
pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil
penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut
adalah hasil analisis realisasi, plafon, dan proyeksi belanja daerah

Kabupaten Bengkayang:
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Tabel 3.6

Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2021 s/d 2022

NO URAIAN TAHUN 2021 PROYEKSI TAHUN 2022
P [BELANMDAERAH  [Re 1054251794649 [ Rp 1,271,130,013,005 |
2.1 Belanja Operasi Rp 725,329,991,153 | Rp 765,861,534,564
2.2 Belanja Modal Rp 153,381,446,730 | Rp 329,439,971,739
2.3 Belanja Tidak terduga Rp 2,700,000,000 | Rp 2,700,000,000
2.4 Belanja Transfer Rp 172,840,356,766 | Rp 173,128,506,702
24.1 Belanja Bagi Hasil Rp 2,120,928,366 | Rp 2,409,078,302
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Rp 170,719,428,400 | Rp 170,719,428,400

Jumlah Belanja Rp 1,054,251,794,649 | Rp 1,271,130,013,005
Surplus/(Defisit) Rp (23,138,600,000) Rp (186,612,500,000)
|

Sumber : hasil proyeksi kapasitas riil keuangan tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa secara
total belanja ditahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan
dimana belanja yang mengalami peningkatan tersebut digunakan
untuk pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka

pemulihan ekonomi.

Pada belanja operasional, beberapa item belanja
diproyeksikan meningkat di tahun 2022. Berdasarkan trend
belanja pegawai serta proyeksi atas informasi yang diperoleh pada
tahun 2021, maka ditahun 2022 diproyeksikan akan terjadi
peningkatan pada belanja pegawai hal tersebut dikarenakan
memprediksi akan ada penambahan CPNS baru dan acress
kenaikan gaji berkala ASN. Selain itu pada sektor belanja hibah dan
belanja bantuan sosial diprediksi menurun dari tahun sebelumnya.
Pada belanja modal untuk tahun 2022 diproyeksi meningkat.

Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan
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Pemdes diproyeksikan juga sedikit mengalami peningkatan dan

akan disesuaikan ketika telah terdapat informasi keuangan dari

Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil proyeksi secara keseluruhan maka belanja
daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 diperkirakan
secara keseluruhan sebesar Rp. 1.271.130.013.005,00

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran proyeksi. Jadi, Pinjaman Daerah adalah
semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Pada kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang
tahun 2022 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni,
Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan
Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan kebijakan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 di Kabupaten Bengkayang
antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka
pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan

pembentukan dana cadangan.
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Tabel 3.7
Realisasi, Rencana, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 s/d 2022

NO URAIAN TAHUN 2021 PROYEKSI TAHUN 2022
3 PEMBIAYAAN DAERAH Rp 23,138,600,000 Rp 230,000,000,000
3.1 Penerimaan Pembiayaan Rp 23,138,600,000 | Rp 230,000,000,000

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)

3.1.2 Pencairan dana cadangan Rp -| Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

3.1.1 Rp 23,138,600,000 | Rp 30,000,000,000

3.1.3 Rp -| Rp -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah Rp -| Rp 200,000,000,000
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp -| Rp -
31.6 Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai R |r _
T Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan P P
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp -| Rp 43,387,500,000
321 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Rp | rp _
3.2.2 Penyertaan Modal Daerah Rp - | Rp 5,000,000,000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang Rp -| Rp 38,387,500,000
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah Rp - | Rp -
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan
3.2.5 Rp -| Rp -
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pembiayaan Netto 23,138,600,000 186,612,500,000
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA)

Sumber : hasil proyeksi kapasitas riil keuangan tahun 2022

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk
pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya
peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya
potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak
dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam
pembangunan di Kabupaten Bengkayang perlu diperluas melalui
pendanaan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang
dengan Pemerintah, maupun penugasan kepada BUMD termasuk
mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka
peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara
sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-
pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Salah
satu sumber penerimaan pinjaman daerah seperti yang disajikan

sesuai tabel 3.7 dapat dijelaskan dibawah ini.
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3.2.3.1 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Salah satu kebijakan dalam pembiayaan daerah dalam
rangka pemulihan ekonomi adalah dengan melakukan Pinjaman
PEN sebagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah
mengirimkan Surat Kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur
Perimbangan Keuangan Perihal Permohonan Pinjaman Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021 nomor
600/1769/Adm.PMB tanggal 28 Juni 2021. Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkayang mengajukan permohonan Pinjaman PEN
Daerah untuk tahun 2021 sebesar Rp 250.000.000.000 (Dua Ratus
Lima Puluh Milyar Rupiah) dengan tenor 8 tahun dan grace
period/masa tenggang 1 tahun serta suku bunga (6,19 %). Dimana
kegiatan sudah dimulai pada tahun 2021 dan dilanjutkan
pembayaran ditahun 2022.

Mekanisme Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN

Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur
(PT. SMI) (Persero);

2. Dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman
kegiatan; dan

3. Diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh

Menteri.

Adapun untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat
mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan

paling sedikit :
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1. Merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

2. Memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang
mendukung Program PEN;

3. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman
PEN Daerah tidak melebih 75% (tujuh puluh lima persen)
dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan

4. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

Sebagai dukungan Program PEN dimaksud, PT. SMI juga
memberikan dukungan dengan memberikan pinjaman daerah.
Adapun fitur utama dari Pinjaman PEN ini adalah jangka waktu
pinjaman maksimal 10 tahun, dengan grace period maksimal 2
tahun (disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek). Untuk
pembayaran kewajiban diperhitungkan langsung terhadap
penyaluran Dana Transfer Umum (DAU/DBH) oleh DJPK
berdasarkan permintaan PT. SMI. Adapun untuk suku bunga,
Pinjaman PEN yang sumber dananya berasal dari Pemerintah
dikenai bunga 0% sedangkan Pinjaman PEN yang bersumber dana
dari PT. SMI dikenai suku bunga pinjaman 5,30% untuk jangka
waktu 3 tahun, pinjaman dengan jangka waktu 5 tahun 5,66% dan
pinjaman dengan jangka waktu 8 tahun 6,19% sesuai KMK Nomor
125/KMK.07/2021.

Berdasarkan Pasal 15B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan
Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta

Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020,

Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN

Daerah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diajukannya

permohonan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah,
Pinjaman PEN dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung
Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah yang
telah mendapat persetujuan dari PT. SMI disampaikan dalam
laporan pertanggungjawaban APBD.

Permohonan Pinjaman PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah

kepada PT. SMI, diwajibkan melengkapi persyaratan dokumen

sebagai berikut :

1. Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

2. Surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk
diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum
guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;

Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/atau;

Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan; dan

Surat Permohonan Izin Pelampauan Defisit APBD yang

dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan

c.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal
program/kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN

Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit

APBD tahun berkenaan (jika diperlukan).

3.2.3.1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha /
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan/ Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social
Responsibility (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD
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yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas
setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di tingkat
Pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan mana dalam peraturan dimaksud, Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk
memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku
kepentingan di daerah dalam melaksanakan program tanggung
jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta menyiapkan diri
untuk memenuhi standar terkait dengan pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan memberi kepastian
dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah.

Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha
dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat
sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah
satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum
TSLDU/CSR, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan. Diharapkan Forum TSLDU/CSR dapat
terbentuk sesegera mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan dapat bersinergi dengan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang, serta dilembagakan dalam
penyusunan program dan aktivitas TSLDU/CSR dimaksud agar
sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan kebutuhan riil yang ada di

masyarakat.
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode
Tahun 2021-2026, maka Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021-2026 adalah :

“ Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan
Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan
Terbuka ”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah
menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dimana pada proses
pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada
seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi
yang telah disepakati untuk diwujudkan pada masa jabatan Bupati
dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan
pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan

penjelasan.

Makna filosofi dan pernyataan visi tersebut perlu
dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap
(komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima)

tahun kedepan sebagai berikut:

1. Maju
Diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik
dan nonfisik yang unggul, mandiri dan berwawasan kedepan

yang luas dengan pemanfataan segenap potensi sumber daya
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manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan
sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan
dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa
indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran
tercapainya tingkat kemajuan daerah  dan masyarakat
Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah:
smart governance (pengelolaan pemerintahan yang cerdas),
smart infrastructure (pembangunan infrastruktur yg cerdas),
smart technology (pemanfaatan teknologi yang cerdas), smart
mobility (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas),
smart healthcare (pengelolaan kesehatan lingkungan yg cerdas),
smart energy (pemanfaatan energi yang cerdas), smart building
(penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan smart citizenz
(membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas
pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa
sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan

pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

. Mandiri

Diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan
dan keleluasaan dalam menentukan apa yang terbaik bagi
daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber
daya yang ada didaerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri
ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas
aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran
hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat
desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya
inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat didaerah ini untuk
mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi
permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu

mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain

DM UNGGUL
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yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan

kekuatan sendiri.

. Sejahtera

Diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten
Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan
ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator
kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya
tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang
untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi,
PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala
nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan
bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi
murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah,
angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi,
angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan
rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang
yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang
difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah
berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2)
Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui
perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah

dan besar.

. Berdaya Saing

Diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang
dihasilkan disuatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga
kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau
negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika
proses ekonomi didaerah itu tidak mengeluarkanmbiaya yang
lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat

dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping
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itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih
tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas
generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya
maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan

kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

5. Pemerintahan yang bersih
Diartikan suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaran

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

6. Pemerintahan yang terbuka
Diartikan suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu
memberikan akses inforrnasi publik yang optimal dan

menerapkan sistem pengaduan publik yang baik

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026
ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya
pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut
harus dapat diukur wuntuk mengetahui tingkat kemajuan,

kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas,
maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah
bersama dengan Masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai

berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan
memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses
pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas

sekaligus bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih,
terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada
pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan
informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia
usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual
maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif,
efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta

mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar
untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan
ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu
mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi
listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman
untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi,
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas
ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju
dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan,
Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong
peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian,
Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan
Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu
mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa
termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung
kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta

peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
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6. Melaksanakan pembangun kawasan perbatasan yang optimal,
yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur
perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan

peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.

7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan,
yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap
menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam
kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui
pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk
permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi
untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan

lingkungan secara lestari.

Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten
Bengkayang yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing
ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka melalui kelima
misi, pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem
pembangunan. Kelima misi berfungsi sebagai lokomotif
pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam
Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

Indikator heIelE
No Misi Tujuan Tui Sasaran Indikator Awal 2022
Yjuan 2020
(1) (2) 3 (4) (5 (7 t)
1 Mewujudkan kualitas | Meningkatkan IPM 67,68 68,05
sumber daya manusia | kualitas Meninakatnva anaka Anaka melek
yang sehat, cerdas, dan | pendidikan dan me|ekghurufy g hur%f(%) 93,50 95,68
religius kesehatan Tercapainya rata-rata Rata-rata lama 676 707
masyarakat lama sekolah mendekati | sekolah (tahun) ’ :
9 tahun Harapan Lama
Sekolah (tahun) 12,09 1247
. . Angka usia
Meningkatnya Derajat | oroan hidup 73,83 7417
Kesehatan Masyarakat
(tahun)
Na 78

I Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 104



\ ?KP@ Kal. Bawﬂku

?aw’ 2022’

pertumbuhan dan

Miliar)

Indikator Kondisi
No Misi Tujuan Tui Sasaran Indikator Awal 2022
ujuan
2020
(1) (2) 3 (4) (%) (7 (8)
. Indeks Meningkatnya .
Men'lngkatkan Kerukunan kerukunan antar umat Konflik antar 0 0
kualitas, pemeluk agama
Beragama / beragama.
kerukunan dan - - -
. Indeks Meningkatnya kualitas | Proporsi rumah
kehidupan Toleransi kehidupan beragama ibadah terhadap
beragama umiah pemeluk 0,33 0,33
masyarakat ! P
agama
2 Mewujudkan tata kelola | Melakukan Indeks cC B
pemerintahan yang baik, | reformasi Reformasi Meningkatnya Nilai Indeks
tpedull, bersih, hterbt:jka, blrokra!3|tdr|] Birokrasi kompetensi SDM Profesionalitas Na Sedang
egas, ~ amana an | pemerintahan aparatur daerah ASN
bervvllbawa. yang | daerah Opini BPK
berorientasi ~  pada Meningkatkan kualitas | terhadap Laporan
pelayanan ~ publik ~yang pengelolaan keuangan | Keuangan WDP WTP
prima berbasis teknologi daerah Pemerintah
komunikasi dan informasi Daerah
serta penguatan kemitraan
pemerintah dengan dunia Meningkatnya Nilai SAKIP cC B
usaha dan masyarakat transparansi, Kurang
akuntabilitas, dan Predikat SPBE (Tahun Cukup
partisipasi dalam 2019)
penyelenggaraan Rata-rata Survei
pemerintahan daerah Kepuasan B B
Masyarakat
. . Persentase
Menmgkatnya kemitraan Perusahaan Yang
pemerintah daerah 0 50
dengan dunia usaha Melaksanakan
CSR
3 Meningkatkan Meningkatkan | Indeks 61,2 62
ketersediaan dan kualitas | kualitas dan Infrastruktur Tersedi
infrastruktur dasar untuk | kuantitas I?rset |a:(r:ya p -
mendukung  peningkatan | infrastruktur gmras u uri prasar?tna. . rc')porS|.p|anJang
investasi dan pertumbuhan | termasuk an Sﬁrar:jalran?pi? as| J; r:ngaEJa(?nl 55,7 56,4
ekonomi sekaligus | sarana dan yangd in al un K ba'irg on :'
menjaga stabilitas | prasarana men ud un% pergerakan alk dan sedang
ekonomi daerah dasar orang dan barang - -
pemukiman Tersedianya sumber Rasio Jaringan
daya air yang handal Irigasi dalam 0.00218 0.00227
dan berkualitas untuk kondisi baik
memenuhi kebutuhan
rumah tangga, pertanian | Luas irigasi
(irigasi), industri, dan Kabupaten dalam 34,38 38,61
untuk berbagai kondisi baik (%)
keperluan lainnya
Meningkatnya akses Rumah tangga
masyarakat terhadap berakses air 65,82 67,82
sarana dan prasarana minum (%)
dasar pemukiman Rumah tangga
(mencakup air bersih, bersanitasi (%) 49,01 5401
airlmbzah) Rasio rumah 0,1681 0,1682
layak huni
selayanan o atas | Rumeh angga
: . pengguna listrik 48.724 51.160
infrastruktur energi dan
o PLN
ketenagalistrikan
Memngkatk_an Pertumb_utlan 1,99 4,965.71
perekonomian | ekonomi (%)
daerah yang Indeks Gini (%) 0,300 0,296
stabil dan . -
mengurang Meningkatkan Investasi (Rp 246139 3.115,67
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Jaringan Internet

Indikator Kondisi
No Misi Tujuan Tui Sasaran Indikator Awal 2022
ujuan 2020
(1) (2) 3 (4) (%) (7) (8
kesenjangan stabilitas ekonomi
pendapatan daerah
Persentase
Meningkatkan ekonomi | koperasi aktif (%) 387 44,98
kerakyatan Jumlah Usaha 15 19
Menengah (unit)
Persentase
Memperluas Lapangan Penduduk Miskin 6,62 6,28
Pekerjaan dan (%)
Pengentasan Tingkat
Kemiskinan pengangguran 3,91 3,61
Terbuka (%)
4 Mewujudkan Kabupaten Meningkatkan PDRB per 33,57 3476
Bengkayang sebagai produksi dan kapita Meningkatnya kontribusi | kontribusi sektor
kabupaten maju dalam produktivitas sektor Pertanian, Pertanian,
bidang Pertanian, bidang Perkebunan, Perikanan, Perkebunan, 33,63 33,71
Perkebunan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Perikanan, dan
Peternakan, Perkebunan, Peternakan
ﬁg;ﬁg:?agan' Jasa dan E:tnekrigigh dan Meningkatnya kontribusi | Kontribusi sektor
sektor perdagangan dan | perdagangan
Perdagangan, jasa perteend tperhadgap IgDDRB 15,08 15,27
Jasg gian (%)
Pariwisata Kontribusi sektor
Jasa terhadap 7,80 7.82
PDRB (%)
Meningkatnya kontribusi | Kontribusi sektor
sektor pariwisata pariwisata
terhadap PDRB 387 3,88
(%)
5 Mewujudkan Kabupaten Meningkatkan Desa berstatus 6,56 12,30
Bengkayang Menjadi kapasitas, swasembada - ,
Smart Desa sarana dan Meningkatnya kuantitas | oo\ 10an sarana
prasaranah g?:szt'j:rl:;a;:;rea:'inniadhaann prasarana
pemerintahan erkantoran
desa desa gemerintahan 89,34 90,98
desa yang baik
(%)
Meningkatnya kapasitas | Bimtek untuk
sumber daya aparatur | peningkatan
pemerintahan desa dan | kapasitas
BPD aparatur desa
dalam 1 3
perencanaan dan
pengelolaan
anggaran desa
(kalitahun)
Persentase desa
yang menerapkan 0 33,61
sistem cashless
Meningkatkan Desa mandiri 4,92 13,11
kemandirian
dan icoks Desa 06516 06932
kesejahteraan Meningkatnya cakupan embangun
masyarakat, pelayanan dan kualitas Persentase Desa
desa . Yang Memiliki 74,6 86,8
Infrastruktur Jaringan Listrik
ketenagalistrikan dan Perser?tase Desa
intemet di desa Yang  Memilki 54 62
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Indikator Kondisi
No Misi Tujuan Tui Sasaran Indikator Awal 2022
ujuan 2020
(1) (2 (3) (4) (%) (7 (8)
6 Mengoptimalkan Meningkatkan | Capaian 0 60
pembangunan kawasan ketersediaan Rencana Aksi
perbatasan infrastruktur di | Pembangunan | Meningkatnya Persentase
kawasan Wilayah ketersediaan Capaian Rencana
perbatasan Perbatasan infrastruktur di kawasan | Aksi
dan perbatasan Pembangunan
meningkatkan Wilayah 0 70
volume Perbatasan
perdagangan Bidang
di kawasan Infrasrtuktur
perbatasan
Meningkatkan Meningkatnya volume Cakupan bina
volume perdagangan di kelompok
perdagangan di | kawasan perbatasan pedagang/usaha 0 20
kawasan melalui pembinaan informal di
perbatasan kelompok pedagang kawasan
perbatasan (%)
7 Mewujudkan Meningkatkan | Indeks Kualitas 63,77 65,98
pembangunan daerah kualitas Lingkungan -
berwawasan lingkungan lingkungan Indeks Kualitas 50 53
i s ki
ndeks Kualitas
Udara (IKU) 91,31 91,67
Meningkatnya kualitas | Indeks Kualitas
lingkungan hidup Tutupan Lahan 35,81 40,54
(IKTL)
Persentase
penanganan 11,00 21,00
sampah (%)
. Persentase
Terwujudnya tata ruang K )
wilayah sesuai dengan Pesesua|an
Peraturan daerah emanfaatan i 100
X Ruang (RTRW)
mengenai RTRW (%)
Meningkatnya Desa Persentase Desa
Tangguh Bencana Tangguh
(Destana) di kawasan Bencana di 3,28 11
rawan bencana kawasan rawan
bencana

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka terdapat
satu semboyan yang menjadi falsafah pembangunan selama lima
tahun ke depan, yaitu "SDM UNGGUL BENGKAYANG MANTAP".
Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang
erat dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat serta untuk
menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran untuk
menjadikan Kabupaten Bengkayang menjadi daerah lebih maju
dengan mengoptimalkan potensi bonus demografi dan sumber daya
alam. Oleh sebab itu, SDM Unggul termaktub dalam visi dan misi,

melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk
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penghidupan  masyarakat Kabupaten  Bengkayang yang
layak/seimbang jasmani dan rohani serta berdaya saing. Oleh
karena itu diperlukan upaya mewujudkan Bengkayang Baru, yaitu
Bengkayang yang berubah, bergerak, berinovasi dan berdampak
bagi pembangunan serta mengutamakan pelayanan publik yang
lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat Bengkayang. Untuk mencapai visi SDM Unggul,
strategi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan
meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui
penyempurnaan kualitas pendidikan, peningkatkan kualitas
sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium,
dan perpustakaan), meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan
cara meningkatkan standar kompetensi guru atau pengajar,
pemerataan tenaga pendidik pada wilayah terpencil ditopang oleh
infrastruktur yang mantap dan berimplikasi pada kemajuan

ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata MANTAP yang tertera dalam slogan tersebut memiliki makna
sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau

capaian sebagai berikut:

Maju dalam 3 Aspek, Yaitu aspek pendidikan dan kesehatan,
Aspek Ekonomi (ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif Dan
Mandiri) dan Infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan

serta berwawasan lingkungan.

Nasionalis dan berakhlak mulia serta berkomitmen menjaga

keharmonisan.

Terdepan dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Perikanan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, terdepan dalam
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan terdepan dalam mewujudkan desa mandiri serta
terdepan dalam mengawal terwujudnya pemerintahan yang

terbuka, bersih, dan bebas korupsi, serta terdepan dalam

DM UNGGUL
gang 2022 % SKAYANG MAN'M% i )
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pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses

oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Amanah dalam mengemban tugas bersih,tegas, efektif, dan

efesien.

Peduli dalam 2 aspek yaitu kepedulian Pemerintah kepada
masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan

dan lingkungan.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan
pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan
nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan
daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif,
dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta
program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan
dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku
kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 disusun dengan berpedoman
pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2022.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional
tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong”. Visi tersebut sejalan dengan Visi Indonesia dalam
RPJPN 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Merdeka, Bersatu,
Berdaulat, Adil dan Makmur”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden

menetapkan S (lima) arahan utama sebagai strategi dalam

e ' UL
05 £XPD Kol Bomghagang 2022 1% ,,m,s,gg{,ggggm“% = @
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e S

pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi

Indonesia 2045 yang mencakup :

1.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan prioritas
utama : Membangun SDM pekerja keras yang dinamis,
produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta

global.

. Pembangunan Infrastruktur, dengan prioritas utama

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
Penyederhanaan regulasi, dengan prioritas utama
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan
Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang.
Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan
UMKM.

. Penyederhanaan birokrasi, dengan prioritas utama

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja,
memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan

menyederhanakan eselonisasi.

. Transformasi ekonomi, dengan prioritas utama : Melakukan

transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai
tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden

tersebut, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”,

dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, meliputi :
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1. Memperkuat ketahanan ekonomi wuntuk pertumbuhan
berkualitas dan berkeadilan.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan
berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan
publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan
pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan
perubahan. Rencana pembangunan nasional Tahun 2022 akan
ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang diarahkan untuk pencapaian
sasaran dan target pembangunan tahun 2022, antara lain :
Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 % - 6,0 %;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5% — 6,2%;

Gini Rasio (nilai) sebesar 0,376 — 0,378;

Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 73,44 — 73,48,;
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 % - 27,1 %;
Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102 — 104;

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102 — 105; dan

Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 % — 9,0 %.

¥ N o gk 0 b=
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4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2022

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2018-2023, pembangunan tahun 2022 diarahkan pada
“Akselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis SDA dan
Peningkatan SDM yang Berkualitas”. Dari tema tersebut
diharapkan Pembangunan Ekonomi di Kalimantan Barat dapat
tumbuh seiring dengan beroperasinya kawasan kawasan industri
tambang (bauksit) dan kawasan-kawasani ndustri kelapa sawit
yang hampir tersebar di Kabupaten Kalimantan Barat. Yang akan
diekspor melalui Pelabuhan International Kijing (Siap Beroperasi)
akan berdampak inklusif menurunkan angka pengangguran dan
kemiskinan di Kalimantan Barat. Mempersiapkan SDM yang
unggul dengan keterampilan yang sesuai dengan standar industri.
Harapan lainnya, terjadi peningkatan SDM yang berkualitas agar
dapat bersaing untuk mengelola /menjaga SDA sehingga

terciptanya keseimbangan alam dan manusia.

Dari tema diatas maka dijabarkan prioritas pembangunan

Provinasi Kalimantan Barat tahun 2022 sebagai berikut :
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2020 2022

No Indikator Makro . Prioritas Pembangunan
Realisasi Target

1 IPM 67,66 70,29 Pendidikan

Pembangunan asrama siswa SMA/SMK/SLB
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK/SLB
Pembangunan ruang kelas baru SMA/SMK/SLB
Pengadaan mebelair sekolah SMA/SMK/SLB
Perlengkapan siswa tidak mampu SMA/SMK/SLB
Beasiswa pendidikan siswa SMA/SMK/SLB
Beasiswa pendidikan siswa SMA/SMK/SLB yang tidak mampu
Pengadaan Komputer SMA/SMK/SLB
9. Pengadaan alat praktek dan peraga SMK dan SLB
10. Kejar Paket C
1 IPM 67,66 70,29  Kesehatan
Optimalisasi pelaksanaan vaksin
Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Soedarso
RS Rujukan Nasional bertaraf Internasional
Menurunkan angka stunting
Peningkatan pelayanan air bersih/sanitasi
Peningkatan indeks kualitas udara
Pemberian Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran (PBI) Bagi fakir
miskin dan orang tidak mampu
2 Pertumbuhan N/A 4,71-546 1. Penetapan RTRW Provinsi serta percepatan penetapan RTRW dan Rencana Rinci
Ekonomi Tata Ruang kabupaten/kota dalam rangka mendukung OSS

Optimalisasi Pelabuhan Kijing untuk meningkatkan ekspor
Mempercepat Hilirisasi Industri
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Perbatasan
Meningkatkan ekspor melalui PLBN
Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan berorientasi ekspor
Pengembangan Desa Wisata
Bumdes / Warung Desa
Optimalisasi pendapatan asli daerah

10. Peningkatan ketahanan pangan daerah dan swasembada beras

11. Penumbuhan klaster sentra produk pertanian

12. Penguatan basis data UMKM
3 TRT 5,81 553-4,29 1. Melanjutkan pelatihan satpam gratis bagi keluarga miskin
Transformasi Balai Latihan Kerja menjadi Pusat Sertifikasi Keahlian
Pelatihan Keterampilan gratis bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
Peningkatan Kualitas Data Kemiskinan (by name by address)
Percepatan peningkatan status IDM
Kolaborasi penangangan Peningkatan Status Kemandirian dan Kemajuan Desa
Fasilitasi bansos Kesejahteraan Keluarga
Program Padat Karya
Peningkatan anggaran untuk peningkatan jalan mantap
Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat
Penyediaan Air Baku
Peningkatan Rasio Elektrifikasi (menerangi desa gelap gulita)
Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Informatika (Aptika)

NSO RN =

Nk N>

Lo NOOA WM

4 Angka Kemiskinan 717 7,31-7,03

5 Infrastruktur 68,29

OTEFRCORND g O B 0N = EORINY)

Target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :

a. Indeks Infrastruktur sebesar 68,29
b. Indeks Reformasi Birokrasi nilai BB

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah nilai BB
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d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebsar 70,29
e. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,71-5,46

Indeks Gini sebesar 0,323-0,321

=

Desa Mandiri sebanyak 319

5 0

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,53 - 4,29

e

Angka Kemiskinan sebesar 7,31-7,03
j- Konflik Sosial tidak ada
k. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,70

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun
2022

Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 adalah
“ Penguatan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dalam
Mewujudkan Pembangunan SDM Dan Infrastruktur Dasar
Yang Berkualitas ”. Dari tema tersebut ditetapkan arah kebijakan
tahun 2022 sebagai berikut :

a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
akuntabel serta terjaganya kondusivitas wilayah

b. Pemenuhan infrastruktur dasar

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

d. Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka
kemiskinan dan pengangguran Pengembangan sektor unggulan
daerah (pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan,perdagangan, jasa dan  pariwisata) untuk
meningkatkan daya saing ekonomi

f. Pembangunan di kawasan Perbatasan, pesisir dan pulau pulau
kecil

g. Penataan wilayah perkotaan (Pasar, Terminal, Parkir, Taman,

dly).
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Dengan rancangan prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai

berikut :
NO INDIKATOR Tgl;ng T PRIORITAS PEMBANGUNAN
1 Indek 68,05 | Pendidikan
Pembangunan 1. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasana

Manusia (IPM)

Pendidikan

2. Peningkatan Kualitas PendidikanDasar

3. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

4. Diklat Calon Kepala Sekolah, Kepala
Sekolah dan Pengawas

Kesehatan

1. Optimalisasi Pelaksanaan Vaksin Covid-19

2. Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Penyakit Menular (Seperti
Covid-19)

3. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas
Pelayanan Bidang Kesehatan Terutama
Pada Penanganan Munculnya Kasus Re-
emerging Dan New Emerging Disease

4. Peningkatan Kualitas Sarana dan
Prasarana dan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Rujukan

5. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka
Kematian Bayi Angka Stunting dan Gizi
Buruk

6. Peningkatan Pemeliharaan/rehabilitasi
sarana dan prasarana Kesehatan dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

7. Pemberian Jaminan Kesehatan Penerima
Bantuan Iuran (PBI) Bagi fakir miskin dan
orang tidak mampu

8. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (G erm a s) ( Pengembangan
Lingkungan Sehat dan Penguatan Promosi
Germas)

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)

4,71 -
5,71

1. Perbaikan Infrastruktur untuk
mendukung Peningkatan Produksi
Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan
Peternakan dan Hilirisasi Produk

2. Peningkatan Produktivitas Komoditi
Unggulan Berorientasi Ekspor

3. Pengembangan Dan Optimalisasi Obyek
Wisata (Wisata Bahari, Wisata Alam)

4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
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. Penumbuhan Klaster Sentra Produk

Pertanian

. Kemudahan Perizinan Berusaha Dan

Berinvestasi Serta Pengendalian
Pengawasan Penanaman Modal

. Optimalisasi Sarana Prasarana

Perdagangan (Pasar Rakyat)

. Optimalisasi sarana prasarana ekonomi

KPPN Ledo dan Kawasan Perbatasan

. Optimalisasi Kelembagaan Ekonomi

(BUMD, Koperasi, UMKM dan Wira Usaha
Baru)

3 Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)

3,62 -
2,3

. Peningkatan keterampilan pencari kerja

(pelatihan bagi pencari kerja)

. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia Melalui Pelatihan Vokasi,
Kewirausahaan, Dan Keterampilan
Aplikatif Sesuai Dengan Kapasitas Dan
Daya Saing Daerah

. Pelatihan keterampilan bagi kaum

diphabel

4 Angka
Kemiskinan

6,5 -
6,28

. Peningkatan Kualitas Data Kemiskinan

Dan Verifikasi dan validasi data DTKS. (By
Name By Address)

. Fasilitasi Bansos Kesejahteraan Keluarga

. Program Padat Karya Di Desa

5 Indeks
Infrastruktur

62,00

. Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk

Peningkatan Daya saing daerah

. Meningkatkan Keandalan Sarana Dan

Prasarana Transportasi

. Meningkatkan Keandalan Sistem

Jaringan Infrastruktur Sumber Daya
Air Dan Pengelolaan Sumber Daya Air

6 Indeks
Reformasi
Birokrasi

. Penguatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik

. Penguatan Data Base Sektoral Dalam

Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan

. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

. Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Dan Redistribusi SDM Aparatur

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7 Indeks Indeks
Kualitas
Lingkungan

65,98

. Inventarisasi Kerusakan Sumber Daya

Alam

. Pemanfaatan Teknologi Yang

mendukung Pembangunan
Berwawasan Lingkungan

. Antisipasi Dampak Terhadap

Lingkungan Hidup

. Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya

Alam
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. Pendayagunaan Wilayah Dengan Tidak

Merusak Lingkungan Hidup

. Partisipasi Warga Masyarakat Dalam

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Persentase Desa
Mandiri

13,11%

. Percepatan Peningkatan Status

Kemandirian Dan Kemajuan Desa
Berbasis Kewiliyahan

. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa

. Percepatan Penerapan Teknologi Informasi

Menuju Smart Desa

. Program Kerjasama Pemanfaatan Sistem

Informasi Teknologi Komunikasi

. Optimalisasi Kelembagaan BUMDES

. Pengembangan Desa Wisata Dan Warung

Desa
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BAB V
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan prioritas
perangkat kerja Kabupaten Bengkayang yang disajikan pada tabel
berikut ini berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan yang
disampaikan oleh setiap perangkat daerah, berikut ini disajikan
rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas 43 perangkat

kerja daerah pada lampiran belakang dokumen ini.
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten
Bengkayang dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan
yang ada di Kabupaten Bengkayang. Indikator-indikator
pembangunan tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh
Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui pelaksanaan program

dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan
daerah tahun 2022, telah ditetapkan target yang harus dicapai

pada indikator kinerja utama tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022
Kondisi Awal
NO | Indikator Kinerja Utama (IKU) periode RPJMD PROYEKSI
2020 2022
(1) (2) (3) (4)
1. | Indeks Pembangunan Manusia 67,87 68,05
2. | Indeks Kerukunan Beragama /
Indeks Toleransi NA 8
3. | Indeks Reformasi Birokrasi CC B
4. | Indeks Infrastruktur 61,2 62
5. | Pertumbuhan ekonomi -1,99 4.96-5,71
6. | Indeks Gini 0,300 0,296
7. | Tingkat Pengangguran 3,91 3,61
8. | Angka Kemiskinan 6,62 6,28
9. | Desa berstatus swasembada 6,56 12,30
10. | Desa mandiri 4,92 13,11
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Kondisi Awal
NO | Indikator Kinerja Utama (IKU) periode RPJMD PROYEKSI
2020 2022
11. | Capaian Rencana Aksi 0 60
Pembangunan Wilayah Perbatasan
12. | Indeks Kualitas Lingkungan 63,77 65,98

6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bengkayang tahun
2022 merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut
ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran
perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun yang tersebar di seluruh urusan
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah, sebagai berikut :
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Penetapan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 - 2026

Kondisi ..

Awal e Kondisi

N Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja riode Target Capaian Kinerja Kinerja
° Pembangunan Daerah SEIED e ada Akhir
9 RPJMD pada

2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2028 | onode

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
. 0 5,00- 5,05- 5,10- 5,15-

1. Pertumbuhan ekonomi % -1,99 4,96-5,71 575 5,80 5 85 5.90 5,15-5,90
2. PDRB per kapita Rp. (Juta) 33,57 34,76 35,38 35,97 36,53 37,02 37,02
3. Indeks Gini Skor 0,300 0,296 0,293 0,291 0,289 0,286 0,286
4. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan % 93,38 93,72 93,88 94,05 94,22 94,38 94,38
5. Indeks Pembangunan Manusia % 67,87 69,05 69,74 70,35 70,96 71,58 71,58
6. Angka Melek Huruf % 93,50 95,68 96,77 97,86 98,95 100,00 100,00
7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 6,76 7,07 7,23 7,38 7,54 7,70 7,70
8. Angka usia harapan hidup Tahun 73,83 7417 74,33 74,50 74,67 74,84 74,84
9. Persentase balita gizi buruk % 12,5 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 95
10. | Tingkat partisipasi angkatan kerja % 75,81 76,81 77,31 77,81 78,31 78,81 78,81
11. | Tingkat pengangguran terbuka % 3,91 3,61 3,41 3,30 3,15 3,05 3,05
12. Rasio Penduduk yang bekerja % 96,09 96,39 96,59 96,70 96,85 96,95 96,95
13. | Indeks Kepuasan Masyarakat % 32 40 50 60 65 70 80
14. Persentase PAD Terhadap Pendapatan % 59 6,1 6,4 6,7 7 7,3 73
15. | Opini BPK - WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
16. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 73,83 78,29 80,64 83,06 85,55 88,12 88,12
17. Penguatan Cadangan Pangan % 56,11 58,38 59,54 60,74 61,95 63,19 63,19
18. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB % 33,63 33,80 33,88 33,97 34,05 34,14 34,14
19. | Produksi Sektor Pertanian Ton/Tahun 0 283.945 303.822 | 324.064 | 347.844 | 372.193 372.193
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Kondisi

Awal o Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2028 | "enode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) ©9) (10)
20. | Produksi Sektor Perkebunan Ton/Tahun 112.114 112.114 112115 | 112115 | 112116 | 112117 112.117
21. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB % 3,03 3,045 3,05 3,055 3,06 3,07 3,07
22. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Rp. 3,87 3,88 3,89 3,90 3,91 3,92 3,92
23. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB % 15,08 15,44 15,69 15,83 15,96 16,21 16,21
24. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 9,85 9,22 9,43 9.86 9,95 10,14 10,14
25, Kontribusi Indt_Jstrl Rumah Tangga Terhadap PDRB % 0 9.90 9.98 9.96 9.98 9.98 9.98
Sektor Industri
26. | Pertumbuhan Industri % -4,09 3,69 3,81 4,24 4,87 5,03 5,03
ASPEK DAYA SAING DAERAH
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita JutaRp 11,57 15,64 17,47 20,24 22,76 25,03 25,03
2. Nilai Tukar Petani Poin 100,2 101,2 101,7 102,4 102,9 103,5 103,5
3. Pengeluaran konsumsi non pangan Perkapita Juta Rp 6,40 8,27 8,76 9,21 9,76 10,05 10,05
4 Eirssaentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total % 6.56 12.30 16.39 20,43 24,53 28,69 28,69
5. Rasio Ketergantungan Rasio 4412 43,82 43,52 43,22 4310 43,00 43,00
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Dasar
1 PENDIDIKAN
1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 93,00 95,00 96,00 97,00 98,00 100,00 100,00
1.2 | Angka partisipasi kasar
1.2.1. | Angka partisipasi kasar SD/MI % 98,25 99,25 99,75 100,25 100,75 101,25 101,25
1.2.2. | Angka partisipasi kasar SMP/MTs % 91,52 93,52 94,52 95,52 96,52 97,52 97,52
1.3. | Angka pendidikan yang ditamatkan % 73,14 7542 76,56 77,70 78,84 79,98 79,98
1.4. | Angka Partisipasi Murni
1.4.1. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 95,25 96,25 96,75 97,25 97,75 98,25 98,25
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Kondisi Kondisi
Awal e
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja \!vad Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Period
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) (9) (10)
1.4.2. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 58,42 61,34 62,80 64,26 65,72 67,18 67,18
1.5. | Angka Partisipasi Sekolah
1.5.1. | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 98,60 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 99,80
1.5.2. | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 93,17 95,17 96,17 97,17 98,17 99,17 99,17
1.6. | Angka Putus Sekolah :
1.6.1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,14 0,12 0,11 0,10 0,05 0,00 0,00
1.6.2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,10 0,10
1.7. | Angka Kelulusan:
1.7.1. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.7.2. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.8. | Angka Melanjutkan (AM):
1.8.1. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 90,52 92,50 93,50 95,00 97,50 100,00 100,00
1.8.2. | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SM % 90,30 91,80 93,30 94,80 96,30 97,80 97,80
1.9. | Fasilitas Pendidikan
1.9.1. | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
192 Sekolah penQ|d|kan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi % 76,00 81,00 85,00 89,00 93,00 97,00 97,00
bangunan baik
110 Rasp Ketersedlaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 125,00 105 95 85 75 65 65
Pendidikan Dasar
111, Rasp Ketersed|aan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 2% 27 27 28 28 29 29
Pendidikan Menengah
1.12. | Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar 15,00 13 12 11 11 10 10
1.14. | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 20 21 21 22 22 23 23
i 1 i 0,
116. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan % 50,71 70.71 80,71 90,71 100 100 100
sekolah dasar
1.19. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jiwa 2.930 3.063 3.129 3.195 3.262 3.329 3.329
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Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2028 | "enode

(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) &) (10)

2. KESEHATAN

2.1. | Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Per 1000 kh 12 12 12 11 11 10 10
2.2. | Angka kelangsungan hidup bayi Per 1000 kh 9,9 8,9 8,4 79 74 6,9 6,9
2.3. | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Per 1000 kh 7 7 7 6 6 6 6
2.4 | Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Per 1000 kh 9 8 8 7 7 6 6
2.5. | Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup Per 100.000 kh 84 84 83 82 81 80 80
2.6 | Rasio posyandu per satuan balita Per 100 balita 0,71 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74
27. | Rasio puskesmas, polikiinik, pustu per satuan penduduk Per;ggk”b“ 3.768 4017 4141 | 4265 | 4390 | 4514 4154
28. | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Per;é’gk”b“ 143183 152,633 | 157.358 | 162.083 | 166.808 | 171.533 | 171533
29. | Rasio dokter per satuan penduduk Per;é’gk”b“ 2982 3.180 3278 | 3377 | 3475 | 3574 3574
2.10. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk Per;é)(?knbu 249 265 274 282 290 298 298
2.11. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 89 89 90 91 92 93 93
212, Cakupan pg@olongan per§al|ngn oleh tenaga kesehatan % 78 79,0 80,5 82,0 83,5 85,00 85,00

yang memiliki kompetensi kebidanan

213, (Cl)Jaé:J)pan Desalkelurahan Universal Child Immunization % 65,50 675 68,5 70,0 72,0 72,0 720
2.14. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100
2.16. | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % 78,4 95 95 95 95 95 95
2.17. | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2.18. | Cakupan balita yang pneumonia yang ditangani % 100 100 100 100 100 100 100
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Kondisi .
. . . Awal o Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja i Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Peri
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) . _ (3) (4) () (6) (7) (8) &) (10)
219, %\Iéugir,; penemuan dan penanganan penderita penyakit % 80 85 90 95 95 95 100,00
2.20. | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kasus 273 289 303 300 297 298 100
291, g;nr?dkj;:zmatlan karenaTuberkulosis (per 100.000 % 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,00
Proporsi Jumlah Kasus tuberkulosis yang terdeteksi % 100
222 | 4alam program DOTS 80 8 %0 % % % 100
293, Proporsi Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh % 90 95 100 100 100 100 100
dalam program DOTS
2.4, | Cakupan penemuan dan penanganan pendefita penyaid % 100,00 10000 | 10000 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 100,00
2.25. | Penderita diare yang ditangani % 100 100 100 100 100 100 100
2.26 | Angka kejadian malaria % 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
2.27. | Tingkat kematian akibat malaria % 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
i i i 0,
298, Pro.por5| gpak balita yang tidur dengan kelambu % 80 85 90 95 100 100 100
berinsektisida
H i H 1 0,
299, Propors[ anak pahta dengan demam yang diobati dengan % 100 100 100 100 100 100 100
obat anti malaria yang tepat
2.30. | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % 0,24 0,20 0,18 0,15 0,10 0,05 0,0
231, Ffenggunaar! kondom pada hubungan seks beresiko % 80 85 90 95 100 100 100
tinggi terakhir
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki 0
232 pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS h 80 8 %0 % 100 100 100
2.34. | Cakupan kunjungan bayi % 90 90 91 92 93 94 94
2.37. | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 89 89 90 91 92 93 93
2.38. | Cakupan pelayanan nifas % 80 80 82 84 86 90 90
2.39. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 90 90 91 92 93 94 94
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Kondisi Kondisi
Awal . L
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja W Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Period
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) ) (10)
2.40. | Cakupan pelayanan anak balita % 89 89 90 91 92 93 93
H i 0,
2 45, Cakupgn Desa/.KeIur.ahan_ mengalaml KLB yang dilakukan % 100 100 100 100 100 100 100
penyelidikan epidemiologi <24 jam
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1. | Pekerjaan Umum :

311 SP;(;;;(:\;& panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan % 5.7 56,4 58,04 50,6 611 62.7 62,7
314 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km 713,47 723,47 743,47 763,47 783,47 803,47 833,47
| KM/iJam) % 55,74 56,52 58,08 59,96 61,21 62,77 65,11
3.1.7. | Persentase Rumah tinggal bersanitasi % 49,01 54,01 59,01 64,01 69,01 74,01 79,01

H iel H 0,
319, Pgrsent.as.e drainase dalam kondisi baik/pembuangan % 35 40 45 50 55 60 65
aliran air tidak tersumbat
3.1.12. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 34,38 38,61 42,84 47,07 51,30 55,53 59,76
3.1.13. | Rasio jaringan irigasi 0,00218 0,00227 0,00227 | 0,00235 | 0,00248 | 0,00252 0,00261
3.1.14. | Persentase Penduduk berakses Air minum % 65,82 67,82 69,82 71,82 73,82 75,82 77,82
3115, Proporsi ru.mah tangga dengan akses berkelanjutan % 60,06 75 80 85 86 87 87
terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
3.1.16. | Persentase areal kawasan kumuh % 16,64 13 10 8 7 4 4
3.1.17. | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Unit 3 2 2 2 2 2 13
3.1.19. | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
3.2. | Penataan Ruang :
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 0
3.2.1. HPL/HGB % 31 51 6,1 71 8,1 9.1 9.1
399 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah % 45 47 48 49 5 51 51

kota/kawasan perkotaan
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Kondisi .
Awal f Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Peri
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) &) (10)
3.2.3. | Rasio bangunan ber IMB per sataun bangunan 20 34 41 48 55 62 69
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan
3.2.5. | hasil pemotretan citra satelit dan suvei foto udara 68 68 68 68 68 67 67
terhadap luas daratan
3.2.6. | Ketaatan terhadap RTRW % 68 78 83 88 93 100 100
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.1. | Rasio rumah layak huni 0,1681 0,1682 0,1683 0,1684 0,1685 0,1686 0,1686
4.2. | Rasio pemukiman layak huni 0,78 0,80 0,84 0,88 0,91 0,95 0,95
4.4. | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau % 7,07 11,04 15,01 18,98 22,95 26,91 26,91
1 i 0,
47 Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan % 25,00 23,00 18,00 15,00 10,00 0 0
perkotaan
4.8. | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan % 28,00 25,00 20,00 15,00 10,00 0 0
i 0,
49, | Gakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang h 29.03 29,84 3790 | 4597 | 5403 | 6210 62,10
didukung dengan PSU
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.1. | Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) % 100 100 100 100 100 100 100
59 Tingkat penyele§a|an pelanggaran K3 (ketertiban, % 100 100 100 100 100 100 100
ketentraman, keindahan)
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah .
54. layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Menit 80 70 70 60 60 60 60
5.5. | Persentase Penegakan PERDA % 13 33 46 66 80 100 100
6. Sosial
6.1. | Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial | Jiwa [ 0011 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30
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Kondisi

Kondisi
Awal . L
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja W Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Period
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) &) (10)
6.2. | Persentase PMKS yang tertangani %
6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan % 0,011 10 15 20 25 30 30
" | sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
6.7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan % 100 100 100 100 100 100 10
" | sosial selama masa tanggap darurat
6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan % 100 100 100 100 100 100 100
" | menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta % 0,011 10 15 20 25 30 30
6.9. | lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan
sosial
Layanan Urusan Wajib Non Dasar
1. Tenaga Kerja
1.1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 0 0 5 9 6 12 12
1.3. | Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan jiwa 120 140 261 279 288 290 290
1 i i 0,
15, jzenf:;[‘eﬁeke”a’ buruh yang menjadi peserta program h 2,000 3.000 3500 | 4000 | 4500 | 4500 4500
19. Besara.n tenaga kerjg yang mendapatkan pelatihan Orang 38 3 48 54 70 70 70
berbasis kompetensi
110, Besara.n tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Orang 20 20 30 40 50 50 50
berbasis masyarakat
111, Besgran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Orang 20 40 50 60 70 70 70
kewirausahaan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 3,95 413 4,23 4,32 442 4,52 4,52
2.2. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 20 20 20 20 33 33 33
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Kondisi .
Awal e Kondisi
N Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja iod Target Capaian Kinerja Kinerja
° Pembangunan Daerah Satuan perioce pada Akhir
RPJMD .
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2028 | "enode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) ©) (10)
2.3. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta Orang 53.789 62.789 65.789 67.789 69.289 70.289 70.289
2.6. | Partisipasi angkatan kerja perempuan % 63,23 64,23 65,23 66,73 68,23 70,00 70,00
2.7. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas % 840 860 880 900 920 940 940
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
2.8. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang %
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan
terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan 5 13 18 23 28 33 33
PPT/PKT di Rumah Sakit
2.9. | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh %
petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan 1 1 1 1 1 1 1
anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
2.10. | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan %
sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus 8 8 8 8 8 8 8
kekerasan terhadap perempuan dan anak
2.11. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang % 5 20 25 30 35 40 40
mendapatkan layanan bantuan hukum
2.12. | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak % 49 47 59 57 62 67 67
korban kekerasan
2.13. | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan % 1 47 59 57 62 67 67
anak korban kekerasan
2.14. | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD 30 33 35 35 36 37 35
2.15. | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP 30 33 35 35 36 37 35
2.16. | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA 30 33 35 35 36 37 35
2.17. | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi 30 33 35 35 36 37 35
2.18. | Rasio melek.huruf perempuan terhadap laki-laki pada 30 33 35 35 36 37 35
kelompok usia 15-24 tahun
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Kondisi .
Awal e Kondisi
N Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja iod Target Capaian Kinerja Kinerja
() Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada.Akhlr
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | erede
(1) _ 2 _ (3) (4) () (6) (7) (8) ©) (10)
2.19. Kontnbus[ perempuan dalam pekerjaan upahan di sector % 30 33 35 35 36 37
nonpertanian
3. Pangan
3.1 Ketersediaan pangan utama % 242,68 267,55 280,93 294,98 309,72 325,21 325,21
3.2 | Ketersediaan energi dan protein perkapita Kkal/Kapita/hari 2.245 2.335,7 2.382,41 | 2.430,06 | 2.478,66 | 2.528,23 2.528,23
Gram/Kapita/hari 54,54 56,74 57,88 59,04 60,22 61,42 61,42
3.3 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan % 90 93 94 96 97 98 98
4. Pertanahan
4.1. | Persentase luas lahan bersertifikat % 25,76 35 40 50 65 75 80
4.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara % 0 2 2 2 2 2 12
4.3. | Penyelesaian izin lokasi % 5 5 5 5 5 5 35
5. Lingkungan Hidup
5.1. | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/kota Ada / tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
5.2. | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Ada / tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kabupaten/kota
5.3. | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Ada / tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kabupaten/kota
5.4. | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Angka 50 53 53,50 53,50 54,00 55,00 55,00
5.5. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Angka 91,31 91,67 91,80 92,00 92,30 92,50 92,50
5.6. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas tutupan lahan Angka 35,81 38 40,54 42,81 45,08 47,35 47,35
5.19. | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % 0 23 24 26 28 30 30
5.20. | Persentase cakupan area pelayanan % 5 13 25 32 49 49 49
5.21. | Persentase jumlah sampah yang tertangani % 5 11 20 30 50 70 70
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Kondisi ..
Awal e Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2028 | "enode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) &) (10)
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6.5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/tidak Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
6.6. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 90,73 92,30 92,89 93,21 93,49 93,70 93,70
6.7. | Cakupan penerbitan akta kelahiran % 65,55 75 85 94 98 98 98
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
71 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan % 70 75 80 85 90 90 90
desa yang baik
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
72. pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelompok 0 ! 2 3 4 5 15
7.3. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Tim Rak (%) 3,69 45 70 85 90 90 90
74. | Persentase LSM aktif % 10 20 20 30 30 35 35
7.5. | Persentase LPM Berprestasi % 2 5 10 20 40 50 50
7.6. | Persentase PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 100
7.7. | Persentase Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 100 100
78, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan % 9 10 10 15 20 25 25
masyarakat
7.9. | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 2 15 20 25 30 30 30
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.1. | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 2,5 2,7 29 3 3,2 3,5 3,5
8.2. | Total Fertility Rate (TFR) % 2,45 2,50 2,90 3 3,2 35 35
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Kondisi .
Awal f Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2028 | "enode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) &) (10)
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
8.3. | berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui % 22,2 245 25 25,6 25,8 25,20 25,50
Kampung KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
8.4. | menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk % 2,45 2.50 2,90 3 3,2 3,5 3,5
Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala
8.5. | Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas instansi 2 3 4 5 6 7 7
dan kualitas penduduk
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal,
8.7. | nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kecamatan 1 2 3 4 5 6 6
kependudukan
8.8. | Rata-rata jumlah anak per keluarga jiwa 2,92 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,30
8.9. | Rasio akseptor KB % 6,32 6,71 6,90 7,30 7,50 7,70 7,70
H H 1 0,
8.10. Angll<a pemgka|an kontrasepsi/CPR bagi perempuan % 69,91 7118 71,55 71.93 72 72,50 72,50
menikah usia 15-49
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per %
811 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) 61 59 5 52 49 44 44
8.12. Qakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya % 87 82 77 72 6.7 6.2 6.2
dibawah 20 tahun
— Y . 5
8.13. S::g)pan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet % 9.84 953 9.26 8.93 875 8.51 8.51
H H 0,
8.14. (Pl\(;lr(sJeFr)])tase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang % 66,55 66,9 67,25 67.73 67,91 68 68
1 i 0,
8.15. Persentasg tingkat keberlangsungan pemakaian % 71,79 79 72,25 72,50 72,75 73 73
kontrasepsi
8.16. | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 80 80,30 80,50 80,70 81 81,9 81,9
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Kondisi .
Awal f Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Peri
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) 9) (10)
8.17. | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB % 271,25 29,25 30,25 31,25 32,50 33,50 33,50
8.18. | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB % 12 11,50 11 10,50 10 9,50 9,50
1 i 1 0,
8.19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap % 94,45 94,80 95,15 95,45 95,78 9% 9%
Kecamatan
i i 0,
g0, | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan % 70,59 76,47 8235 | 8824 | 9411 | 9535 95,35
Konseling Remaja/Mahasiswa
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan %
8.22. | Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87 87,5 88 88,5 89 89,5 89,5
mandiri
. - 5
8.3, Ra§|o petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) % 54,83 56,66 58,62 60,71 62,96 65,38 65,38
setiap desa/kelurahan
i H 1 i 0,
8.24. Cakupan kgtersed|aan dan dllstnbu13| alat dan obat % 30 32 36 40 43 45 45
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan %
8.25 wﬂayah)lyang bekerjasama dengan BPJS dan 222 226 23.1 235 24 244 244
memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan
standarisasi pelayanan
8.28. Cakupan kelompok keglgtan yang melakukan pembinaan % 79 75 80 85 87 90 90
keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang %
8.29. | memahami dan melaksanakan pengasuhan dan 22,1 22,51 23,1 23,51 241 241 241
pembinaan tumbuh kembang anak
8.30. | Rata-rata usia kawin pertama wanita % 20.9 21 21,3 215 217 219 219
9. Perhubungan
9.1. | Jumlah arus penumpang angkutan Umum Orang 415.049 460.086 484.405 | 510.010 | 536.968 | 565.351 565.351
9.2. | Jumlah ijin trayek Trayek 5 3 2 2 2 2 2
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Awal f Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2028 | "enode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) (9) (10)
9.3. | Jumlah uji kir angkutan umum Unit 202 215 222 229 236 243 243
94. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Unit 1 1 1 1 1 1 6
9.4.1. | Pelabuhan Sungai Unit 0 0 1 1 1 0 3
9.4.3. | Terminal Bis Unit 2 1 0 1 0 1 5
9.5. | Persentase Layanan Angkutan Darat % - - - - - - -
9.6. | Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum % 11,51 15 20 40 50 60 60
9.7. | Pemasangan Rambu-rambu % 200 60 60 60 60 60 60
9.9. | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Org 415.049 460.086 484.405 | 510.010 | 536.968 | 565.351 565.351
9.10. ;er“t':;‘u‘:ang/barang melalui dermagal bandara/ terminal Org M5049 | 460.086 | 484405 | 510.010 | 536.968 | 565351 | 565.351
10. Komunikasi dan Informatika
10,1, | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok % 17,65 2941% | 4118 | 5294% | 7059 | 10000 | 100,00
Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
10.2. | Cakupan Layanan Telekomunikasi % 60 70 80 90 100 100 100
10.3. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % 0 50 60 70 80 90 90
10.4. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet % 0 30 40 50 60 70 70
10.5. | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi % 0 20 30 40 50 60 60
1. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
11.1. | Persentase koperasi aktif % 76 78 79 80 81 81 81
11.2. | Persentase UKM non BPR/LKM aktif Unit 0 2 3 4 5 5 5
11.3. | Persentase BPR/LKM aktif Unit 0 2 3 4 5 5 5
Persentase Usaha Kecil dan Menengah Yang Memiliki 0
114. Standar Produk % 0 30 40 50 60 60 60
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Awal f Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Peri
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) ©) (10)
12. | Penanaman Modal
12.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Perusahaan 67 77 82 86 89 94 94
12.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Milyar Rp 2.461,39 3.115,67 3.689,20 | 3.97545 | 4.211,77 | 4.765,30 4.765,30
12.3. | Rasio daya serap tenaga kerja TK 75 99 110 115 130 140 140
124, ﬁ:::;an / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Milyar Rp 155,75 31742 | 57353 | 28625 | 23632 | 55353 | 553,53
13. | Kepemudaan dan Olahraga
13.1. | Persentase organisasi pemuda yang aktif % 47,37 76 77 78 79 80 80
13.2. | Persentase wirausaha muda % 40 50 55 60 65 70 70
13.3. | Cakupan pembinaan olahraga % 55 55 58 60 62 65 65
13.4. | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % 100 100 100 100 100 100 100
13.5. | Cakupan pembinaan atlet muda % 35 55 60 65 70 75 75
13.6. | Jumlah atlet berprestasi Org 8 9 10 11 12 13 13
13.7. | Jumlah prestasi olahraga Cabor 6 7 7 8 8 8 8
14. | Statistik
14.1. | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada/tidak Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
14.2. | Buku ‘Kabupaten Dalam Angka’ Buku 1 1 1 1 1 1 1
14.3. | Buku ‘PDRB’ Buku 1 1 1 1 1 1 1
15. Persandian
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan 0
151, sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah & 0 40 60 80 100 100 100
16. | Kebudayaan
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Awal f Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | erede
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) ©) (10)
16.1. | Penyelenggaraan festival seni dan Budaya Event 1 1 3 4 5 6 7
16.2. B.enda,.S|tus dan Kawasan Cagar Budaya yang Unit 9 2 3 4 6 7 8
dilestarikan
16.3. | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Unit 0 3 6 9 12 15 15
16.4. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Unit 0 5 10 15 20 25 25
17. | Perpustakaan
17.1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Org 1500 4000 5000 8000 9000 10000 10000
17.2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eks 31179 31500 32000 33000 34000 35000 35000
17.3. | Rasio perpustakaan persatuan penduduk % 1 1 1,5 15 2 2 2
17.4. | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun org 125 300 350 400 450 500 500
17.5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan judul 9847 9900 10100 10300 10500 10700 10700
176. Jumlgh .pustglfawan, tenaga teknis, dan penilai yang org 17 25 30 35 40 45 45
memiliki sertifikat
18. Kearsipan
18.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip % 15 2 o4 % 28 30 30
secara baku
18.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan org 45 6 7 8 9 10 10
Layanan Urusan Pilihan
1. Pariwisata
1.1. | Kunjungan wisata Orang 135,076 178,300 320,941 | 449,317 | 539,180 | 647,016 647,016
1.2. | Lama kunjungan wisata Hari 3 3 3 3 3 3 3
1.3. | PAD sektor pariwisata % 8,40 8,80 9,20 9,40 9,80 10,00 10,00
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Awal f Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
2020 2022 2025 | 2024 | 2025 | 2028 | "enode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) ©) (10)
2. Pertanian
2.1. | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB % 33,63 33,80 33,88 33,97 34,05 34,14 34,14
25, Eg‘r’i‘gfg'rtas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya TonHa 57.286 61961 | 64439 | 67.017 | 69.697 | 69.697 | 69.697
2.6. | Cakupan bina kelompok petani Poktan 31,80 54,65 57,57 60,42 63,27 66,05 66,05
2.7 | Produksi sektor Pertanian Ton 191.611 201.713 206.986 | 212.415 | 218.003 | 223.757 223.757
2.8 | Produksi sektor Perkebunan Ton 112.114 119.000 120.000 | 125.000 | 135.000 | 141.000 141.000
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
4.1. | Persentase rumah tangga yang pengguna listrik % 77,42 87 92 95 97 100 100
5. Perdagangan
5.1. | Ekspor Bersih Perdagangan
5.2. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kelompok 19 24 26 29 31 34 34
6. Perindustrian
6.1. | Cakupan bina kelompok pengrajin % 0 25 30 35 40 50 50
1. Transmigrasi
7.1. | Pengembangan Satuan Kawasan Permukiman Kawasan 0 1 1 1 1 2 6
8. Kelautan dan Perikanan
8.1. | Produksi perikanan Ton 5,281 5711 5,911 6,148 6,363 6,522 6,522
8.2. | Konsumsi ikan % 38 44 46 48 52 57 57
8.3. | Cakupan bina kelompok nelayan % 66 77 80 84 90 99 99
8.4. | Produksi perikanan kelompok nelayan Ton 2,550 2,758 2,854 2,969 3,072 3,149 3,149
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Awal f Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Peri
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) _ _ (2) (3) (4) () (6) (7) (8) &) (10)
85 P.ropo.r3| tangkapan ikan yang berada dalam batasan Ton 2550 2758 2854 2969 3.072 3.149 3.149
biologis yang aman
86 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas Poin 20/76 27/76 35/76 37176 46/76 50/76 50/76
" | perairan teritorial
8.7. | Nilai tukar nelayan Poin 2.50 273 2.87 2.97 3.06 321 321
Penunjang Urusan
1. Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah .
1.1. ditetapkan dengan PERDA Adaltidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang .
1.2. telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah .
1.3. ditetapkan dengan PERKADA Adaltidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
14 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan Adaltidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
dengan PERDA
1.5. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % 80 90 95 95 100 100 100
1.6. | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD % 80 90 95 95 100 100 100
2. Keuangan
2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2.2. | Persentase SILPA % 6,38 5,58 2,50 2,95 2,31 2,38 2,38
2.3. | Persentase SILPA terhadap APBD % 6,38 5,58 2,50 2,95 2,31 2,38 2,38
2.5. | Persentase belanja pendidikan (20%) % 28.96 20 20 20 20 20 20
2.6. | Persentase belanja kesehatan (10%) % 20.95 10 10 10 10 10 10
2.8. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % 10 10 10 10 10 10 10
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Kondisi .
Awal e Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Peri
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) &) (10)
Tepat Waktu/ Tepat Tepat Tepat Tepat
2.9. | Penetapan APBD Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Tepat Waktu
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
31 E;;at;rr]zt: lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Jam 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%
39 Persgntase ASN yang mengikuti pendidikan dan % 40 40 45 45 35 35 95%
pelatihan formal
33 Persenta’ge Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan % 40 40 45 45 35 35 95%
dan pelatihan struktural
3.4. | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 18 18 18 18 18 18 100%
3.5. | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 430 451 455 459 471 526 100%
36, | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada Orang 2627 2680 2880 | 2650 | 2600 | 2450 100%
instansi pemerintah
4. Penelitian dan Pengembangan
4.1. | Persentase implementasi rencana kelitbangan. % 0 100 100 100 100 100 100
4.2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. % 0 90 95 100 100 100 100
43 Persentase.perangkat daerah yang difasilitasi dalam % 0 46 56 69 80 92 100
penerapan inovasi daerah.
4.4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. % 0 90 95 100 100 100 100
5. Pengawasan
5.1. | Persentase tindak lanjut temuan % 70.12 75,00 76,00 78,00 80,00 85,00 85,00
5.3. | Jumlah temuan BPK % 38 10 5 2 0 0 0
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Kondisi

Awal o Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja A Target Capaian Kinerja Kinerja
No Satuan periode .
Pembangunan Daerah RPJMD pada Akhir
Peri
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 eriode
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) ©) (10)
6. Sekretariat Dewan
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- )
6.1. alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota AdafTidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja
DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi
6.2. | Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Terintegrasi  program- program DPRD untuk
6.3 melaksanakan  fungsi pengawasan, pembentukan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Tahunan Daerah, yang disusun berdasarkan prinsip money follow
program dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik,
Integratif dan Spasial yang berpedoman pada Rancangan RPJMD
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 serta disinergikan
dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Kalimantan Barat.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar dapat
berjalan dengan baik. Dokumen RKPD memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang sah.

Disamping itu, RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran
pembangunan dengan mendorong peningkatan kinerja pemerintah
agar lebih efektif, efisien dan optimal. Capaian ini tidak terlepas
dari  pertimbangan kewenangan yang dimiliki dengan
memperhatikan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya,
lingkungan strategis dan tantangan permasalahan strategis yang
dihadapi, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran yang
dimiliki.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 digunakan
sebagai landasan, pedoman dan acuan dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD juga
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sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan

g KQ‘ Bow’ﬂpr‘”’ 20?2"L~v‘
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penyelenggaraan urusan pemerintahan dan lintas urusan
pemerintah daerah yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan
serta tanggungjawab perangkat daerah yang dituangkan dalam
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya komitmen, konsistensi, semangat dan
partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan
dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam
RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sangat diharapkan
guna mendukung tercapainya target kinerja tahunan dan

terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bengkayang.
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Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022
Urusan/ Bidang Indikator Program/ Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Ma;uZRencana Tahun
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok 023 Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 310,295,331,074 2,430,882,384
PROGRAM
PENUNJANG
01 |01 URUSAN 199,491,015,794 1,446,250,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
01 {01 [2.01 Penganggaran, dan 26,000,000 26,250,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Dokumen (Renja 2022,
Penyusunan Dokumen EerL.Jb.aRhantRenéa 2_02_‘!' 9 9 [DANA UMUM] - Dana 9 DINAS PENDIDIKAN
01101 [2.01(01 [Perencanaan Perangkat ?VISI_ enstra, Ferjanjian 5,000,000 Transfer Umum-Dana 6,250,000
Kinerja 2021, Perubahan [dokumen dokumen ) dokumen DAN KEBUDAYAAN
Daerah N S Alokasi Umum
Perjanjian Kinerja 2021,
IKU, RAK, RKT,RUP 2021)
Kab.
Koordinasi dan Jumlah Jenis Dok 1 1 gengkayang, [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS PENDIDIKAN
01101 [2.01{02 [Penyusunan Dokumen umiah Jenis bokumen 2,500,000 emua Transfer Umum-Dana 3,125,000
RKA tahun 2022 dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
RKA-SKPD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan Jumlah Dok 1 1 L(abSUPaten/Ko [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS PENDIDIKAN
01 {01 |2.01{03 [Penyusunan Dokumen [T o" Zokumen 2,500,000( & >*™48 I Transfer Umum-Dana 3,125,000
Perubahan RKA dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Bengkayang, | naANA UMUM] - Dana
01 lo1 12.01l04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA 1 1 3,000,000 Semua Transfer Umum-Dana 1 3.750,000 DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan DPA-SKPD (2022 dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Koordinasi dan Do berubah : : gengkayang' [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS PENDIDIKAN
01 [01 |201]05 [Penyusunan Perubahan| or +or ForPanan 3,000,000[ M2 Transfer Umum-Dana 3,750,000
DPA 2021 dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
DPA-SKPD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Koordinasi dan Eab. K
Penyusunan Laporan 3 3 Seng ayang. [DANA UMUM] - Dana 3 DINAS PENDIDIKAN
01|01 |2.01[06 |Capaian Kinerja dan  |Dokumen Laporan 5,000,000[>°M"2 Transfer Umum-Dana 6,250,000
. L dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
Ikhtisar Realisasi S Alokasi Umum
Kinerja SKPD emua
Kelurahan
Dokumen (LKjIP 2021, Eab‘ y
Evaluasi Kineri Laporan Evaluasi Renstra 5 Seng ayang. [DANA UMUM] - Dana 5 DINAS PENDIDIKAN
01 [01 |201]|07 [Sv@u@sthinena 2021-2026, Dokumen 5,000,000 [>¢™"2 Transfer Umum-Dana
Perangkat Daerah . |dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
LPPD, Laporan Evaluasi S Alokasi Umum
RENJA) emua
Kelurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targfet Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Administrasi
01 |01 (2.02 Keuangan Perangkat 198,004,435,074 13,750,000
Daerah
Kab.
Bengkayang, | hANA UMUM] - Dana
01 |01 [202|01 |Penyediaan Gajidan |frekuensi pembayaran ) o 14 bulan 197,823,435,074| 512 Transfer Umum-Dana 14 bulan o[P!NAS PENDIDIKAN
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Zzny?qiia”, [DANA UMUM] - Dana Mewujudkan DINAS PENDIDIKAN
01 [01 [202]02 [DEMIMETES 5,000,000 Transfer Umum-Dana SDM Yang 6,250,000
Pelaksanaan Tugas . . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum Berkualitas
ASN
Kab.
Pelaksanaan Bengkayang,
Penatausahaan d Jumlah Dokumen SPP— |, ) 100 s [DANA UMUM] - Dana 100 DINAS PENDIDIKAN
01 |01 [202]03 [fenatausanaan dan 4., spm yang 150,000,000 ™2 Transfer Umum-Dana 0
Pengujian/Verifikasi . . dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
diterbitkan Alokasi Umum
Keuangan SKPD Semua
Kelurahan
Kab.
Eo:rdmisl:in ran  [umiah dokumen 1 Ee;gkayang' [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS PENDIDIKAN
01 {01 [2.02[05 [TEMYUSUNE a.po 2 laporan keuangan akhir 3,000,000 emua Transfer Umum-Dana 3,750,000
Keuangan Akhir Tahun dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
tahun Alokasi Umum
SKPD Semua
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan dan Bengkayang,
Penyiapan Bahan Jumiah Dokumen Bahan 2 Semua [DANA UMUM] - Dana 2 DINAS PENDIDIKAN
01 |01 [2.02|06 Tanggapan 15,000,000 Transfer Umum-Dana 0
Tanggapan . dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
. Pemeriksaaan Alokasi Umum
Pemeriksaan Semua
Kelurahan
Koordinasi dan gab. K
Penyusunan Laporan  |jumlah dokumen 6 6 Seng ayang, [DANA UMUM] - Dana 6 DINAS PENDIDIKAN
01101 [2.02(07 [Keuangan laporan keuangan 3,000,000 emua Transfer Umum-Dana 3,750,000
. . dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
Bulanan/Triwulanan/Se [triwulan dan semesteran Alokasi Umum
Semua
mesteran SKPD
Kelurahan
Meningkatnya
Penyusunan Pelaporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PENDIDIKAN
01|01 [2.02(08 [dan Analisis Prognosis 5,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 0 DAN KEBUDAYAAN
Realisasi Anggaran Alokasi Umum Pemerintahan
Daerah
Administrasi Barang
01|01 (203 Milik Daerah pada 183,000,000 187,500,000
Perangkat Daerah
Kab.
Ee:y:su:ann jumlah dokumen 2 ge:ngkayang' [DANA UMUM] - Dana 2 DINAS PENDIDIKAN
01 [01 ]2.03]01 erencanaa peencanaan kebutuhan 3,000,000 emua Transfer Umum-Dana 0
Kebutuhan Barang - dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
- barang milik daerah Alokasi Umum
Milik Daerah SKPD Semua
Kelurahan
Pembinaan, Jumlah Dokumen gab. K
Pengawasan, dan Pembinaan, 1 1 Seng ayang, [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS PENDIDIKAN
01|01 [2.03{04 [Pengendalian Barang |Pengawasan, dan 150,000,000 emua Transfer Umum-Dana 187,500,000
. . dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
Milik Daerah pada Pengendalian Barang S Alokasi Umum
SKPD Milik Daerah emua
Kelurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targfet Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Urusan/ Program/ . Akhir . Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kode . Kegiatan/ Sub ) Capaian RKPD .
Kegiatan/ Sub . Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Keai Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
glatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Kab.
::ekonsmag dLEm Jumlah Dok Rek 1 1 gengkayang’ [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS PENDIDIKAN
01|01 [203fp5 [feryusunantaporan - umian Hokumen fekon 5,000,000{ M4 Transfer Umum-Dana 0
Barang Milik Daerah aset barang Milik Daerah |dokumen dokumen Kecamatan, Alokasi Umum dokumen DAN KEBUDAYAAN
pada SKPD Semua
Kelurahan
Kab.
Penatausahaan Barang [Jumlah Dokumen 5 zengkayang, [DANA UMUM] - Dana 5 DINAS PENDIDIKAN
01101 [2.03{06 [Milik Daerah pada Penatausahaan Barang 25,000,000 emua Transfer Umum-Dana 0
. dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen DAN KEBUDAYAAN
SKPD Milik Daerah Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Administrasi
01|01 [2.05 Kepegawaian 110,000,000 0
Perangkat Daerah
0101 [2.05(02 Ee'ngagaan Paialét? 30,000,000 [TDAN? USAUM] _DDana g/lDel:l/IVl?KUdkan 0 DINAS PENDIDIKAN
| inas Beserta Atribut ,000, ranster Umum-Dana ang DAN KEBUDAYAAN
Kelengkapannya Alokasi Umum Berkualitas
Pendataan dan [DANA UMUM] - D :Zler;'ltn nga ttnya
01 |01 |205]o3 |Pengolahan 5,000,000 Transfer Umum-D o Kula I| o o|PINAS PENDIDIKAN
: Administrasi i ranster Ymum-ana elola DAN KEBUDAYAAN
. Alokasi Umum Pemerintahan
Kepegawaian
Daerah
01 (01 |2.05]|05 Zflongor}rgl E\:f'luas'l’ 5,000,000 '[I'DANfA Ul’JvIUM] -DDana g/ll;l\v/\lllgwkan 0 DINAS PENDIDIKAN
. an em aian Kinerja ,000, rans gr mum-Dana aing DAN KEBUDAYAAN
Pegawai Alokasi Umum Berkualitas
gelmtj.':'kag dan [DANA UMUM] - Dana Mewujudkan DINAS PENDIDIKAN
01 [01 [2.05]|0g |-E@HNan Fegawal 70,000,000 Transfer Umum-Dana SDM Yang 0
Berdasarkan Tugas dan . . DAN KEBUDAYAAN
) Alokasi Umum Berkualitas
Fungsi
01|01 |206| |Administrasi Umum 396,500,000 237,500,000
Perangkat Daerah
L Kab.
P di K Jumlah jenis komponen Benak
Ie:yf 1aan ROMPONEN |\ talasi Seng a¥angd: 1{DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [01 ]2.06/01 r?sa.aSI listrik/penerangan 18 jenis 18 jenis 3,000,000 emua Transfer Umum-Dana 18 jenis 0
Listrik/Penerangan Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
bangunan kantor yang Alokasi Umum
Bangunan Kantor L Semua
disediakan
Kelurahan
Kab.
. Jumlah jenis peralatan Bengkayang,
Penyediaan Peralatan d | K S [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {01 [2.06{02 [dan Perlengkapan an periengkapan 68 jenis 68 jenis 90,000,000{ ™42 Transfer Umum-Dana 68 jenis 112,500,000
kantor yang disediakan Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Kantor Alokasi Umum
(ATK) Semua
Kelurahan
Kab.
Penyediaan Bah i\:'mlahjems el 2 jeni 2 jeni zengkayangl [PANA UMUM) - Dana 2jeni DINAS PENDIDIKAN
01 |01 [2.06]|04 | crYeciaan Banan num - Jenis jenis 40,000,000| ™44 Transfer Umum-Dana Jenis 50,000,000
Logistik Kantor Jumlah Jenis Peralatan |33 jenis 33 jenis Kecamatan, . 33 jenis DAN KEBUDAYAAN
. Alokasi Umum
dan Bahan Pembersih Semua
Kelurahan
Kab.
Penyediaan Barang Ju;nlshjznls barang gengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {01 [2.06]05 |Cetakan dan cetakan dan 3 jenis 3 jenis 25,000,000{ ™42 Transfer Umum-Dana 3 jenis 31,250,000
penggandaan yang Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Penggandaan s Alokasi Umum
disediakan Semua
Kelurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targfet Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Urusan/ Program/ . Akhir . Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kode . Kegiatan/ Sub A Capaian RKPD .
Kegiatan/ Sub . Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Jumlah Jenis Bahan Kab.
Penyediaan Bahan E/Tc'aTnh(/f(ksf r:;:arr t ger:]gkayang' [DANA UMUMI - Dana DINAS PENDIDIKAN
01|01 [2.06(06 (Bacaan dan Peraturan galan/roran/sura 2 jenis 2 jenis 5,000,000 emua Transfer Umum-Dana 2 jenis 6,250,000
Kabar/Buku dan Bahan Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Perundang-undangan Alokasi Umum
Bacaan Peraturan Semua
Perundang- Undangan) Kelurahan
Kab.
Fasilitasi Kunj Jumlah Bulan Fasilitasi gengkayang, [DANA UMUMI - Dana DINAS PENDIDIKAN
01|01 [2.06|0g [/ 25!Mt@stRunungan —umiah Buian Fastitast 45 pyjan 12 bulan 30,000,000{ >4 Transfer Umum-Dana 12 bulan 37,500,000
Tamu Kunjungan Tamu Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan
Rapat- Rapat Koordinasi Kab.
Penyelenggaraan gan K(:]nsulta5| ke dalam iO " iO " gengkayang, [DANA UMUM] - Dana iO " CINAS PENDIDIKAN
01|01 |2.06[{09 |Rapat Koordinasi dan |~ 2c 2 egiatan egiatan 200,000,000[>°M"2 Transfer Umum-Dana eglatan 0
. Jumlah Pelaksanaan 40 40 Kecamatan, . 40 DAN KEBUDAYAAN
Konsultasi SKPD . . . Alokasi Umum .
Rapat- Rapat Koordinasi [kegiatan kegiatan Semua kegiatan
dan Konsultasi ke luar Kelurahan
Daerah
Kab.
Penatausahaan Arsip |2 Jenis Arsip 500 arsi 500 arsi Eengkayangl [DANA UMUM] - Dana 500 arsi DINAS PENDIDIKAN
01 [01 [2.06]10 |FENAtAUsANAANAISID 50 ic vang oo arsip oo arsip 3,500,000| ™42 Transfer Umum-Dana oo arsip 0
Dinamis pada SKPD . . dinamis dinamis Kecamatan, . dinamis DAN KEBUDAYAAN
Didokumentasikan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Pengadaan Barang
01|01 |2.07 Milik Daerah 85,000,000 0
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kab.
Jumlah Jenis Mebel Eengkayangl [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 |01 [2.07|05 [Pengadaan Mebel umia Aems ebeleur 2 jenis 2 jenis 25,000,000 emua Transfer Umum-Dana 2 jenis 0
yang Diadakan Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
p d Peralat Jumlah Jenis Peralatan Eengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [o1 [2.07|06 | €N9? agn graa 4 ldan Mesin lainnya yang |4 jenis 4 jenis 60,000,000 emua Transfer Umum-Dana 4 jenis 0
dan Mesin Lainnya . Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
diadakan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Penyediaan Jasa
01 |01 (2.08 Penunjang Urusan 656,080,720 943,750,000
Pemerintahan Daerah
Kab.
Penyediaan Jasa Surat | U2 embar 100 100 Eengkayangl [DANA UMUM] - Dana 100 DINAS PENDIDIKAN
01 [01 [2.08]01 |TEMYeC!aan Jasasurat 1y, i erai/perangko yang 5,000,000{>M"? Transfer Umum-Dana 6,250,000
Menyurat L lembar lembar Kecamatan, . lembar DAN KEBUDAYAAN
disediakan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Jumlah Jenis Rekening Kab.
Penyediaan Jasa E'St”i' T‘T'etpon'tPgAM' Sengkayang' [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [01 ]2.08|02 [Komunikasi, Sumber onekstinternet, dan 3 rekening 3 rekening 200,000,000 emua Transfer Umum-Dana 3 rekening 250,000,000
. I Jasa sambungan TV Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Daya Air dan Listrik - Alokasi Umum
Kabel yang dibayarkan 1 Semua
Tahun Kelurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targ.et Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Kab.
Penyediaan Jasa jumlah unit peralatan ge:ngkayang' [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [01 [2.08]03 |Peralatan dan Jumiah unitperaiatan 5 it 2 unit 50,000,000{>°"M42 Transfer Umum-Dana 2 unit 62,500,000
dan perlengkapan Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa zengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01101 [2.08(04 [Pelayanan Umum Administrasi yang 16 orang 16 orang 401,080,720 emua Transfer Umum-Dana 16 orang 625,000,000
. Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Kantor Dibayarkan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
0101 [2.09 Milik Daerah 30,000,000 37,500,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyefilaan Jasa. Kab.
Pemeliharaan, Biaya
. ) . Bengkayang,
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Unit Kendaraan Semua [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 |01 [2.09|02 [dan Perizinan Dinas / Operasional 17 unit/bln 17 unit/bln 20,000,000 Transfer Umum-Dana 17 unit/bln 25,000,000
. o Kecamatan, ] DAN KEBUDAYAAN
Kendaraan Dinas Yang dipelihara Semua Alokasi Umum
Operasional atau Kelurahan
Lapangan
Kab.
Pemelih Peralat Jumlah Peralatan Kerja gengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 |01 |209|0s | ST Maradn "EIAAAN) 4o, periengkapan 10 unit 10 unit 10,000,000{ M2 Transfer Umum-Dana 10 unit 12,500,000
dan Mesin Lainnya . L Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Kantor yang diperbaiki Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
PROGRAM
01 (02 PENGELOLAAN 110,664,315,280 984,632,384
PENDIDIKAN
Pengelolaan
01 (02 |2.01 Pendidikan Sekolah 60,290,543,414 0
Dasar
Pemb Unit gab. k [DANA UMUM] - Dana Mewujudkan DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.01(01 embangunan Un! Ruang Kelas Baru 1 Ruang 1 Ruang 200,000,000 .erfg ayar]g, Transfer Umum-Dana SDM Yang 1 Ruang 0
Sekolah Baru (USB) Siding, Hli . . DAN KEBUDAYAAN
. Alokasi Umum Berkualitas
Buie
Semua
Kabupaten/Ko [[DANA KHUSUS] - DAK
01|02 [201]02 |PenambahanRuang 1, o ang kelas 20 unit 20 unit 5,442,596,000| 1% S€mua  |Fisik - Bidang 20 unit o[PINAS PENDIDIKAN
Kelas Baru Kecamatan, [Pendidikan - Reguler - DAN KEBUDAYAAN
Semua SD
Kelurahan
Kab.
Bengkayang,
Pembangunan Semgua 7o [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01102 (2.01(05 Jumlah Perpustakaan 1 unit 1 unit 229,130,000 Transfer Khusus - Dana 1 unit 0
Perpustakaan Sekolah Kecamatan, . - DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Kab.
Pembangunan Sarana, [Tersedianya toilet, pagar, zengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.01(06 [Prasarana dan Utilitas |paping, mushola, 5 unit 5 unit 2,045,000,000 emua Transfer Umum-Dana 5 unit 0
. . Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Sekolah fasilitas lainnya Alokasi Umum
Semua
Kelurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targfet Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Urusan/ Program/ . Akhir . Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kode . Kegiatan/ Sub A Capaian RKPD .
Kegiatan/ Sub Kegiat Periode Tahun 2020 RKPD Tahun Target L . Prioritas Sasaran L Penanggung Jawab
. giatan ahun 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Kab.
Pembangunan Rumah |Tersedianya Rumah Bengkayang, [DANA KHUSUS] - Dana
01102 ([2.01(07 Dinas Kepala . Dlnas: B,agl Tenaga 2 unit 2 unit 504,997,050 Semua Transfer Khusus - Dana 2 unit DINAS PENDIDIKAN
Sekolah/Guru/Penjaga |Pendidik dan Tenaga Kecamatan, Alokasi Khusus Fisik DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Kependidikan Semua
Kelurahan
Kab. [DANA UMUM] - Dana
Rehabilitasi Bengkayang, |Transfer Umum-Dana
0102 [201]08 |Sedang/Berat Ruang |RUaN9 Kelasyang dio 3 0 g 30 Ruang 12,000,000,000 | >6™4 Alokasi Umum 30 Ruang DINAS PENDIDIKAN
Kelas Rehabilitasi Kecamatan, [DANA KHUSUS] - Dana DAN KEBUDAYAAN
Semua Transfer Khusus - Dana
Kelurahan Alokasi Khusus Fisik
Rehabilitasi
01 lo2 |201l12 Sedang/Berat Sata'na, 400,000,000 DINAS PENDIDIKAN
Prasarana dan Utilitas DAN KEBUDAYAAN
Sekolah
Kab.
P d Mebel TeLseld;wanya meubeluer zengkayang, [DANA UMUMI - Dana DINAS PENDIDIKAN
01|02 |2.01[14 |"cngacdaanviebe sekolah yang 800 unit 800 unit 200,000,000[>¢M"2 Transfer Umum-Dana 800 unit
Sekolah dimanfaatkan oleh siswa Kecamatan, Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
dalam proses belajar Semua
Kelurahan
Kab.
Penyediaan Biaya . b gengkayang' [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {02 [2.01]21 |Personil Peserta Didik |>'°V@ Penerma ! 500 orang 500 orang 50,000,000 emua Transfer Umum-Dana 500 orang
Kab. Bengkayang Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Dasar S Alokasi Umum
emua
Kelurahan
Kab.
Penyelengaraan Proses Tinakat Kelul i gengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01|02 [2.01|23 |Belajar dan Ujian bagi S'[r)‘g at Relulusan SIsWa 400 9 100 % 100,000,000 Kem”a . Transfer Umum-Dana 100 % DAN REBUDAVAAN
Peserta Didik S:cmarr;a | Alokasi Umum
u
Kelurahan
Kab.
Penyiapan dan Tindak Sekolah d Eengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [02 |201|24 |Lanjut Evaluasi Satuan |5 oo cn9an 100 % 100 % 25,000,000( >4 Transfer Umum-Dana 100 %
. penilaian akreditasi A Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Dasar Semua Alokasi Umum
u
Kelurahan
Kab.
Pembinaan Minat, pervel (oSN Eengkayang' [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.01(25 [Bakat dan Kreativitas ngg;elrgggaraan " |3 kegiatan 3 kegiatan 200,000,000 Kemua ; Transfer Umum-Dana 3 kegiatan DAN KEBUDAYAAN
Siswa ! Secama an Alokasi Umum
emua
Kelurahan
Penyediaan Pendidik gab‘ c
dan Tenaga Terpenuhinya Seng ayang. [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 |02 [2.01|26 [Kependidikan bagi pembayaran honorarium (142 orang 142 orang 1,259,820,364 Keml: tan Transfer Umum - Dana 142 orang 0 DAN KEBUDAYAAN
Satuan Pendidikan Guru Kontrak Daerah Seca aan | Alokasi Umum
Sekolah Dasar Ke:nuah
elurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targ.et Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Urusan/ Program/ . Akhir . Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kode . Kegiatan/ Sub A Capaian RKPD .
Kegiatan/ Sub . Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
. . Kab.
Pengembangan Karir  [Dilaksanakannya Benak
Pendidik dan Tenaga |kegiatan diklat maupun Serr;g ayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [02 |201]27 |Kependidikan pada  |pelatihan bagi kepala {100 % 100 % 200,000,000/ M2 Transfer Umum-Dana 100 % 0
- Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Satuan Pendidikan sekolah dan guru Alokasi Umum
Sekolah Dasar jenjang SD semua
Kelurahan
Kab.
Pembinaan Meningkat Kualit, zengkayang, [DANA UMUMI - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {02 [2.01[28 |Kelembagaan dan eningkatnya BUalitas 440 o4 100 % 25,000,000{ ™42 Transfer Umum-Dana 100 % 0
. Manajemen Sekolah Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Manajemen Sekolah Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
P lolaan Dana BOS |jumlah si SD di 41500 41500 zengkayangl [DANA KHUSUS] - Dana 41500 DINAS PENDIDIKAN
01|02 [2.01]|29 [ cn9€ictaan bana BLS umian siswa 5t dl : ‘ 37,384,000,000>°M"? Transfer Khusus - Dana . 0
Sekolah Dasar Kabupaten Bengkayang |siswa siswa Kecamatan, . L siswa DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Non Fisik
Semua
Kelurahan
Kab.
Peningkatan Kapasitas [Pengelola BOS Jenjang 276 276 gengkayang, [DANA UMUM] - Dana 276 DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.01(30 [Pengelolaan Dana BOS [SD di Kabupaten 25,000,000 emua Transfer Umum-Dana 0
sekolah sekolah Kecamatan, . sekolah DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Dasar Bengkayang Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Pengelolaan
01 (02 [2.02 Pendidikan Sekolah 44,902,166,558 0
Menengah Pertama
Kab.
benambahan R Tersedianva RKB untuk zengkayang’ [DANA KHUSUS] - Dana OINAS PENDIDIKAN
01|02 [2.02|02 | cnambahaniuang jlersedianya REB Untux 1, e 4 unit 967,100,000 M2 Transfer Khusus - Dana 4 unit 0
Kelas Baru proses belajar mengajar Kecamatan, . L DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Kab.
Pemb Tersedi gengkayangl [PANA KHUSUS] = Dana DINAS PENDIDIKAN
01|02 [202|05 [TcmPangunan ersedianya tuangan 1y i 1 unit 349,646,000 >°M "2 Transfer Khusus - Dana 1 unit 0
Perpustakaan Sekolah |perpustakaan Kecamatan, . - DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Kab.
Pemb Tersedianya R Sengkayangl [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01|02 [202|06 | cPangunan ersedianya Buangan -5 nje 5 unit 933,593,950 [>°M "2 Transfer Khusus - Dana 5 unit 0
Laboratorium Untuk Praktek Siswa Kecamatan, . - DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
01 lo2 1202008 Pembangunan Asrama 0 0 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah DAN KEBUDAYAAN
Kab.
EémbalzwguTan Rumah Tersedianya tempat gengkayang, [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.02(09 inas fepala . tinggal bagi tenaga 2 unit 2 unit 500,000,000 emua Transfer Khusus - Dana 2 unit 0
Sekolah/Guru/Penjaga L Kecamatan, . .. DAN KEBUDAYAAN
kependidikan Alokasi Khusus Fisik
Sekolah Semua
Kelurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targ.et Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Kab. [DANA UMUM] - Dana
tersedianya sarana Bengkayang, [Transfer Umum-Dana
Pembangunan Sarana, lai rti S Alokasi U DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.02{12 [Prasarana dan Utilitas prf'asarana ainnya sepertiiz nit 7 unit 900,000,000 emua okast Limum 7 unit 0
Sekolah toilet, halaman, pagar, Kecamatan, [DANA KHUSUS] - Dana DAN KEBUDAYAAN
dlil Semua Transfer Khusus - Dana
Kelurahan Alokasi Khusus Fisik
Kab.
Rehabilitasi tersedianya Ruang Kelas zengkayang, [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENDIDIKAN
0102 [2.02(14 [Sedang/Berat Ruan ang layak untuk proses [20 ruan 20 ruan 12,500,000,000 emua Transfer Khusus - Dana 20 ruan 0
9 g |yang lay p 9 9 9
! R Kecamatan, . .. DAN KEBUDAYAAN
Kelas Sekolah belajar mengajar Alokasi Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
[DANA UMUM] - Dana
Transfer Umum-Dana
Pengadaan Mebel Alokasi Umum Mewujudkan DINAS PENDIDIKAN
01 (02 |2.02]|25 Sekolah 400,000,000 [DANA KHUSUS] - DAK SDM Yang 0 DAN KEBUDAYAAN
Fisik - Bidang Berkualitas
Pendidikan - Reguler -
SMP
Kab.
genyeq:a:n Bljy;d,k tersalurnya dana PIP Eengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [02 |202(32 | 50N Peserta A g siswa yang layak 100 % 100 % 50,000,000[ > Transfer Umum-Dana 100 % 0
Sekolah Menengah . Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
menerima Alokasi Umum
Pertama Semua
Kelurahan
Kab.
Penyelengaraan Proses T . tinakat Sengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {02 [2.02[36 |Belajar dan Ujian bagi | ' caPainya tingka 100 % 100 % 100,000,000 [>°M12 Transfer Umum-Dana 100 % 0
- kelulusan siswa SMP Kecamatan, ; DAN KEBUDAYAAN
Peserta Didik Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Een}/lfianldah l'mtdak tercapaikan sekolah Eengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [02 [202|37 |AMWU"EVAIIASI SAAN 1 4angan penilaian 100 % 100 % 25,000,000 Transfer Umum-Dana 100 % 0
Pendidikan Sekolah L Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
akreditasi A Alokasi Umum
Menengah Pertama Semua
Kelurahan
Kab.
Pembinaan Minat, | Eerr:]gkayang' [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 102 [2.02(38 [Bakat dan Kreativitas erlasananya kegiata 3 kegiatan 3 kegiatan 275,000,000 emua Transfer Umum-Dana 3 kegiatan 0
. KSN, FL2SN, KOSN Kecamatan, R DAN KEBUDAYAAN
Siswa Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Penyediaan Pendidik Kab.
dan Tenaga Bengkayang, [DANA UMUM] - Dana
01 |02 [20239 |Kependidikan bagi —|Tersalurnya honorarium |, . 12 bulan 6,800,969,608 | >cM|2 Transfer Umum-Dana 12 bulan o[PINAS PENDIDIKAN
Satuan Pendidikan GKD Jenjang SMP Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum
Sekolah Menengah Semua
Pertama Kelurahan
Pengembangan Karir Kab.
Pendidik dan Tenaga [terlaksananya kegiatan Bengkayang, [DANA UMUM] - Dana
01 lo2 12.02]40 Kependldlkar\ pada pelatlhan,vpendldlkan 100 % 100 % 150,000,000 Semua Transfer Umum-Dana 100 % 0 DINAS PENDIDIKAN
Satuan Pendidikan dasar bagi guru dan Kecamatan, Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Menengah tenaga kependidikan Semua
Pertama Kelurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targ.et Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Urusan/ Program/ . Akhir . Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kode . Kegiatan/ Sub A Capaian RKPD .
Kegiatan/ Sub . Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Kab.
. Bengkayang,
Pembinaan X . [DANA UMUM] - Dana
0102 [202]41 |Kelembagaan dan Menlr?gkatnya Kualitas [120 120 25,000,000 Semua Transfer Umum-Dana 120 DINAS PENDIDIKAN
. Manajemen Sekolah sekolah sekolah Kecamatan, . sekolah DAN KEBUDAYAAN
Manajemen Sekolah Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Bengkayang,
Pengelolaan Dana BOS [DANA KHUSUS] - Dana
0102 [202]42 |Sekolah Menengah  |t€rs3urnya Dana BOS ke 14200 14200 20,900,857,000| €M Transfer Khusus - Dana 14200 o|PINAS PENDIDIKAN
sekolah siswa siswa Kecamatan, . . siswa DAN KEBUDAYAAN
Pertama Alokasi Khusus Non Fisik
Semua
Kelurahan
Kab.
gemnglkftan Eapasllatgss lola BOS Jen; 120 120 zengkayangl [DANA UMUM - Dana 120 DINAS PENDIDIKAN
01 {02 [2.02[43 |FEN9€IC1@an bana pengelola enjang 25,000,000{ ™42 Transfer Umum-Dana
Sekolah Menengah SMP sekolah sekolah Kecamatan, . sekolah DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum
Pertama Semua
Kelurahan
Pengelolaan
01 (02 |2.03 Pendidikan Anak Usia 4,303,105,308 984,632,384
Dini (PAUD)
Kab.
Zer:;ban;;;nan zengkayang, [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [02 ]2.03]01 edung/ruang Ruang Kelas untuk siswa [6 ruang 6 ruang 190,000,000 emua Transfer Khusus - Dana 6 ruang 0
Kelas/Ruang Guru Kecamatan, . .. DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Fisik
PAUD Semua
Kelurahan
Kab.
Pembangunan Sarana, ¢ di toilet. APE gengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 |02 ]2.03|02 [Prasarana dan Utilitas ersedianya totiet, " |5 unit 5 unit 100,000,000 emua Transfer Umum-Dana 5 unit 0
pagar Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
PAUD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Rehabilitasi gab. K
Sedang/Berat tersedianya Ruang Kelas engkayang, [DANA KHUSUS] - Dana
. . Semua . DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.03(03 [Gedung/Ruang yang layak untuk proses |2 unit 2 unit 409,002,000 Transfer Khusus - Dana 2 unit 0
. R Kecamatan, . .. DAN KEBUDAYAAN
Kelas/Ruang Guru belajar mengajar Alokasi Khusus Fisik
Semua
PAUD
Kelurahan
Kab.
Pengadaan Alat Praktik| it brakt gengkaya”g' [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {02 |2.03|12 |dan Peraga Siswa erseclanya aiat Prafter 112 paket 12 paket 50,000,000[ > Transfer Umum-Dana 12 paket 0
siswa Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
PAUD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
P | terlaksananya proses Sengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [02 |203]13 [-°™¢ engglaraan belajar mengajar pada |50 sekolah 50 sekolah 50,000,000 emua Transfer Umum-Dana 50 sekolah 0
Proses Belajar PAUD Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
TK/PAUD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Penyiapan dan Tindak ; inya TK/PAUD Eengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {02 [2.03[14 |Lanjut Evaluasi Satuan |- c2P@'ye 100 % 100 % 25,000,000{ ™42 Transfer Umum-Dana 100 % 0
Terakreditasi Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
PAUD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
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Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targfet Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Kab.
ZenyTed|aan Pendidik tersedianya Guru gengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 |02 [2.03]15 an en.ag.a . Kontrak Daerah Jenjang (49 orang 49 orang 947,703,308 emua Transfer Umum-Dana 49 orang 984,632,384
Kependidikan bagi Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
SD Alokasi Umum
Satuan PAUD Semua
Kelurahan
Pengembangan Karir gab. K
Pendidik dan Tenaga [Terlaksananya kegiatan Seng ayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.03[16 [Kependidikan pada kreatifitas guru 250 orang 250 orang 150,000,000 Kemua ; Transfer Umum-Dana 250 orang 0 DAN KEBUDAYAAN
Satuan Pendidikan  |TK/PAUD, PPG, PAK ecamatal 1 alokasi Umum
Semua
PAUD
Kelurahan
Kab.
Pembinaan Meningkatnya Kualit zengkayangl [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01102 [2.03({17 [Kelembagaan dan enlr?g atnya Rualitas |55 sekolah 25 sekolah 50,000,000 emua Transfer Umum-Dana 25 sekolah 0
. Manajemen Sekolah Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Manajemen PAUD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Bengkayang,
Pengelolaan Dana BOP (tersalurnya BOP pada Semgua o [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 |02 [2.03]|18 3843 siswa 3843 siswa 2,306,400,000 Transfer Khusus - Dana 3843 siswa 0
PAUD TK/PAUD Kecamatan, . . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Non Fisik
Semua
Kelurahan
Kab.
Peningkatan Kapasitas lola BOP Paud di 120 120 Sengkayangl [DANA UMUM] - Dana 120 DINAS PENDIDIKAN
01 [02 |2.03|19 [Pengelolaan Dana BOP [PE9€I0@ BXF Pl 25,000,000( ™" Transfer Umum-Dana 0
Kab. Bengkayang sekolah sekolah Kecamatan, . sekolah DAN KEBUDAYAAN
PAUD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Pengelolaan
0102 [2.04 Pendidikan 1,168,500,000 0
Nonformal/Kesetaraa
n
Kab.
Penyelenggaraan terlak Eengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {02 |2.04|12 |Proses Belajar eraxsananyaproses 140 sekolah 10 sekolah 50,000,000[ > Transfer Umum-Dana 10 sekolah 0
pembelajaran Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Penyiapan dan Tindak Eab. K
Lanjut Evaluasi Satuan |tersedianya satuan 10 sat 10 sat Seng ayang. [DANA UMUM] - Dana 10 satuan DINAS PENDIDIKAN
01 |02 [2.04|13 [Pendidikan di pendidikan non formal sa.u‘an sa‘u.an 25,000,000 emua Transfer Umum-Dana pendidika 0
- . pendidikan pendidikan Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan yang sesuai standar Alokasi Umum n
Semua
Nonformal/Kesetaraan
Kelurahan
Kab.
Pembinaan Bengkayang, | HANA UMUM] - Dana 10 satuan
01 lo2 12.04l16 Kelembagaan dan Memr.\gkatnya Kualitas |10 sa.tu.an 10 sa.tu.an 25,000,000 Semua Transfer Umum-Dana pendidika 0 DINAS PENDIDIKAN
Manajemen Sekolah Manajemen Sekolah pendidikan pendidikan Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum n
Nonformal/Kesetaraan Semua
Kelurahan
Pengelolaan Dana BOP [ meningkatnya kapasitas [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 |02 [2.04|17 [Sekolah penyelolaan BOP 50 sakolah 50 sakolah 1,043,500,000 Transfer Umum-Dana 50 sakolah 0 DAN KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan |Kesetaraan Alokasi Umum




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targfet Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
; Kegiatan Tahun 2020 21 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 20 2022 Nasional Daerah
Kab.
Ee:mglkftar:\ gaﬁasflatgsp pengelola BOP ger:]gkayang' [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [02 [2.04[18 |IEN9€I0taan bana kesetaraan di Kab. 10 sekolah 10 sekolah 25,000,000 emua Transfer Umum-Dana 10 sekolah
Sekolah Kecamatan, ) DAN KEBUDAYAAN
Bengkayang Alokasi Umum
Nonformal/Kesetaraan Semua
Kelurahan
PROGRAM
01|03 PENGEMBANGAN 100,000,000 0
KURIKULUM
Penetapan Kurikulum
01 |03 |2.01 Muatan Lokal 100,000,000 0
Pendidikan Dasar
Kab.
Pelatihan Penyusunan |Tersedianya kurikulum 14609 14609 Eengkayang, [DANA UMUM] - Dana 14609 DINAS PENDIDIKAN
01 {03 [2.01|04 |Kurikulum Muatan muatan lokal dan buku . . 100,000,000 emua Transfer Umum-Dana . 0
- siswa siswa Kecamatan, . siswa DAN KEBUDAYAAN
Lokal Pendidikan Dasar [teks muatan lokal Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
PROGRAM PENDIDIK
01 |04 DAN TENAGA 30,000,000 0
KEPENDIDIKAN
Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
01 {04 [2.01 bagi Satuan 30,000,000 0
Pendidikan Dasar,
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraa
n
Perhitungan dar.1 . Kab.
Pemetaan Pendidik
dan Tenaga tersedianya guru secara Bengkayang, [DANA UMUM] - Dana
01|04 |201|01 |Kependidikan Satuan |merata di Kab 100 % 100 % 15,000,000|>M|2 Transfer Umum-Dana 100 % DINAS PENDIDIKAN
’ o ’ A Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Dasar, Bengkayang Semua Alokasi Umum
PAUD, dan Pendidikan
Kelurahan
Nonformal/Kesetaraan
Penataan
Pendistribusian Kab.
Pendidik dan Tenaga tertatanya Bengkayan
K didikan b g pendistribusian pendidik S gkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 {04 [2.01]02 |REPendIdi@n Bagl 4o tenaga 100 % 100 % 15,000,000{>°"M4? Transfer Umum-Dana 100 %
Satuan Pendidikan . Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
kependidikan serta Alokasi Umum
Dasar, PAUD, dan e . Semua
o fasilitasi mahasiswa KKN
Pendidikan Kelurahan
Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM
01 (05 PENGENDALIAN 10,000,000 0
PERIZINAN
PENDIDIKAN
Penerbitan Izin PAUD
dan Pendidikan
01 |05 |2.02 Nonformal yang 10,000,000 0
Diselenggarakan oleh
Masyarakat




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022
Urusan/ Bidang Indikator Program/ Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Penilaian Kelayakan Kab.
js:leer:LIZigiinnpAUD tersedianya ijin ger:}gkayang’ [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
01 [05 |2.02]|01 anre @ operasional bagi 5 sekolah 5 sekolah 5,000,000 emua Transfer Umum-Dana 5 sekolah
Nonformal yang Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
. TK/PAUD Swasta Alokasi Umum
Diselenggarakan oleh Semua
Masyarakat Kelurahan
Pengendalian dan Kab.
Pengawasan Perizinan |[Tersedianya Lembaga Bengkayang, [DANA UMUM] - Dana
01|05 [202|02 |PAUD dan Pendidikan JNon Formalyang 10 sekolah 10 sekolah 5,000,000 €12 Transfer Umum-Dana 10 sekolah o|P!NAS PENDIDIKAN
Nonformal yang memiliki ijin operasional Kecamatan, Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Diselenggarakan oleh |yg masih aktif Semua
Masyarakat Kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 0
PROGRAM
PENGEMBANGAN
19 |02 KAPASITAS DAYA 0 0
SAING
KEPEMUDAAN
Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Pemuda dan
Kepemudaan
19 l02 |01 Terhadap Pemuda 0 0
Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader
Kabupaten/Kota
Pemberian gab. )
Penghargaan Pemuda Mahasi Ut Seng ayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
19 |02 |2.01|07 |dan Organisasi anhasiswa Ltusan 131 orang 131 orang o[>emu@ Transfer Umum-Dana 131 orang
. Daerah Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Pemuda yang Berjasa Alokasi Umum
. Semua
dan/atau Berprestasi
Kelurahan
22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,343,926,000 0
PROGRAM
22 (02 PENGEMBANGAN 950,000,000 0
KEBUDAYAAN
Pembinaan Lembaga
Adat yang
22 (02 |2.03 Penganutnya dalam 950,000,000 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Eab. K
Pengembangan, hibah pada kegiat seng /"% | [DANA UMUM - Dana DINAS PENDIDIKAN
22 102 [2.03[{01 [Pemanfaatan Objek foah pada kegiatan 1 paket 1 paket 200,000,000 emua Transfer Umum-Dana 1 paket
. masyarakat Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Pemajuan Lembaga Alokasi Umum
Semua
Adat
Kelurahan




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targfet Realisasi Pr.::lklraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Kab.
Penyediaan Sarana dan gerr;gkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
22 [02 |2.03|03 [Prasarana Pembinaan |hibah pada masyarakat |1 paket 1 paket 750,000,000 emua Transfer Umum-Dana 1 paket
Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Adat Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
PROGRAM
22 |03 PENGEMBANGAN 273,926,000
KESENIAN
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian
yang Masyarakat
22 (03 |2.01 Pelakunya dalam 273,926,000
Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan gab. K
Pendidikan dan Terbukanya akses Serr;g ayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
22 (03 ]2.01|01 [Pelatihan Sumber Daya |peserta didik terhadap |12 sekolah 12 sekolah 150,000,000 emua Transfer Umum-Dana 12 sekolah
. . . . Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Manusia Kesenian kegiatan berkesenian Alokasi Umum
.. Semua
Tradisional
Kelurahan
Standardisasi dan
e Kab.
Sertifikasi Sumber Terlaksananya Benakavan
Daya Manusia Pembinaan Kesenian Semgua yang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
22 |03 [2.01]|02 Kesen‘lan Tradisional yang Masyarakat 10 orang 10 orang 50,000,000 Kecamatan, Transfgr Umum-Dana 10 orang DAN KEBUDAYAAN
sesuai dengan Pelakunya dalam Daerah Semua Alokasi Umum
Kebutuhan dan Kabupaten/ Kota Kelurahan
Tuntutan
Terlaksananya gab. K
Peningkatan Kapasitas [Pembinaan Kesenian Seng ayang, [DANA UMUM] - Dana 50 DINAS PENDIDIKAN
22 103 [2.01(03 [Tata Kelola Lembaga |yang Masyarakat 50 sanggar 50 sanggar 73,926,000 emua Transfer Umum-Dana
. . Kecamatan, . sanggar DAN KEBUDAYAAN
Kesenian Tradisional Pelakunya dalam Daerah Alokasi Umum
Kabupaten/ Kota semua
Kelurahan
PROGRAM
22 (04 PEMBINAAN 70,000,000
SEJARAH
Pembinaan Sejarah
22 |04 |201 Lokal dalam 1 (satu) 70,000,000
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemberdayaan Sumber Bengkayang, [DANA UMUM] - Dana
22 (04 ]2.01]01 Daya Manus.la dan tersedianya _SDM dan 1 kegiatan 1 kegiatan 50,000,000 semua Transfer Umum-Dana 1 kegiatan DINAS PENDIDIKAN
Lembaga Sejarah Lokal [Lembaga sejarah lokal Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan
Kab.
E/Ienlngkz;(tatntAisej tersedianya akses gengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
22 104 (2.01(03 asyarakat terha .ap informasi sejarah Kab. 1 kegiatan 1 kegiatan 20,000,000 emua Transfer Umum-Dana 1 kegiatan
Data dan Informasi Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
. Bengkayang Alokasi Umum
Sejarah Semua
Kelurahan
PROGRAM
22 |os PELESTARIAN DAN 50,000,000
PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA




Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkayang

Tahun 2022
Urusan/ Bidang Indikator Program/ Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub 9 . Periode P RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
. Kegiatan Tahun 2020 2021 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 0 2022 Nasional Daerah
Penetapan Cagar
22 |05 (2.01 Budaya Peringkat 25,000,000 0
Kabupaten/Kota
Kab.
Bengkayang, | hANA UMUM] - Dana
2 los |201l01 Pgndaftaran Objek terdaftarnya objek cagar 5 unit 5 unit 25,000,000 Semua Transfer Umum-Dana 5 unit DINAS PENDIDIKAN
Diduga Cagar Budaya |budaya Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Pengelolaan Cagar
22 |05 (2.02 Budaya Peringkat 25,000,000 0
Kabupaten/Kota
Kab.
Pelind c terlindungnya cagar Eengkayang, [DANA UMUM] - Dana DINAS PENDIDIKAN
22 105 [2.02(01 elindungan t-agar budaya di kab. 1 paket 1 paket 25,000,000 emua Transfer Umum-Dana 1 paket 0
Budaya Kecamatan, . DAN KEBUDAYAAN
bengkayang Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 155,063,943,819 166,185,714,619
PROGRAM
PENUNJANG
02 |01 URUSAN 103,627,484,385 108,927,651,567
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
02 [01 [2.01 Penganggaran, dan 35,939,800 41,330,770
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Semua
Penyusunan Dokumen 1 L(absupaten/Ko [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS KESEHATAN DAN
02 [01 [2.01|01 [Perencanaan Perangkat|Dokumen Rencana Kerja 11,697,800 a >emua Transfer Umum-Dana 13,452,470
dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen KELUARGA BERENCANA
Daerah Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan 1 : fak;“pate”/Ko [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS KESEHATAN DAN
02 |01 [2.01{02 [Penyusunan Dokumen [Dokumen RKA 4,554,000 a, >emua Transfer Umum-Dana 5,237,100
dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen KELUARGA BERENCANA
RKA-SKPD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan Dok RKA 1 1 L(absuPaten/Ko [DANA UMUM] - Dana 1 DINAS KESEHATAN DAN
02 [01 |201]03 [Penyusunan Dokumen | 2" 4,554,000 & 2™ Iransfer Umum-Dana 5,237,100
Perubahan dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen KELUARGA BERENCANA
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Semua
Kabupaten/Ko| i\ \a UMUM] - Dana
02 |01 [2010g |KOOrdinasidan Dokumen DPA 1 1 4,554,000| %M@ |30 cfer Umum-Dana 1 5,237,100 | D1WAS KESEHATAN DAN
Penyusunan DPA-SKPD dokumen dokumen Kecamatan, . dokumen KELUARGA BERENCANA
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang Indika